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P U T U S A N

No.   501 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memer iksa  perkara  pidana  khusus  pada  t i ngka t  kasas i  

te lah  memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  Terdakwa  

:

 N a m a : ENDANG SRI  WIDYASTUTI  ;

Tempat  lah i r : Bantu l ,  Yogyakar ta  ;

Umur/Tangga l  lah i r : 54 tahun  /  5 Maret  1955 ;

Jen is  Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indones ia  ;

Tempat  t i ngga l : Jat iwa r i ng i n  Asr i  Ja lan  

Salawat i  I  Blok  A  8  /  3,  

Pondok  Gede ;  

Agama : Is l am  ;

Peker j aan  : Ars i t ek  (Mantan  Di rek tu r  

Admin is t r a s i  dan  Keuangan  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya)  ;

 Terdakwa berada  dalam tahanan  :

1. Penuntu t  Umum se jak  tangga l  23  Apr i l  2009  

sampai  dengan  tangga l  12 Mei  2009 ;

2. Hakim Pengad i l an  Neger i  se jak  tangga l  06 Mei  

2009 sampai  dengan tangga l  04 Jun i  2009 ;

3. Perpan jangan  oleh  Waki l  Ketua  Pengadi l an  

Neger i  se jak  tangga l  05  Jun i  2009  sampai  

dengan tangga l  03 Agustus  2009 ;

4. Perpan jangan  oleh  Waki l  Ketua  Pengadi l an  

Tingg i  I  se jak  tangga l  04  Agustus  2009  

sampai  dengan  tangga l  02 September  2009 ;

5. Perpan jangan  oleh  Waki l  Ketua  Pengadi l an  

Tingg i  I I  se jak  tangga l  03  September  2009  

sampai  dengan  tangga l  02 Oktober  2009 ;  

6. Hakim  Pengadi l an  Tingg i  se jak  tangga l  15  

September  2009  sampai  dengan  tangga l  14  

Oktober  2009 ;
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7. Perpan jangan  oleh  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  

se jak  tangga l  15  Oktober  2009  sampai  dengan  

tangga l  13 Desember  2009 ;

8. Berdasarkan  Penetapan  Waki l  Ketua  Mahkamah 

Agung  Republ i k  Indones ia  Bidang  Yudis i a l  

tangga l  20 Januar i  2010 Nomor  :  091 /  2010 /  

S.044.Tah .Sus  /  PP /  2010  /  MA.,  Terdakwa  

dipe r i n t ahkan  untuk  di tahan  se lama  50  ( l ima  

puluh )  har i ,  te rh i t u ng  se jak  tangga l  18  

Januar i  2010 ;

9. Diperpan jang  berdasarkan  Penetapan  Ketua  

Mahkamah Agung Republ i k  Indones ia  tangga l  20 

Januar i  2010  Nomor  :  092  /  2010  /  

S.044.Tah .Sus  /  PP /  2010  /  MA.,  Terdakwa  

dipe r i n t ahkan  untuk  di tahan  se lama  60  (enam 

puluh )  har i ,  te rh i t u ng  se jak  tangga l  09  

Maret  2010 ;    

yang  dia j ukan  di  muka  pers idangan  Pengad i l an  Neger i  

Jakar ta  Pusat  karena  didakwa :     

KESATU :

Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  (PD.  PSJ)  juga  se laku  Ketua  

Konsors ium  Proyek  Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang  1  (SPTA- 1)  

bersama- sama  dengan  BOY SYAMSIR  HAKIM selaku  Direk tu r  

Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  dan  RUDI  YUWONO, SH 

se laku  Sta f  Ahl i  PD.  PSJ  juga  Manager  Umum dan  Hukum 

Konsors ium  Proyek  Sentra  Pr imer  Tanah  Abang  1  (SPTA- 1)  

(masing- masing  di lakukan  penuntu tan  secara  te rp i sah )  pada  

tangga l  12 Januar i  2007  sampai  dengan  23 Apr i l  20 07 atau  

set idak- t idaknya  pada  waktu- waktu  ter ten tu  dalam  tahun  

2007,  ber tempat  di  Kantor  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  JI .  

Budi  Kemul iaan  I  Nomor  1  Jakar ta  Pusat  ata u  set idak-

t idaknya  pada  suatu  tempat  ter ten tu  yang  masih  termasuk  

dalam  daerah  huk um  Pengadi lan  Negeri  Jakar ta  Pusat ,  

melakukan  atau  turut  serta  melakukan  beberapa  perbuatan  

yang  ada  hubungannya  sedemik ian  rupa ,  sehingga  harus  
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dipa ndang  sebagai  satu  perbuatan  ber lan ju t ,  secara  

melawan  hukum  melakukan  perb uatan  memperkaya  dir i  

sendir i  atau  orang  la in  atau  suatu  korporasi  yang dapat  

merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  yang 

di lakukan dengan cara- cara  sebagai  berikut  :

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  sebaga i  

Di rek t u r  Admin i s t r a s i  dan  Keuangan  Perusahaan  

Daerah  Pembangunan  Sarana  Jaya  (PD.  PSJ)  

d iangka t  berdas arkan  Surat  Keputusan  Gubernur  

Propins i  DKI  Jakar ta  Nomor :  47 Tahun 2003 tang gal  19 

Juni  2003 dengan tugas  dan tanggungjawab adalah  :

 Menetapkan  keb i j akan  operas iona l  dan 

st ra teg i  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya,  yang  

berka i t an  dengan  kegia tan  bidang  Keuangan  

Akuntans i ,  Perpa jakan ,  Umum, Hukum dan Sistem 

Management  In formasi  ;

 Menyiapkan  in fo rmasi  keuangan  dan  in fo rmas i  

Managemen ;

 Memel iha ra  dokumen kepemi l i kan  akt i va  te tap  

dan akt i va  rea l  esta te  ser ta  akt i va  lainnya  ;

 Menyusun  dan  merencanakan  Rencana  Jangka  

Pendek,  dan  Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  (RKAP)  dan  berkoord inas i  dengan  

Direk tu r  Pengembangan ;  

 Memimpin  ta ta  laksana  operas iona l  Div i s i  

Keuangan dan Akuntans i  ser ta  Div i s i  Umum dan 

Hukum ;

- Bahwa ke t i k a  BOY SYAMSIR HAKIM menjaba t  sebaga i  

Di rek t u r  Utama  PD.  PSJ,  Gubernur  DKI  Jakar ta  

SUTIYOSO mengeluarkan  Ins t r uks i  Nomor :  161  Tahun 

2004  tanggal  27  Oktober  2004  tentang  Pembangunan 

Sentra  Primer  Tanah Abang (SPTA)  atas  bidang  tanah  

seluas  ± 27,26  Ha di  Kawasan Tanah Abang,  Kelurahan  

Kampung  Bal i ,  Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya 

Jakar ta  Pusat  yang  menugaskan  BOY SYAMSIR  HAKIM 

selaku  Direk tu r  Utama PD.  PSJ untuk  :
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1. Melaksanakan  pengembangan  Sent ra  

Pr imer  Tanah  Abang  di  atas  tanah  

bidang  tan ah  se luas  ± 27,26  Ha sesua i  

peta  s i tuas i  Nomor :  10 /  PrPRK /  DTK /  

JP  /  VI  /  04  yang  te r l e tak  dikawasan  

Tanah  Abang  Kelu rahan  kampung  Bal i ,  

Kotamadya  Jakar t a  Pusat  ;

2. Menyusun  petun juk  pelaksanaan  program 

ker ja  /  act i on  plan  yang  member ikan  

ke je l asan  arah  dan  tahapan  kegia tan  

se lu ruh  kegia tan  pelaksanaan  pembebasan  

tana h  dan  pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  untuk  kemudian  di te tapkan  

oleh  Gubernur  Propins i  DKI  Jakar ta  

sebagai  Pedoman Operas iona l  Pembangunan  

Fis i k  Sentra  Primer  Tanah Abang ;

3. Menyelesa i kan  penetapan  Pedoman 

Operas iona l  Pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang sebaga imana  dimaksud  dalam 

angka  3  dalam  jangka  waktu  se lambat-

lambatnya  6  bulan  sejak  tanggal  

dike luarkannya  ins t ruks i  in i  ;

4. Mengkoord inas i kan  para  pemegang  SP3L /  

SIPPT  dia rea l  tanah  sebaga imana  

te rsebu t  pada  angka  1 di  atas  yang  d i  

da lam  melaksanakan  pembangunan  dan 

pengembangan  dia rea l  tanah  dimaksud  

harus  mengacu  pada  Panduan  Rancang  

Kont ra  Sentra  Pr imer  Tanah  Abang (UDGL)  

yang ber laku  ;

5. Melaksa nakan  pembangunan  f i s i k  Sent ra  

Pr imer  Tanah  Abang,  yang  rea l i sas inya  

dapat  di laksanakan  sendi r i  atau  

beker jasama  dengan  pihak  la in  dengan  

mengacu  pada  keten tuan  dan  persyara tan  

per i j i nan  pembangunan f i s i k  ;

6. Menyampaikan  laporan  ter tu l i s  hasi l  
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pelaksanaan  kegia tan  tersebut  di  atas  

secara  berka la  set i ap  6  bu lan  seka l i  

kepada  Gubernur  Prop ins i  DKI  Jakar t a  

mela lu i  koord inas i  dengan Waki l  Gubernur  

Propins i  DKI Jakar ta  ;

- Adapun  ruang  l i ngkup  kegia tan  Pembangunan  SPTA 

sebagaimana  yang  dia tu r  dalam  Pasal  5  Peraturan  

Gubernur  Propinsi  DKI Jakarta  Nomor :  126 Tahun 2005  

tanggal  21  November  2005  tentang  Pedoman Pembangunan 

SPTA adalah  :

a. Pengadaan Tanah ;

b. Perencanaan dan Peri j i nan  ;

c. Investas i  dan Kerjasama ;

- Bahwa pembangunan  SPTA dengan  brand  name 

"GOLDEN CITY  Tanah  Abang"  di rencanakan  

merupakan  salah  satu  pusat  gros i r  terbesar  

di  Indones ia  dan  Asia  yang  diperk i rakan  

memerlukan  investas i  dengan  to ta l  seki ta r  

Rp.  7,5  -  Rp.  10 t r i l yun ,  karena  dana  yang  

dimi l i k i  o leh  PD.  PSJ  sangat  te rba tas ,  

seh ingga  pihak  PD.  PSJ akan  mencar i  mitra  

pengembang ( developer )  yang  dapat  membiayai  

Pembangunan SPTA ;

- Bahwa sebelum mengadakan  per jan j i an  dengan  

mit ra  pengembang  ( developer ) ,  BOY SYAMSIR 

HAKIM selaku  Diru t  PD.  PSJ pada  tanggal  2 

Agustus  2006  mengeluarkan  Surat  Keputusan 

Nomor  :  028/2006  ten tang  Penetapan 

Besaran  Kewaj iban  Mitra  Pengembangan 

(Developer)  datam  Rangka  Kerjasama 

Pembangunan  SPTA di  Jakarta  Pusat ,  yang  

menetapkan  besarnya  kewaj iban  mit ra  

pengembang (developer )  sebagai  ber ikut  :

1. Membayar  biaya  ent rance  fee  

sebesar  Rp.  10.000,00  per  meter  

perseg i  dar i  luas  area l  yang  

dike r j a samakan,  d ibayarkan  pada  

Hal .  5 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
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saat  penandatangan  MOU 

( Memorandum of  Unders tand ing )  dan 

merupakan  biaya  yang  t i dak  dapat  

di ta r i k  kembal i  apabi la  pihak  mit ra  

pengembang  (developer )  mengundurkan  

dir i  ;

2. Membayar  segala  biaya  yang  t imbul  

untuk  keper luan  pelaksanaan  

pengembangan kawasan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang dan d ibayarkan  sesua i  

dengan  tahapan  pelaksanaan  

ker jasama ;

3. Membayar  pembagian  hasi l  keuntungan  

penjua lan  proper t i  sebesar  10% 

(sepu luh  prosen)  ;

- Dalam  rangka  mempero leh  dana  

untuk  pembangunan  SPTA,  BOY 

SYAMSIR HAKIM se laku  Di ru t  PD.  

PSJ  tanggal  1  November  2006 

menandatangani  Per jan j i an  

Konsor sium dengan  SYAHRUL 

ARIFIN  selaku  Direk tu r  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  unt uk  

Pengembangan  SPTA  Tahap  I  

se luas  ±  2,10  Ha  di  Kawasan 

Tanah  Abang,  Kelurahan  Kampung 

Bal i ,  Kecamatan  Tanah  Abang,  

Kodya  Jakar ta  Pusat ,  yang  pada  

pokoknya  menyepakat i  bahwa 

kewaj iban  PT.  SESI  dalam 

pelaksanaan  Konsors ium  untuk  

Pengembangan  SPTA  Tahap- I  

adalah  :

1. Ber tanggung jawab  untuk  

menyediakan  semua biaya  

pembebasan  tanah  SPTA 

Tahap- I  dengan  jumlah  
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maksimum  sebesar  Rp.  

250.000.000.000,00  (dua  

ratus  l ima  puluh  mi lya r  

rup iah )  dan  menyerahkan  

biaya  i t u  kereken ing  

proyek  ( pro jec t  

account )  atas  nama 

konsors ium  pada  waktu  

yang  dinyatakan  dalam 

Lampiran  V ;

2. Membayar  ent rance  fee  

untuk  pengembangan  SPTA 

Tahap- I  sebesar  Rp.  

210.000 .000 ,00  (dua  

ra tus  sepu luh  ju ta  

rup iah )  kepada  

Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  

bersamaan  dengan  

penandatangan  Per jan j i an  

in i  ;

3. Membayar  kembal i  

( re imburse )  semua  biaya  

pra- operas iona l  

pengembangan  SPTA 

Tahap - I  yang  t e l a h  

d i b a y a r  dan 

d i k e l u a r k a n  o l e h  

Pe ru sahaan  Dae rah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  

berdasarkan  bukt i - bukt i  

yang  sah,  dimana  

pembayaran  i tu  dapat  

diperh i t ungkan  kemudian  

secara  pro- ra ta  te rhadap  

anggota  konsors ium  

la innya  ;
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- Pada  tangga l  9 

November  2006  BOY 

SYAMSIR HAKIM se laku  

Di ru t  PD.  PSJ 

menandatangani  

Kesepakatan  

Pengaturan  Fasi l i t a s  

Pembiayaan  dan 

Pembangunan  SPTA 

dengan  ISMAIL  BIN 

MUSTAFFA  se laku  

Chie f  Execut i ve  

Off i ce r  Al - Hidayah  

Investment  Bank 

(Labuan)  Ltd,   yang  

pada  pokoknya  

menyepakat i  bahwa :

1. Al  Hidayah  

menyediakan  

dan 

menyerahkan  

kepada  PD.  

PSJ  se laku  

Ketua  

Konsors ium  

( lead  

consor t i um)  

sebanyak  5 

( l ima)  

ser t i f i k a t  

bank  garans i  

(guarantee  

bank)  

bersyara t  

(cond i t i ona l  

guarantee  

bank)  masing-

8
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masing  dengan  

ni la i  nomina l  

sebesar  US$ 

5,000 ,000 .00  

( l ima  ju ta  

do l l a r  

Amer ika  

Ser i ka t )  atau  

se lu ruhnya  

ber jumlah  US$ 

25,000 ,000 .00  

(dua  puluh  

l ima  ju ta  

do l l a r  

Amer ika  

Ser i ka t  yang  

setara  dengan  

Rp.  

250.000.000.0

00,00  (dua  

ra tus  l ima  

puluh  milyar  

rup iah)  untuk  

mendukung  

k iner j a  PD.  

PSJ  se laku  

Ketua  

Konsors ium  

dalam 

pembebasan  

tanah  SPTA 

Tahap- I ,  yang  

di lakukan  

bersamaan 

dengan 

Kesepakatan  

in i  
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di tandatangan i  

;

2. Member i  

bantuan  ( non-

f i nanc ia l  

ass is t ance )  

kepada  PD.  

PSJ  untuk  

membuka 

reken ing  

penampungan 

(esc row  

account )  pada 

bank  ru jukan  

yang  

menerb i t kan  

bank  garans i  

yang  akan  

dibe r i kan  

kepada  

kont rak to r  

yang  

di rekomendas i  

Al - Hi dayah  

melakukan  

pembangunan 

konst ruks i  

bangunan  SPTA 

Tahap- I  ;

- Sela in  

menandatang

ani  

kesepakatan  

dengan  PT.  

SESI  dan 

Al- Hidayah  

Investment  

10
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Bank,  BOY 

SYAMSIR 

HAKIM 

se laku  

Di ru t  PD.  

PSJ  pada 

tanggal  28 

Maret  2007 

menandatan

gani  

Per jan j i an  

Konsors ium 

dengan 

TIKNO 

WIBOWO 

se laku  

Di rek t u r  

Utama  PT.  

Bin tang  

Leras  

Sentosa  

(PT.  BLS)  

untuk  

Pengembang

an  SPTA 

Tahap  I  

se luas  ± 

2,10  Ha di  

Kawasan 

Tanah 

Abang,  

Kelu rahan  

Kampung 

Bal i ,  

Kecamatan  

Tanah 

Abang,  
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Kodya 

Jakar ta  

Pusat ,  

yang  pada 

pokoknya  

menyepakat

i  bahwa 

kewaj i ban  

PT.  BLS 

dalam 

pelaksanaa

n 

Konsors ium  

untuk  

Pengembang

an  SPTA 

Tahap- I  

adalah  :

1. Ber tanggung jawab  untuk  menyediakan  semua  Biaya  

Pembebasan  Tanah  SPTA Tahap  I  (P e r t ama )  sampa i  

dengan  j um l a h  maks imum  sebes a r  Rp .  

250.000.000.000,00  (dua  ratus  l ima  puluh  milyar  

rup iah) ,  dan menyerahkan  biaya  i tu  kereken ing  proyek  

( pro jec t  account )  atas  nama  konsors ium  SPTA pada  

waktu  yang  dinya takan  dalam Lampi ran  V,  yang  dengan  

perse tu juan  SARANA JAYA  dapat  d isesua i kan  dengan  

proyeks i  ten tang  waktu  dan  te rsed ianya  dana  

Pembebasan Tanah SPTA Tahap I   (Pertama)  ;

2. PT.  BLS  menyediakan  dan  menyerahkan  kepada  

Konsors ium  SPTA  pemyataan  bank  (bank  sta tement )  

ten tang  kecukupan  dan  ketersed iaan  biaya  Pembebasan  

Tanah  SPTA Tahap  I  pal i ng  lambat  5  ( l ima)  har i  

sebelum har i  pembayaran  Pembebasan  Tanah SPTA Tahap I  

yang ditetapkan  Konsorsium SPTA ;

3. Membayar  ent rance  fee  untuk  pengembangan  SPTA 

Tahap- I  sebesar  Rp.  210 . 000.000 ,00  (dua  ra tus  

sepu luh  ju ta  rup iah )  kepada  Perusahaan  Daerah  

12
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Pembangunan Sarana  Jaya  bersamaan dengan penandatangan  

Perjan j i an  in i  ;

4. Membayar  kembal i  (re imburse)  semua  biaya  pra-

operas iona l  pengembangan  SPTA Tahap - I  yang  t e l a h  

d i ba ya r  dan  d i k e l u a r k a n  o l eh  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  

sah,  dimana  pembayaran  i tu  dapat  diperh i t ungkan  

kemudian  secara  pro- ra ta  terhadap  anggota  konsors ium  

la in nya ;

- Bahwa  dalam  kenyataannya  Konsorsium  dalam 

pelaksanaan  Pembangunan  Proyek  SPTA  t idak  

pernah  ada  dan  t idak  pernah  terbentuk  serta  

bata l  dengan sendir inya ,  karena  :

1. PT.  SESI  dan  PT.  BLS  t i dak  pernah  

mengi r imkan  waki lnya  dalam pembentukan  

Dewan  Di reks i  ( Board  of  Di rec to r )  

Konsors ium,  sebaga imana  yang  

di t en tukan  dalam  Pasal  7  Per jan j i an  

Konsorsium  tanggal  1  November  2006  

dan  Pasal  13  Perja njian  Konsorsium 

tanggal  28 Maret  2007  ;

2. PT.  SESI  dan  PT.  BLS  t idak  pernah  

menyetor  dana  untuk  biaya  pembebasan  

tanah  SPTA  Tahap- I  sebesar  Rp.  

250.000.000.000,00  (dua  ratus  l ima  

puluh  milyar  rup iah)  sebag aimana  yang  

di t en tukan  dalam  Pasal  9  Per jan j i an  

Konsorsium  tanggal  1  November  2006 

dan  Pasal  10  Perjanj ian  Konsorsium 

tanggal  28 Maret  2007  ;

- Bahwa  Perjanj ian  Konsorsium antara  BOY SYAMSIR HAKIM 

dengan  PT.  SESI  dan  PT.  BLS di lak ukan  tanpa  

sepengetahuan  dan  tanpa  melalu i  persetu juan  Badan  

Pengawas  sebagaimana  yang  dia tur  dalam  Pasal  26 

Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor :  88 Tahun 2003 

tanggal  22 Oktober  2003  ten tang  Kepengurusan  Badan 

Usaha  Mi l i k  Daerah  di  Lingkungan  Pemerin tah  Propins i  
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DKI Jakar ta  ;

- Bahwa setelah  dibuat  perjan j ian  konsors ium  antara  BOY 

SYAMSIR HAKIM dengan  PT.  SESI  la lu  untuk  pelaksanaan  

Proyek  SPTA,  PT.  SESI  te lah  menyetorkan  dana  sebesar  

Rp.  1.750.000.000.000,00  (sa tu  milyar  tu juh  ratus  

l ima  puluh  ju ta  rup iah)  ke  PD.  PSJ  dengan  r inc ian  

sebagai  ber iku t  :

a. Tangga l  16 November  2006,  membayar  ent rance  

fee  sebesar  Rp.  210.000 .000 , 00  ;

b. Tanggal  5 Desember  2006,  melakukan  penyetoran  

dana  pembebasan  tanah  untuk  tahapan  1 

sebesar  Rp.  1.000.000 .000 ,00  (sa tu  mi lya r  

rup iah)  ke  reken ing  (A/C)  Nomor  :  121-

0004488106  atas  nama  PD.  PSJ  pada  Bank  

Mandi r i  Kantor  Cabang KKCPI Jakar ta  ;

c . Pada  bu lan  Desember  2006,  melakukan  

penyeto ran  dana  pra  operas iona l  pembebasan  

tanah  sebesar  Rp.  500.000.000,00  ( l ima  ratus  

ju ta  rupiah)  ;

d. Pada  bulan  Desember  2006,  melakukan  setoran  

dana  pra  operas iona l  pembebasan  tanah  sebesar  

Rp.   40.000.000,00  (empat  puluh  ju ta  rupiah)  ;

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek t u r  Admin i s t r a s i  dan  Keuangan  PD.  PSJ  juga  

se laku  ketua  konsors ium  proyek  SPTA-1  atas  

perse tu j uan  BOY SAMSIR  HAKIM  te l ah  mengeluarkan  

uang  dar i  kas  PD.  PSJ sebesar  Rp.  16. 378.300.000,00  

(enam belas  milyar  t iga  ratus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  

t iga  ratus  r ibu  rupia h)  kepada  Konsors ium  untuk  

Proyek  SPTA-1,  yang  di lakukan  dalam 4 (empat )  tahap  

dengan r inc ian  :

1. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

12  Januar i  2007  sebesar  Rp.  

3. 678.300.000,00  ( t i ga  milyar  enam  ra tus  

tu juh  puluh  delapan  ju ta  t iga  ra tus  r ibu  

ru piah)   ;

2. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

14
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13  Februar i  2007  sebesar  Rp.  

4. 100.000.000,00  (empat  milyar  seratus  juta  

rupiah)  ;

3. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

7  Maret  2007  sebesar  Rp.  5. 300.000.000,00  

( l ima  milyar  t iga  ratus  juta  rupiah)  ;

4. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

23  Apr i l  2007  sebesar  Rp.  3. 300.000.000,00  

(t iga  milyar  t iga  ratus  juta  rupiah)  ;

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  mengeluarkan  uang  Rp.  

16.378 .300 .000,00  (enam belas  milyar  t iga  

ratus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  t iga  ratus  

r ibu  rupiah)  dar i  kas  PD.  PSJ  untuk  

Konsors i um  sebaga i  dana  ta l angan  

merupakan  perbuata n melawan hukum karena  :

1 . Ber t en t a ngan  dengan  Kepu tusan  

Gubernu r  Prop i n s i  DKI  Jaka r t a  

Nomor  :  2080/2006  tangga l  29 

Desember  2006  ten tang  Penetapan  

Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  Tahun  2007  Perusahaan  

Daerah  Pembangunan  Sarana  Jay a 

yang  dalam  lampi rannya  menetapkan  

inves tas i  untuk  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  bahwa  :  " untuk  

melaksanakan  Inst ruks i  Gubernur  

Nomor  161  Tahun  2004  tanggal  27 

Oktober  2004  direncanakan  akan 

di lakukan  investas i  untuk  biaya  

per siapan  proyek  sebesar  Rp.  

341.540.000,00 "  ;

2. Tanpa persetu juan  Badan Pengawas PD.  

PSJ serta  tanpa  melalu i  i j i n  Gubernur  

DKI  Jakar ta  sebaga imana  yang  

dia tu r  dalam  Pasa l  17  Pera tu ran  

Daerah  Nomor  2  Tahun  1982  jo  

Hal .  15 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010
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Perda  Nomor  :  6  Tahun  1990,  yang  

menetapkan  "D i reks i  harus  

mendapat  persetu juan  Gubernur  

Kepala  Daerah  dalam hal  :

a. mengadakan  per jan j i an  

utang- piu tang  dan 

per jan j i an  ker jasama  yang  

mengikat  SARANA JAYA ;

b. mempero leh ,  mengas ingkan  

dan  menghipo t i k an  benda  

t i dak  bergerak  mi l i k  

SARANA JAYA ;

c. melaksanakan  hal - hal  yang  

bers i f a t  pr ins ip  la innya  

yang  berhubungan  dengan  

penyelenggaraan  dan 

pengelo laan  SARANA JAYA ;

- Bahwa  dar i  dana  ta langan  

Rp.  16.378.300.000,00  (enam 

belas  milyar  t iga  ratus  

tu juh  puluh  delapan  ju ta  

t iga  ratus  r ibu  rup iah)  

yang  berasa l  dar i  kas  PD.  

PSJ,  selan ju tnya  oleh  

Konsors ium  PD.  PSJ- Sesi  

digunakan  untuk  :

1. Pembebasan  Tanah 

dalam  rangka  

Proyek  SPTA- I  d i  

Kampung  Bal i  

Kecamatan  Tanah 

Abang  Jakar ta  Pusat  

yang  terd i r i  dar i  4 

(empat)  tahap  

pembebasan,  yai tu  :
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No
No.

PETA
NAMA

RT/RW

LUAS

PERSIL

(M²)

NILAI

PEMBEBASAN

TOTAL

NILAI

PEMBEBASAN
WAKTU

I .    TAHAP  I   (  15 Januari  2007 )       

1 26 MURIAH
009/0

1
26 m2

Rp.  

7.000.000
Rp.  182.000.000

30/01/200

7

2 28
MARGONO  B.

ATMOSUNARTO

009/0

1
12 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  

84.000.000

30/01/200

7
3 30 SALEH HARYANTO 010/0

1

33 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  

231.000.000

30/01/200

7
4 32 ABU CHAIRI 009/0

1

29 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
203.000.000

30/01/200
7

5 41 WAWAN SUANTA 009/0

1

34 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
238.000.000

30/01/200
7

6 42
MARGONO  B.

ATMOSUNARTO

009/0

1
26 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  
182.000.000

30/01/200
7

7 52 M.  SYUKRIE 009/0

1

41 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
287.000.000

30/01/200
7

8 71
MUNDARMAN /

NURJONDI

008/0

1
81 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  
567.000.000

30/01/200
7

9 77 ROHANAH /  ONAH
008/0

1

8 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
56.000.000

30/01/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I

9 

persi

l

290  m2 Rp.  

2.030.000.000

II .    TAHAP  I  I   (  29 Januari  2007 )       
1 72 HUSRIJAH 008/0

1

23 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
161.000.000

13/02/200

7
2 66 JUMENAH 008/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

13/02/200
7

3 23 MUHAMMAD RUSDI 009/0

1

37 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
259.000.000

13/02/200
7

4 40 ATIKA 009/0

1

11 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
77.000.000

13/02/200
7

5 45 ATIKA 009/0

1

41 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
287.000.000

13/02/200
7

6 21 BADRIAH 010/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
203.000.000

13/02/200
7

7 29 MURIAH 010/0

1

26 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
182.000.000

13/02/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I I

7 

persi

l

184  m2 Rp.  

1.288.000.000

II I .    TAHAP  II I   (  14 Februari  2007 )       
1 73 NENENG 008/0

1

18 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
126.000.000

01/03/200

7
2 70 MUHAMMAD 008/0

1

50 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
350.000.000

01/03/200
7

3 54
SULIONO

ALIDJUMARNO

008/0

1
168 m2 Rp.  

7.000.000
Rp.1.176.000.000 01/03/200

7

4 66 MAIMUNAH 008/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

01/03/200
7

5 18 ATJANG SUWITO 010/0

1

86 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
602.000.000

01/03/200
7

6 19 JAENUDIN,  SH 010/0

1

57 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
399.000.000

01/03/200
7

7 38 TJONG MIAUW HIN 009/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

01/03/200
7

8 134 LIM IANAWATI 005/0

1

114 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
798.000.000

01/03/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I I I

8 

persi

l

527 m2 Rp.3.689.000.000

IV.    TAHAP  IV   (  08 Maret  2007 )       
1 25 SARTA 009/0 22 m2 Rp.  Rp .  22/03/200

Hal .  17 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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1 7.000.000 154.000.000 7
2 24 SYOPIAH 010/0

1

33 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
231.000.000

22/03/200
7

3 112 JUNIBAR JAMIL 006/0

1

27 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
189.000.000

22/03/200
7

4 181 AJA SANJAYA 004/0

1

44 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
308.000.000

22/03/200
7

5 198 ROCHIM SYAHID 003/0

1

88 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
616.000.000

22/03/200
7

6 88
SUJIAH /  DEREN H

TUMENGKOL

007/0

1
154 m2 Rp.  

7.000.000
Rp .
1.078.000.000

22/03/200
7

7 27 SURYA 010/0

1

18 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
126.000.000

22/03/200
7

8 127 SANUSI SETIAWAN 005/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
203.000.000

22/03/200
7

9 46 NURLAELA /  ROHAYA 009/0

1

34 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
238.000.000

22/03/200
7

10 78 PRAWOKO ASKA 008/0

1

60 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
420.000.000

22/03/200
7

11 51 SURYATI 008/0

1

28 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
196.000.000

22/03/200
7

12 67 WARMIN /  SUKAESIH 008/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
203.000.000

22/03/200
7

13 60 JOHARI 008/0

1

49 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
343.000.000

22/03/200
7

14 74 SARWO EDI 008/0

1

25 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
175.000.000

22/03/200
7

Total  Pembebasan Tahap  IV

14 

persi

l

640 m2 Rp.  

4.480.000.000

TOTAL PEMBEBASAN S/D TAHAP  IV

38 

persi

l

1,641  

m2

Rp.  

11.487.000.000

2. Pembayaran  Pajak  

(PPH  Final  dan 

BPHTB  Pembebasan  

Tahap  I  dan  Tahap 

I I )  sebesar

Rp.  

31.498.500,00  ;

3. Biaya  operas iona l  

proyek  sebesar

Rp.  

295.941.000,00  ;

4. Biaya  koord inas i  

proyek  sebesar

Rp.  

255.000.000,00  ;

5. Biaya  adminis t ras i  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bank sebesar

Rp.  

3.328.251,00  ;

6. Pembayaran  uang 

muka  pembebasan  

tanah Rp.  

4.330.000.000,00  ;  

7. Saldo  kas  

konsors ium  sebesar  

Rp.  

5.879.282,00  ;

- Bahwa  uang 

sebesar  Rp.  

4.330.000.000,00  

(empat  milyar  

t iga  ratus  t iga  

puluh  ju ta  

rupiah)  yang pada 

mulanya  

diperuntukkan  

sebagai  uang muka 

pembebasan  tanah  

tahap  V,  te lah  

diber i kan  kepada  

BUDIHARJO sebesar  

Rp.  

1.330.000.000,00  

(satu  milyar  t iga  

ratus  t iga  puluh  

ju ta  rup iah)  

untuk  uang  muka 

pembebasan  tanah  

seluas  1.738  

meter 2 dengan  

r inc ian  :

No
No.

Peta
Nama RT/RW

Luas

Persi l

Nilai

Pembebasan
Total  Nilai

Hal .  19 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010
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1 12 ROHANAH 009/01 59 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  

531.000.000
2 136 MUHAYANAH 005/01 77 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  
693.000.000

3 130
ASHAR

HALIM /  SAMSIDAR

005/01 135 m2 Rp.  

9.000.000     

Rp.  

1.215.000.000
4 141 H. YUSMAN 005/01 22 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  

198.000.000
5 31 AMINAH ISHAK YAKUB 009/01 50 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
350.000.000

6 53 OOM KOMARIAH 009/01 16 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
112.000.000

7 44 SULAEMAN 009/01 30 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
210.000.000

8 22 M. RUSDI 009/01 6 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
42.000.000

9 9 SARI  WULAN 009/01 39 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  
351.000.000

10 20 H. COKENG 010/01 30 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
210.000.000

11 33 H. YUDI /  ROHAYATI 009/01 42 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
294.000.000

12 56 M. YASIN 008/01 10 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
70.000.000

13 59 M. YASIN 008/01 47 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
329.000.000

14 156 YOUNG SHIUNG SEN 002/01 9 m² Rp.  

10.000.000     

Rp.  
90.000.000

15 157 TOUNG SHIUNG SEN 002/01 105 m² Rp.  

10.000.000     

Rp.  
1.050.000.000

16 86 BUDIHARDJO 137 m²

17 87 ELY YULIYA 136 m²

18 103 BUDIHARDJO 231 m²

19 199 TUTI   DJAENABUN 264 m²

20 179 BUDIHARDJO 93 m²

21 202 BUDIHARDJO 200 m²

Sedangkan  sisanya  sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  ( t iga  

milyar  rupiah) ,  atas  per in tah  BOY SYAMSIR HAKIM kepada  

Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  te lah  mencairkan  dalam 

bentuk  tunai  (cash)  ;

- Bahwa pada  tanggal  30 Apr i l  2007  Terdakwa  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  menyuruh  RUDY YUWONO,  SH untuk  membuka 

rekening  Tabungan  Bri tama  No.  0018- 01- 026359- 50- 1  di  

BRI  Cabang  Tanah  Abang  sebagai  rekening  penampungan  

dar i  rekening  giro  Konsors ium  dan pada saat  dana  akan 

dica i rkan  dalam  bentuk  tunai ,  BOY SYAMSIR  HAKIM 

menelpon  RUDY  YUWONO agar  uang  sebesar  Rp.  

3.000.000.000,00  ( t i ga  milyar  rupiah)  dibagi  masing-

masing  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  

rupiah)  dan  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  

untuk  selan ju tnya  dibawa oleh  RUDY YUWONO bersama- sama 
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dengan  SRI  LESTARI  dan  INDRA  dengan  menggunakan  

kendaraan  Honda Stream warna  merah  No.  Pol .  B-8331- QN 

menuju  gedung  Kantor  PD.  PSJ Jl .  Budi  Kemulyaan  I  No.  

1 Jakar ta  Pusat  ;

- Bahwa  sesampai  di  Basement  2  Gedung  PD.  PSJ,  

selan ju tnya  RUDY YUWONO dan  SRI  LESTARI  memindahkan  

uang sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  ( t i ga  milyar  rupiah)  

dar i  kendaraan  Honda  Stream warna  merah  No.  Pol .  B-

8331- QN ke mobi l  Toyota  Camry  Si lver  No.  Pol .  B-8184-

BS (mobi l  dinas  BOY SYAMSIR HAKIM)  yang  dikemudikan  

oleh  HERIANSYAH dan  atas  per in tah  BOY SYAMSIR HAKIM 

melalu i  te lepon  agar  dar i  uang  sebesar  Rp.  

3.000.000.000,00  ( t iga  milyar  rupiah)  tersebut  

diserahkan  kepada  RARAS AYU dan  AGUS SALIM (anak  dan  

menantu  BOY  SYAMSIR  HAKIM)  sebesar  Rp.  

2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  dan  sebesar  Rp.  

1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  untuk  diserahkan  

kepada FAJMA NURSIAH ;

- Bahwa perbuatan  melawan hukum yang  di lakukan  Terdakwa 

ENDANG SRI  WIDYASTUTI  te lah  menguntungkan  dir i  sendi r i  

atau  orang  la in ,  yai tu  BOY SYAMSIR HAKIM atau  LARAS 

AYU sebesar  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  

dan  FAJMA NURSIAH sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  

milyar  rup iah) ,  sehingga  mengakibatkan  kerugian  

keuangan  Negara  cq  Pemda  DKI  Jakar ta  cq  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  

( t iga  milyar  rupiah)  atau  set idak- t idaknya  seki ta r  

jumlah  tersebut  ;

Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam 

pidana  dalam Pasal  2 ayat  (1)  jo  Pasal  18 Undang- Undang No.  

31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  

Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  

ke- 1 jo  Pasal  64 ayat  (1)  KUHP ;

ATAU

KEDUA :   

Bahwa Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  selaku  Direktu r  
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Adminis t ras i  dan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  Pembangunan  

Sarana  Jaya  (PD.  PSJ)  juga  selaku  Ketua  Konsors ium  Proyek  

Sentra  Primer  Tanah  Abang  1  (SPTA- 1)  bersama- sama dengan  

BOY SYAMSIR HAKIM selaku  Direktur  Utama  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  dan  RUDY YUWONO, SH selaku  Staf  Ahl i  PD.  PSJ 

juga  Manager  Umum dan Hukum Konsors ium Proyek  Sentra  Primer  

Tanah  Abang  1 (SPTA- 1)  (masing- masing  di lakukan  penuntutan  

secara  terp isah)  pada tanggal  12 Januar i  2007 sampai  dengan  

23  Apri l  2007  atau  set idak- t idaknya  pada  waktu- waktu  

ter ten tu  dalam  tahun  2007,  ber tempat  di  Kantor  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Jl .  Budi  Kemul iaan  I  Nomor  1 

Jakar ta  Pusat  atau  set idak- t idaknya  pada  suatu  tempat  

ter ten tu  yang  masih  termasuk  dalam daerah  hukum Pengadi lan  

Neger i  Jakar ta  Pusat ,  melakukan atau  turut  serta  melakukan 

beberapa  perbuatan  yang  ada  hubungannya  sedemikian  rupa,  

sehingga  harus  dipandang sebagai  satu  perbuatan  berlanjut ,  

dengan  tujuan  menguntungkan  dir i  sendir i  atau  orang  lain  

atau  suatu  korporasi ,  menyalahgunakan  kewenangan,  

kesempatan atau  sarana  yang ada padanya karena  jabatan  atau  

kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  Negara  atau  

perekonomian  Negara ,  yang  di lakukan  Terdakwa  dengan  cara-

cara  sebagai  ber iku t  :

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  sebaga i  

Di rek t u r  Admin i s t r a s i  dan  Keuangan  Perusahaan  

Daerah  Pembangunan  Sarana  Jaya  (PD.  PSJ)  

d iangka t  berdas arkan  Surat  Keputusan  Gubernur  

Propins i  DKI  Jakar ta  Nomor :  47 Tahun 2003 tang gal  19 

Juni  2003 dengan tugas  dan tanggungjawab adalah  :

 Menetapkan  keb i j akan  operas iona l  dan 

st ra teg i  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya,  yang  

berka i t an  dengan  kegia tan  bidang  Keuangan  

Akuntans i ,  Perpa jakan ,  Umum, Hukum dan Sistem 

Management  In formasi  ;

 Menyiapkan  in fo rmasi  keuangan  dan  in fo rmas i  

Managemen ;

 Memel iha ra  dokumen kepemi l i kan  akt i va  te tap  
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dan akt i va  rea l  esta te  ser ta  akt i va  lainnya  ;

 Menyusun  dan  merencanakan  Rencana  Jangka  

Pendek,  dan  Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  (RKAP)  dan  berkoord inas i  dengan  

Direk tu r  Pengembangan ;  

 Memimpin  ta ta  laksana  operas iona l  Div i s i  

Keuangan dan Akuntans i  ser ta  Div i s i  Umum dan 

Hukum ;

- Bahwa ke t i k a  BOY SYAMSIR HAKIM menjaba t  sebaga i  

Di rek t u r  Utama  PD.  PSJ,  Gubernur  DKI  Jakar ta  

SUTIYOSO mengeluarkan  Ins t r uks i  Nomor :  161  Tahun 

2004  tanggal  27  Oktober  2004  tentang  Pembangunan 

Sentra  Primer  Tanah Abang (SPTA)  atas  bidang  tanah  

seluas  ± 27,26  Ha di  Kawasan Tanah Abang,  Kelurahan  

Kampung  Bal i ,  Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya 

Jakar ta  Pusat  yang  menugaskan  BOY SYAMSIR  HAKIM 

selaku  Direk tu r  Utama PD.  PSJ untuk  :

1. Melaksanakan  pengembangan  Sent ra  

Pr imer  Tanah  Abang  di  atas  tanah  

bidang  tan ah  se luas  ± 27,26  Ha sesua i  

peta  s i tuas i  Nomor :  10 /  PrPRK /  DTK /  

JP  /  VI  /  04  yang  te r l e tak  dikawasan  

Tanah  Abang  Kelu rahan  kampung  Bal i ,  

Kotamadya  Jakar t a  Pusat  ;

2. Menyusun  petun juk  pelaksanaan  program 

ker ja  /  act i on  plan  yang  member ikan  

ke je l asan  arah  dan  tahapan  kegia tan  

se lu ruh  kegia tan  pelaksanaan  pembebasan  

tana h  dan  pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  untuk  kemudian  di te tapkan  

oleh  Gubernur  Propins i  DKI  Jakar ta  

sebagai  Pedoman Operas iona l  Pembangunan  

Fis i k  Sentra  Primer  Tanah Abang ;

3. Menyelesa i kan  penetapan  Pedoman 

Operas iona l  Pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang sebaga imana  dimaksud  dalam 

Hal .  23 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka  3  dalam  jangka  waktu  se lambat-

lambatnya  6  bulan  sejak  tanggal  

dike luarkannya  ins t ruks i  in i  ;

4. Mengkoord inas i kan  para  pemegang  SP3L /  

SIPPT  dia rea l  tanah  sebaga imana  

te rsebu t  pada  angka  1 di  atas  yang  d i  

da lam  melaksanakan  pembangunan  dan 

pengembangan  dia rea l  tanah  dimaksud  

harus  mengacu  pada  Panduan  Rancang  

Kont ra  Sentra  Pr imer  Tanah  Abang (UDGL)  

yang ber laku  ;

5. Melaksa nakan  pembangunan  f i s i k  Sent ra  

Pr imer  Tanah  Abang,  yang  rea l i sas inya  

dapat  di laksanakan  sendi r i  atau  

beker jasama  dengan  pihak  la in  dengan  

mengacu  pada  keten tuan  dan  persyara tan  

per i j i nan  pembangunan f i s i k  ;

6. Menyampaikan  laporan  ter tu l i s  hasi l  

pelaksanaan  kegia tan  tersebut  di  atas  

secara  berka la  set i ap  6  bu lan  seka l i  

kepada  Gubernur  Prop ins i  DKI  Jakar t a  

mela lu i  koord inas i  dengan Waki l  Gubernur  

Propins i  DKI Jakar ta  ;

- Adapun  ruang  l i ngkup  kegia tan  Pembangunan  SPTA 

sebagaimana  yang  dia tu r  dalam  Pasal  5  Peraturan  

Gubernur  Propinsi  DKI Jakarta  Nomor :  126 Tahun 2005  

tanggal  21  November  2005  tentang  Pedoman Pembangunan 

SPTA adalah  :

a. Pengadaan Tanah ;

b. Perencanaan dan Peri j i nan  ;

c. Investas i  dan Kerjasama ;

- Bahwa pembangunan  SPTA dengan  brand  name 

"GOLDEN CITY  Tanah  Abang"  di rencanakan  

merupakan  salah  satu  pusat  gros i r  terbesar  

di  Indones ia  dan  Asia  yang  diperk i rakan  

memerlukan  investas i  dengan  to ta l  seki ta r  

Rp.  7,5  -  Rp.  10 t r i l yun ,  karena  dana  yang  
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dimi l i k i  o leh  PD.  PSJ  sangat  te rba tas ,  

seh ingga  pihak  PD.  PSJ akan  mencar i  mitra  

pengembang ( developer )  yang  dapat  membiayai  

Pembangunan SPTA ;

- Bahwa sebelum mengadakan  per jan j i an  dengan  

mit ra  pengembang  ( developer ) ,  BOY SYAMSIR 

HAKIM selaku  Diru t  PD.  PSJ pada  tanggal  2 

Agustus  2006  mengeluarkan  Surat  Keputusan 

Nomor  :  028/2006  ten tang  Penetapan 

Besaran  Kewaj iban  Mitra  Pengembangan 

(Developer)  datam  Rangka  Kerjasama 

Pembangunan  SPTA di  Jakarta  Pusat ,  yang  

menetapkan  besarnya  kewaj iban  mit ra  

pengembang (developer )  sebagai  ber ikut  :

1. Membayar  biaya  ent rance  fee  

sebesar  Rp.  10.000,00  per  meter  

perseg i  dar i  luas  area l  yang  

dike r j a samakan,  d ibayarkan  pada  

saat  penandatangan  MOU 

( Memorandum of  Unders tand ing )  dan 

merupakan  biaya  yang  t i dak  dapat  

di ta r i k  kembal i  apabi la  pihak  mit ra  

pengembang  (developer )  mengundurkan  

dir i  ;

2. Membayar  segala  biaya  yang  t imbul  

untuk  keper luan  pelaksanaan  

pengembangan kawasan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang dan d ibayarkan  sesua i  

dengan  tahapan  pelaksanaan  

ker jasama ;

3. Membayar  pembagian  hasi l  keuntungan  

penjua lan  proper t i  sebesar  10% 

(sepu luh  prosen)  ;

- Dalam  rangka  mempero leh  dana  

untuk  pembangunan  SPTA,  BOY 

SYAMSIR HAKIM se laku  Di ru t  PD.  

PSJ  tanggal  1  November  2006 
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menandatangani  Per jan j i an  

Konsor sium dengan  SYAHRUL 

ARIFIN  selaku  Direk tu r  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  unt uk  

Pengembangan  SPTA  Tahap  I  

se luas  ±  2,10  Ha  di  Kawasan 

Tanah  Abang,  Kelurahan  Kampung 

Bal i ,  Kecamatan  Tanah  Abang,  

Kodya  Jakar ta  Pusat ,  yang  pada  

pokoknya  menyepakat i  bahwa 

kewaj iban  PT.  SESI  dalam 

pelaksanaan  Konsors ium  untuk  

Pengembangan  SPTA  Tahap- I  

adalah  :

1. Ber tanggung jawab  untuk  

menyediakan  semua biaya  

pembebasan  tanah  SPTA 

Tahap- I  dengan  jumlah  

maksimum  sebesar  Rp.  

250.000.000.000,00  (dua  

ratus  l ima  puluh  mi lya r  

rup iah )  dan  menyerahkan  

biaya  i t u  kereken ing  

proyek  ( pro jec t  

account )  atas  nama 

konsors ium  pada  waktu  

yang  dinyatakan  dalam 

Lampiran  V ;

2. Membayar  ent rance  fee  

untuk  pengembangan  SPTA 

Tahap- I  sebesar  Rp.  

210.000 .000 ,00  (dua  

ra tus  sepu luh  ju ta  

rup iah )  kepada  

Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  

bersamaan  dengan  
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penandatangan  Per jan j i an  

in i  ;

3. Membayar  kembal i  

( re imburse )  semua  biaya  

pra- operas iona l  

pengembangan  SPTA 

Tahap - I  yang  t e l a h  

d i b a y a r  dan 

d i k e l u a r k a n  o l e h  

Pe ru sahaan  Dae rah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  

berdasarkan  bukt i - bukt i  

yang  sah,  dimana  

pembayaran  i tu  dapat  

diperh i t ungkan  kemudian  

secara  pro- ra ta  te rhadap  

anggota  konsors ium  

la innya  ;

- Pada  tangga l  9 

November  2006  BOY 

SYAMSIR HAKIM se laku  

Di ru t  PD.  PSJ 

menandatangani  

Kesepakatan  

Pengaturan  Fasi l i t a s  

Pembiayaan  dan 

Pembangunan  SPTA 

dengan  ISMAIL  BIN 

MUSTAFFA  se laku  

Chie f  Execut i ve  

Off i ce r  Al - Hidayah  

Investment  Bank 

(Labuan)  Ltd,   yang  

pada  pokoknya  

menyepakat i  bahwa :

1. Al  Hidayah  

menyediakan  
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dan 

menyerahkan  

kepada  PD.  

PSJ  se laku  

Ketua  

Konsors ium  

( lead  

consor t i um)  

sebanyak  5 

( l ima)  

ser t i f i k a t  

bank  garans i  

(guarantee  

bank)  

bersyara t  

(cond i t i ona l  

guarantee  

bank)  masing-

masing  dengan  

ni la i  nomina l  

sebesar  US$ 

5,000 ,000 .00  

( l ima  ju ta  

do l l a r  

Amer ika  

Ser i ka t )  atau  

se lu ruhnya  

ber jumlah  US$ 

25,000 ,000 .00  

(dua  puluh  

l ima  ju ta  

do l l a r  

Amer ika  

Ser i ka t  yang  

setara  dengan  

Rp.  

250.000.000.0

28

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00,00  (dua  

ra tus  l ima  

puluh  milyar  

rup iah)  untuk  

mendukung  

k iner j a  PD.  

PSJ  se laku  

Ketua  

Konsors ium  

dalam 

pembebasan  

tanah  SPTA 

Tahap- I ,  yang  

di lakukan  

bersamaan 

dengan 

Kesepakatan  

in i  

di tandatangan i  

;

2. Member i  

bantuan  ( non-

f i nanc ia l  

ass is t ance )  

kepada  PD.  

PSJ  untuk  

membuka 

reken ing  

penampungan 

(esc row  

account )  pada 

bank  ru jukan  

yang  

menerb i t kan  

bank  garans i  

yang  akan  

dibe r i kan  
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kepada  

kont rak to r  

yang  

di rekomendas i  

Al - Hi dayah  

melakukan  

pembangunan 

konst ruks i  

bangunan  SPTA 

Tahap- I  ;

- Sela in  

menandatang

ani  

kesepakatan  

dengan  PT.  

SESI  dan 

Al- Hidayah  

Investment  

Bank,  BOY 

SYAMSIR 

HAKIM 

se laku  

Di ru t  PD.  

PSJ  pada 

tanggal  28 

Maret  2007 

menandatan

gani  

Per jan j i an  

Konsors ium 

dengan 

TIKNO 

WIBOWO 

se laku  

Di rek t u r  

Utama  PT.  

Bin tang  

30
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Leras  

Sentosa  

(PT.  BLS)  

untuk  

Pengembang

an  SPTA 

Tahap  I  

se luas  ± 

2,10  Ha di  

Kawasan 

Tanah 

Abang,  

Kelu rahan  

Kampung 

Bal i ,  

Kecamatan  

Tanah 

Abang,  

Kodya  

Jakar ta  

Pusat ,  

yang  pada 

pokoknya  

menyepakat

i  bahwa 

kewaj i ban  

PT.  BLS 

dalam 

pelaksanaa

n 

Konsors ium  

untuk  

Pengembang

an  SPTA 

Tahap- I  

adalah  :

1. Ber tanggung jawab  untuk  menyediakan  semua Biaya  

Hal .  31 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
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Pembebasan  Tanah  SPTA  Tahap  I  ( Pe r t ama )  

sampa i  dengan  j um l a h  maks imum  sebe s a r  

Rp .  250.000.000.000,00  (dua  ra tus  l ima  puluh  

milyar  rup iah) ,  dan  menyerahkan  biaya  i tu  

kereken ing  proyek  ( pro jec t  account )  atas  nama 

konsors ium  SPTA  pada  waktu  yang  dinya takan  

dalam  Lampi ran  V,  yang  dengan  perse tu juan  

SARANA JAYA dapat  d isesua i kan  dengan  proyeks i  

ten tang  waktu  dan  te rsed ianya  dana  Pembebasan  

Tanah SPTA Tahap I   (Pertama)  ;

2. PT.  BLS  menyediakan  dan  menyerahkan  kepada  

Konsors ium  SPTA pemyataan  bank  (bank  sta tement )  

ten tang  kecukupan  dan  ketersed iaan  biaya  

Pembebasan  Tanah  SPTA Tahap  I  pal i ng  lambat  5 

( l ima)  har i  sebelum  har i  pembayaran  Pembebasan  

Tanah SPTA Tahap I  yang dite tapkan  Konsorsium SPTA ;

3. Membayar  ent rance  fee  untuk  pengembangan  SPTA 

Tahap- I  sebesar  Rp.  210 . 000.000 ,00  (dua  ra tus  

sepu luh  ju ta  rup iah )  kepada  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  bersamaan  dengan  

penandatangan  Perjan j ian  in i  ;

4. Membayar  kembal i  (re imburse)  semua  biaya  pra-

operas iona l  pengembangan  SPTA  Tahap - I  yang  

t e l a h  d i b a ya r  dan  d i k e l u a r k a n  o l eh  

Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Sarana  Jaya  

berdasarkan  bukt i - bukt i  yang  sah,  dimana  

pembayaran  i tu  dapat  diperh i t ungkan  kemudian  

secara  pro- rata  terhadap  anggota  konsors ium  

la in nya ;

- Bahwa  dalam  kenyataannya  Konsorsium  dalam 

pelaksanaan  Pembangunan  Proyek  SPTA  t idak  

pernah  ada  dan  t idak  pernah  terbentuk  serta  

bata l  dengan sendir inya ,  karena  :

1. PT.  SESI  dan  PT.  BLS  t i dak  pernah  

mengi r imkan  waki lnya  dalam pembentukan  

Dewan  Di reks i  ( Board  of  Di rec to r )  

Konsors ium,  sebaga imana  yang  

32
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di t en tukan  dalam  Pasal  7  Per jan j i an  

Konsorsium  tanggal  1  November  2006  

dan  Pasal  13  Perja njian  Konsorsium 

tanggal  28 Maret  2007  ;

2. PT.  SESI  dan  PT.  BLS  t idak  pernah  

menyetor  dana  untuk  biaya  pembebasan  

tanah  SPTA  Tahap- I  sebesar  Rp.  

250.000.000.000,00  (dua  ratus  l ima  

puluh  milyar  rup iah)  sebag aimana  yang  

di t en tukan  dalam  Pasal  9  Per jan j i an  

Konsorsium  tanggal  1  November  2006 

dan  Pasal  10  Perjanj ian  Konsorsium 

tanggal  28 Maret  2007  ;

- Bahwa  Perjanj ian  Konsorsium antara  BOY SYAMSIR HAKIM 

dengan  PT.  SESI  dan  PT.  BLS di lak ukan  tanpa  

sepengetahuan  dan  tanpa  melalu i  persetu juan  Badan  

Pengawas  sebagaimana  yang  dia tur  dalam  Pasal  26 

Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor :  88 Tahun 2003 

tanggal  22 Oktober  2003  ten tang  Kepengurusan  Badan 

Usaha  Mi l i k  Daerah  di  Lingkungan  Pemerin tah  Propins i  

DKI Jakar ta  ;

- Bahwa setelah  dibuat  perjan j ian  konsors ium  antara  BOY 

SYAMSIR HAKIM dengan  PT.  SESI  la lu  untuk  pelaksanaan  

Proyek  SPTA,  PT.  SESI  te lah  menyetorkan  dana  sebesar  

Rp.  1.750.000.000.000,00  (sa tu  milyar  tu juh  ratus  

l ima  puluh  ju ta  rup iah)  ke  PD.  PSJ  dengan  r inc ian  

sebagai  ber iku t  :

a. Tangga l  16 November  2006,  membayar  ent rance  

fee  sebesar  Rp.  210.000 .000 , 00  ;

b. Tanggal  5 Desember  2006,  melakukan  penyetoran  

dana  pembebasan  tanah  untuk  tahapan  1 

sebesar  Rp.  1.000.000 .000 ,00  (sa tu  mi lya r  

rup iah)  ke  reken ing  (A/C)  Nomor  :  121-

0004488106  atas  nama  PD.  PSJ  pada  Bank  

Mandi r i  Kantor  Cabang KKCPI Jakar ta  ;

c . Pada  bu lan  Desember  2006,  melakukan  

penyeto ran  dana  pra  operas iona l  pembebasan  

Hal .  33 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
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tanah  sebesar  Rp.  500.000.000,00  ( l ima  ratus  

ju ta  rupiah)  ;

d. Pada  bulan  Desember  2006,  melakukan  setoran  

dana  pra  operas iona l  pembebasan  tanah  sebesar  

Rp.   40.000.000,00  (empat  puluh  ju ta  rupiah)  ;

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek t u r  Admin i s t r a s i  dan  Keuangan  PD.  PSJ  juga  

se laku  ketua  konsors ium  proyek  SPTA-1  atas  

perse tu j uan  BOY SAMSIR  HAKIM  te l ah  mengeluarkan  

uang  dar i  kas  PD.  PSJ sebesar  Rp.  16. 378.300.000,00  

(enam belas  milyar  t iga  ratus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  

t iga  ratus  r ibu  rupia h)  kepada  Konsors ium  untuk  

Proyek  SPTA-1,  yang  di lakukan  dalam 4 (empat )  tahap  

dengan r inc ian  :

1. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

12  Januar i  2007  sebesar  Rp.  

3. 678.300.000,00  ( t i ga  milyar  enam  ra tus  

tu juh  puluh  delapan  ju ta  t iga  ra tus  r ibu  

ru piah)   ;

2. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

13  Februar i  2007  sebesar  Rp.  

4. 100.000.000,00  (empat  milyar  seratus  juta  

rupiah)  ;

3. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

7  Maret  2007  sebesar  Rp.  5. 300.000.000,00  

( l ima  milyar  t iga  ratus  juta  rupiah)  ;

4. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang (SPMU) tangga l  

23  Apr i l  2007  sebesar  Rp.  3. 300.000.000,00  

(t iga  milyar  t iga  ratus  juta  rupiah)  ;

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  mengeluarkan  uang  Rp.  

16.378 .300 .000,00  (enam belas  milyar  t iga  

ratus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  t iga  ratus  

r ibu  rupiah)  dar i  kas  PD.  PSJ  untuk  

Konsors i um  sebaga i  dana  ta l angan  

merupakan  perbuata n melawan hukum karena  :

1 . Ber t en t a ngan  dengan  Kepu tusan  
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Gubernu r  Prop i n s i  DKI  Jaka r t a  

Nomor  :  2080/2006  tangga l  29 

Desember  2006  ten tang  Penetapan  

Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  Tahun  2007  Perusahaan  

Daerah  Pembangunan  Sarana  Jay a 

yang  dalam  lampi rannya  menetapkan  

inves tas i  untuk  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  bahwa  :  " untuk  

melaksanakan  Inst ruks i  Gubernur  

Nomor  161  Tahun  2004  tanggal  27 

Oktober  2004  direncanakan  akan 

di lakukan  investas i  untuk  biaya  

per siapan  proyek  sebesar  Rp.  

341.540.000,00 "  ;

2. Tanpa persetu juan  Badan Pengawas PD.  

PSJ serta  tanpa  melalu i  i j i n  Gubernur  

DKI  Jakar ta  sebaga imana  yang  

dia tu r  dalam  Pasa l  17  Pera tu ran  

Daerah  Nomor  2  Tahun  1982  jo  

Perda  Nomor  :  6  Tahun  1990,  yang  

menetapkan  "D i reks i  harus  

mendapat  persetu juan  Gubernur  

Kepala  Daerah  dalam hal  :

a. mengadakan  per jan j i an  

utang- piu tang  dan 

per jan j i an  ker jasama  yang  

mengikat  SARANA JAYA ;

b. mempero leh ,  mengas ingkan  

dan  menghipo t i k an  benda  

t i dak  bergerak  mi l i k  

SARANA JAYA ;

c. melaksanakan  hal - hal  yang  

bers i f a t  pr ins ip  la innya  

yang  berhubungan  dengan  

penyelenggaraan  dan 

pengelo laan  SARANA JAYA ;
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- Bahwa  dar i  dana  ta langan  

Rp.  16.378.300.000,00  (enam 

belas  milyar  t iga  ratus  

tu juh  puluh  delapan  ju ta  

t iga  ratus  r ibu  rup iah)  

yang  berasa l  dar i  kas  PD.  

PSJ,  selan ju tnya  oleh  

Konsors ium  PD.  PSJ- Sesi  

digunakan  untuk  :

1. Pembebasan  Tanah 

dalam  rangka  

Proyek  SPTA- I  d i  

Kampung  Bal i  

Kecamatan  Tanah 

Abang  Jakar ta  Pusat  

yang  terd i r i  dar i  4 

(empat)  tahap  

pembebasan,  yai tu  :

No
No.

PETA
NAMA

RT/RW

LUAS

PERSIL

(M²)

NILAI

PEMBEBASAN

TOTAL

NILAI

PEMBEBASAN
WAKTU

I .    TAHAP  I   (  15 Januari  2007 )       

1 26 MURIAH
009/0

1
26 m2

Rp.  

7.000.000
Rp.  182.000.000

30/01/200

7

2 28
MARGONO  B.

ATMOSUNARTO

009/0

1
12 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  

84.000.000

30/01/200

7
3 30 SALEH HARYANTO 010/0

1

33 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  

231.000.000

30/01/200

7
4 32 ABU CHAIRI 009/0

1

29 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
203.000.000

30/01/200
7

5 41 WAWAN SUANTA 009/0

1

34 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
238.000.000

30/01/200
7

6 42
MARGONO  B.

ATMOSUNARTO

009/0

1
26 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  
182.000.000

30/01/200
7

7 52 M.  SYUKRIE 009/0

1

41 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
287.000.000

30/01/200
7

8 71
MUNDARMAN /

NURJONDI

008/0

1
81 m2

Rp.  

7.000.000

Rp.  
567.000.000

30/01/200
7

9 77 ROHANAH /  ONAH
008/0

1

8 m2 Rp.  

7.000.000

Rp.  
56.000.000

30/01/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I

9 

persi

l

290  m2 Rp.  

2.030.000.000

II .    TAHAP  I  I   (  29 Januari  2007 )       
1 72 HUSRIJAH 008/0

1

23 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
161.000.000

13/02/200

7
2 66 JUMENAH 008/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

13/02/200
7

3 23 MUHAMMAD RUSDI 009/0

1

37 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
259.000.000

13/02/200
7
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4 40 ATIKA 009/0

1

11 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
77.000.000

13/02/200
7

5 45 ATIKA 009/0

1

41 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
287.000.000

13/02/200
7

6 21 BADRIAH 010/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
203.000.000

13/02/200
7

7 29 MURIAH 010/0

1

26 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
182.000.000

13/02/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I I

7 

persi

l

184  m2 Rp.  

1.288.000.000

II I .    TAHAP  II I   (  14 Februari  2007 )       
1 73 NENENG 008/0

1

18 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
126.000.000

01/03/200

7
2 70 MUHAMMAD 008/0

1

50 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
350.000.000

01/03/200
7

3 54
SULIONO

ALIDJUMARNO

008/0

1
168 m2

Rp.  
7.000.000 Rp.1.176.000.000

01/03/200
7

4 66 MAIMUNAH 008/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

01/03/200
7

5 18 ATJANG SUWITO 010/0

1

86 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
602.000.000

01/03/200
7

6 19 JAENUDIN,  SH 010/0

1

57 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
399.000.000

01/03/200
7

7 38 TJONG MIAUW HIN 009/0

1

17 m2 Rp.  
7.000.000

Rp.  
119.000.000

01/03/200
7

8 134 LIM IANAWATI 005/0

1

114 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
798.000.000

01/03/200
7

Total  Pembebasan Tahap  I I I

8 

persi

l

527 m2 Rp.3.689.000.000

IV.    TAHAP  IV   (  08 Maret  2007 )       
1 25 SARTA 009/0

1

22 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
154.000.000

22/03/200

7
2 24 SYOPIAH 010/0

1

33 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
231.000.000

22/03/200
7

3 112 JUNIBAR JAMIL 006/0

1

27 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
189.000.000

22/03/200
7

4 181 AJA SANJAYA 004/0

1

44 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
308.000.000

22/03/200
7

5 198 ROCHIM SYAHID 003/0

1

88 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
616.000.000

22/03/200
7

6 88
SUJIAH /  DEREN H

TUMENGKOL

007/0

1
154 m2

Rp.  
7.000.000

Rp .
1.078.000.000

22/03/200
7

7 27 SURYA 010/0

1

18 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
126.000.000

22/03/200
7

8 127 SANUSI SETIAWAN 005/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
203.000.000

22/03/200
7

9 46 NURLAELA /  ROHAYA 009/0

1

34 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
238.000.000

22/03/200
7

10 78 PRAWOKO ASKA 008/0

1

60 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
420.000.000

22/03/200
7

11 51 SURYATI 008/0

1

28 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
196.000.000

22/03/200
7

12 67 WARMIN /  SUKAESIH 008/0

1

29 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
203.000.000

22/03/200
7

13 60 JOHARI 008/0

1

49 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
343.000.000

22/03/200
7

14 74 SARWO EDI 008/0

1

25 m2 Rp.  
7.000.000

Rp .  
175.000.000

22/03/200
7

Total  Pembebasan Tahap  IV

14 

persi

l

640 m2 Rp.  

4.480.000.000

TOTAL PEMBEBASAN S/D TAHAP  IV 38 

persi

1,641  

m2

Rp.  

11.487.000.000
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l

2. Pembayaran  Pajak  

(PPH  Final  dan 

BPHTB  Pembebasan  

Tahap  I  dan  Tahap 

I I )  sebesar

Rp.  

31.498.500,00  ;

3. Biaya  operas iona l  

proyek  sebesar

Rp.  

295.941.000,00  ;

4. Biaya  koord inas i  

proyek  sebesar

Rp.  

255.000.000,00  ;

5. Biaya  adminis t ras i  

bank sebesar

Rp.  

3.328.251,00  ;

6. Pembayaran  uang 

muka  pembebasan  

tanah Rp.  

4.330.000.000,00  ;  

7. Saldo  kas  

konsors ium  sebesar  

Rp.  

5.879.282,00  ;

- Bahwa  uang 

sebesar  Rp.  

4.330.000.000,00  

(empat  milyar  

t iga  ratus  t iga  

puluh  ju ta  

rupiah)  yang pada 
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mulanya  

diperuntukkan  

sebagai  uang muka 

pembebasan  tanah  

tahap  V,  te lah  

diber i kan  kepada  

BUDIHARJO sebesar  

Rp.  

1.330.000.000,00  

(satu  milyar  t iga  

ratus  t iga  puluh  

ju ta  rup iah)  

untuk  uang  muka 

pembebasan  tanah  

seluas  1.738  

meter 2 dengan  

r inc ian  :

No
No.

Peta
Nama RT/RW

Luas

Persi l

Nilai

Pembebasan
Total  Nilai

1 12 ROHANAH 009/01 59 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  

531.000.000
2 136 MUHAYANAH 005/01 77 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  
693.000.000

3 130
ASHAR

HALIM /  SAMSIDAR

005/01 135 m2 Rp.  

9.000.000     

Rp.  

1.215.000.000
4 141 H. YUSMAN 005/01 22 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  

198.000.000
5 31 AMINAH ISHAK YAKUB 009/01 50 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
350.000.000

6 53 OOM KOMARIAH 009/01 16 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
112.000.000

7 44 SULAEMAN 009/01 30 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
210.000.000

8 22 M. RUSDI 009/01 6 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
42.000.000

9 9 SARI  WULAN 009/01 39 m² Rp.  

9.000.000     

Rp.  
351.000.000

10 20 H. COKENG 010/01 30 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
210.000.000

11 33 H. YUDI /  ROHAYATI 009/01 42 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
294.000.000

12 56 M. YASIN 008/01 10 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
70.000.000

13 59 M. YASIN 008/01 47 m² Rp.  

7.000.000     

Rp.  
329.000.000

14 156 YOUNG SHIUNG SEN 002/01 9 m² Rp.  

10.000.000     

Rp.  
90.000.000

15 157 TOUNG SHIUNG SEN 002/01 105 m² Rp.  

10.000.000     

Rp.  
1.050.000.000

16 86 BUDIHARDJO 137 m²

17 87 ELY YULIYA 136 m²
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18 103 BUDIHARDJO 231 m²

19 199 TUTI   DJAENABUN 264 m²

20 179 BUDIHARDJO 93 m²

21 202 BUDIHARDJO 200 m²

Sedangkan  sisanya  sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  ( t iga  

milyar  rupiah) ,  atas  per in tah  BOY SYAMSIR HAKIM kepada  

Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  te lah  mencairkan  dalam 

bentuk  tunai  (cash)  ;

- Bahwa pada  tanggal  30 Apr i l  2007  Terdakwa  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  menyuruh  RUDY YUWONO,  SH untuk  membuka 

rekening  Tabungan  Bri tama  No.  0018- 01- 026359- 50- 1  di  

BRI  Cabang  Tanah  Abang  sebagai  rekening  penampungan  

dar i  rekening  giro  Konsors ium  dan pada saat  dana  akan 

dica i rkan  dalam  bentuk  tunai ,  BOY SYAMSIR  HAKIM 

menelpon  RUDY  YUWONO agar  uang  sebesar  Rp.  

3.000.000.000,00  ( t i ga  milyar  rupiah)  dibagi  masing-

masing  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar  

rupiah)  dan  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  

untuk  selan ju tnya  dibawa oleh  RUDY YUWONO bersama- sama 

dengan  SRI  LESTARI  dan  INDRA  dengan  menggunakan  

kendaraan  Honda Stream warna  merah  No.  Pol .  B-8331- QN 

menuju  gedung  Kantor  PD.  PSJ Jl .  Budi  Kemulyaan  I  No.  

1 Jakar ta  Pusat  ;

- Bahwa  sesampai  di  Basement  2  Gedung  PD.  PSJ,  

selan ju tnya  RUDY YUWONO dan  SRI  LESTARI  memindahkan  

uang sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  ( t i ga  milyar  rupiah)  

dar i  kendaraan  Honda  Stream warna  merah  No.  Pol .  B-

8331- QN ke mobi l  Toyota  Camry  Si lver  No.  Pol .  B-8184-

BS (mobi l  dinas  BOY SYAMSIR HAKIM)  yang  dikemudikan  

oleh  HERIANSYAH dan  atas  per in tah  BOY SYAMSIR HAKIM 

melalu i  te lepon  agar  dar i  uang  sebesar  Rp.  

3.000.000.000,00  ( t iga  milyar  rupiah)  tersebut  

diserahkan  kepada  RARAS AYU dan  AGUS SALIM (anak  dan  

menantu  BOY  SYAMSIR  HAKIM)  sebesar  Rp.  

2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  dan  sebesar  Rp.  

1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  untuk  diserahkan  

kepada FAJMA NURSIAH ;
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- Bahwa perbuatan  melawan hukum yang  di lakukan  Terdakwa 

ENDANG SRI  WIDYASTUTI  te lah  menguntungkan  dir i  sendi r i  

atau  orang  la in ,  yai tu  BOY SYAMSIR HAKIM atau  LARAS 

AYU sebesar  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah)  

dan  FAJMA NURSIAH sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  

milyar  rup iah) ,  sehingga  mengakibatkan  kerugian  

keuangan  Negara  cq  Pemda  DKI  Jakar ta  cq  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  

( t iga  milyar  rupiah)  atau  set idak- t idaknya  seki ta r  

jumlah  tersebut  ;

Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam 

pidana  dalam Pasal  3 jo  Pasal  18 Undang- Undang No.  31 Tahun  

1999  jo  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  

Atas  Undang- Undang No.  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  

Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Pasal  55 ayat  (1)  ke- 1 jo  Pasal  

64 ayat  (1)  KUHP ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca  tun tu tan  pidana  Jaksa /Penun tu t  Umum pada  

Kejaksaan  Neger i  Jakar t a  Pusat  tangga l  03  September  

2009 sebaga i  ber i ku t  :

1. Menyatakan  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  te rbuk t i  

bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  korups i  secara  

bersama- sama  dan  ber l an j u t  menguntungkan  di r i  

send i r i  atau  orang  la in  atau  suatu  korporas i ,  

menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  

yang  ada  padanya  karena  jaba tan  atau  kedudukan  

yang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  atau  

perekonomian  negara  sebaga imana  d ia tu r  dan  d iancam 

pidana  dalam  dakwaan  KEDUA Pasal  3  jo  Pasal  18 

Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  No.  

20 Tahun 2001 Tentang  Perubahan Atas  Undang- Undang No.  

31  Tahun  1999  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  

Korups i  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke- 1  jo  Pasal  64  ayat  

(1)  KUHP ;

2 . Men j a t u h k a n  p i d a n a  t e r h a d a p  Te r d a kwa  ENDANG 

SR I  WIDYASTUTI  dengan  pidana  pen ja ra  se lama  2 

(dua)  tahun  6
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(enam)  bulan  d iku rang i  se lama  Terdakwa  berada  

dalam  tahanan

sementara  dengan  per in tah  agar  Terdakwa  tetap  di tahan  

Rutan  ;

3. Membayar  pidana  denda  sebesar  Rp.  250.000 .000 ,00  

(dua  ratus  l ima  puluh  juta  rupiah)  Subsida i r  selama 

5 ( l ima)  bulan  kurungan ;

4. Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  t i dak  dibeban i  

Membayar  uan g  pe n g g a n t i  k a r e n a  ua n g  

pen g g a n t i  s e b e s a r  Rp .  3.000 .000 .000 , -  ( t i ga  

mi lya r  rup iah ) ,  te l ah  dibeban i  kepada  Terdakwa  BOY 

SYAMSIR HAKIM ;

5. Menyatakan  barang  bukt i  berupa  :

1. Pet i kan  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  DKI  Jakar ta  

Nomor  :  2266  /  2004  tangga l  6 Oktober  2004  ten tang  

Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  Pemberhent i an  Dalam 

dan  Dar i  Jabatan  Pegawa i  d i  L i ngkungan  BUMD 

Prop i n s i  DKI  Jaka r t a  a tas  nama I r .  Rusdi  Yusuf  

Msi  dkk  sebanyak  42 orang  ;

2 . Kepu tusan  Di r e k s i  PD.  PSJ  DKI  Jaka r t a  Nomor  :  

028  /  2006  t a n g g a l  2  Agus t u s  2006  t e n t a n g  

Pene t a p an  Besa r n y a  Kewaj iban  Mi t ra  Pengembang 

(Deve loper )  da lam  Rangka  Ker jasama  Pembangunan  

SPTA d i  Jakar t a  Pusat  ;

3 . SK D i r e k s i  PD.  PSJ  Nomor  :  040  /  Tahun  2006  

t a ngga l  19  September  2006  ten tang  Pedoman 

Pembentukan  dan  Keanggotaan  Konsors ium  Dalam 

Pelaksanaan  Pengembangan SPTA ;

4 . I n s t r u k s i  Gube r n u r  No .  161  Tahun  2004  

t a n g g a l  27  Oktober  2004  Tentang  Pembangunan  

Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang  a t a s  t a n a h  b i d a n g  

t a n a h  se l u a s  ±  27 , 2 6  Ha  d i  Kawasan  Tanah 

Abang,  Kelurahan  Kampung Bal i  Kecamatan  Tanah Abang 

Kotamadya Jakar ta  Pusat  ;

5 . Sa l i n a n  Ak t e  No ta r i s  No .  01  t a n gga l  9 

November  2006  ten tang  Kesepakatan  Pengatu ran  

Fas i l i t a s  Pembiayaan  dan  Pembangunan  untuk  
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Pengembangan  SPTA tahap  1  (se l uas  ± 2 ,10  Ha)  d i  

Kawasan  Tanah  Abang ,  Kelu r ahan  Kampung  Bal i  

Kecamatan  Tanah Abang Kotamadya  Jakar ta  Pusat  ;

6 . Sa l i n a n  Ak t e  No t a r i s  No .  13  /  LEG /  X I  /  

2006  t a n g ga l  01  November  2006  ten tang  Daf ta r  

Sura t  d i  Bawah  Tangan  yang  d isahkan  (Lega l i s as i )  

Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH.,MH.  ;

7. - Sal inan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.1  tang gal   15  Januar i  2007 

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i hak  Per t ama  a tas  nama Mur i ah  k e p a d a  

p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  2 

tangga l  15  Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH.,MH  dar i  pihak  Per tama 

atas  nama  Muriah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Ses i  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakarta  ;  

8 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  3  tangga l  15  Januar i  2007  

pada Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i h a k  Per t ama  a ta s  nama  Margono  B.  

Atmosunar to  kepada  pihak  Kedua PT.  Sesi  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  4 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Margono  B.  Atmosuna r t o  kepada  p i h ak  

Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;

9. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  7  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  Saleh  Haryan to  

kepada  p ihak  Kedua  PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  8 
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tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Saleh  Haryan to  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  b erkedudukan  di  

Jakar ta  ;

10. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  15  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Abu  Chai r i  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  16 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Abu Chai r i  kepada  pihak  Kedua PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

11.  - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  9  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama atas  nama Wawan Suanto  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  10 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Wawan  Suanto  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

12. - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan dan Penyerahan  Hak 

No.  5  tangga l  15  Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  

Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama Margono  B.  A tmosuna r t o  kepada  p i h a k  

Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;

- Sa l i n an  Ak ta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  6 

tangga l  15  Ja nua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. , MH  da r i  p i h a k  
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Pe r t ama  a t a s  nama  Margono  B .  A t mosuna r t o  

kepada  p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

13.  - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  11  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama M.  Sukr ie  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  12 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama M.  Sukr ie  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

14 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  13  tangga l  15 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  Munda rman  /  

Nur j o n d i  kepada  p i h a k  Kedua  PT.  

Ses i  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  14 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  S H . , M H  d a r i  p i h a k  

P e r t a m a  a t a s  n a m a  Munda rman  /  Nur j o n d i  

kepada  p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

15. - Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  17  tangga l  15 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  Rohanah  /  Onah 

kepada  p ihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  18 

tangga l  15  Ja nua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  
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Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Rohanah  /  Onah  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

16. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  30  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  

p i hak  Per t ama  a tas  nama  Hurs i j ah  

kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  31 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Hurs i j ah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

17. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  36  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama atas  nama Jumenah kepada  pihak  

Kedua  PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  37 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Jumenah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

18. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  34  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  M.  Rusdi  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  35 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama M.  Rusdi  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

19. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  26  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek .  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama atas  nama At i ka  kepa da  p i h a k  

Kedua  PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  27 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i hak  

Per t ama  a ta s  nama  At i k a  kepada  pihak  Kedua 

PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

20 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  28  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama atas  nama At i ka  kepa da  p i h a k  

Kedua  PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  29 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i hak  

Per t ama  a ta s  nama  At i k a  kepada  pihak  Kedua 

PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

21. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  38  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i h a k  Per t ama  a t a s  nama  Bad r i a h 

kepada  p ihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berke dudukan di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  39 

Hal .  47 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Badr iah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Ses i  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

22. - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  32  tangga l  29 

Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Mur iah  

kepada  p ihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sa l i n an  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  33  

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per t ama 

a tas  nama Mur i ah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

23 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  10  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Neneng 

kepada  pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  11 

tangga l  14  Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Neneng  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

24 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  16 tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  Muhammad  kepada  

p i h a k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  17 

48

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH da r i  p i h a k  Per t ama 

a t a s  nama  Muhammad  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

25 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  04  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Su l i o n o  

A l i d j u r n a w a n  k e p a d a  p i h a k  Ked u a 

PD .  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  05 

tangga l  14  Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH . , MH  d a r i  p i h a k  

Pe r t am a  a t a s  n ama  Su l i o n o  A l i d j u r n awan  

kepada  p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

26. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  08  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  Ma imunah  kepada  

p i h a k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  09 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Maimunah  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

27. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  06  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  At j a ng  Suwi t o  

kepada  p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  ;  

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  07 

Hal .  49 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH . , MH  d a r i  p i h a k  

Pe r t a m a  a t a s  n ama  A t j a n g  Suwi to  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

28. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  02  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Jaenud i n ,  

SH  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  03 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p i hak  Per t ama 

a tas  nama Jaenud i n ,  SH kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

29 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penye rahan  Hak  No.  14  tangga l  14 

Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  Y.  

Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  pihak  

Per tama  atas  nama  Tjong  Miauw  H in  

kepada  p i h a k  Kedua  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  ;  

-  Sal inan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  15  

tangga l  14

Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  Tut i e k  

Set i a  Murn i ,

SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Tjong  Miauw 

Hin

kepada  p ihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

30 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak

No.  12  tangga l  14  Februar i  2007  pada 

Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  

SH.,MH dar i  pihak  Per tama atas  nama Lim 

la  Iana wat i  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  13 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Lim la  lanawat i  kepada  pihak  Kedua PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

31 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  07  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama Sar ta  kepada  pihak  Kedua PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  08 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Sar t a  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

32 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  19  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i ha k  

Per t ama  a ta s  nama  Syopiah  kepada  

pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  20 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Syop iah  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

33 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak No.  11 tangga l  08 

Mare t  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tut i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  

p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Jun iba r  

Jami l  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  12 

tangga l  08  Maret  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Hal .  51 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Jun iba r  Jami l  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

34 . -  Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  13  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama  Aja  Sanjaya  kepada  pihak  

Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  14 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i h a k  

Per t ama  a t a s  nama  A ja  San j a y a  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

35 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  09  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i ha k  

Per t ama  a ta s  nama  Rochim  Syahid  

kepada  pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n an  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  10  

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Rochim  Syah id  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

36 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  17  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama Ny.  Juy t a  Agus t i n i  (a .w .  

Abram  Tumengko l )  kepada  p ihak  

K e d u a  P D .  P em b a n g u n a n  S a r a n a  

J a y a  ;   

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  18 

tangga l  10  Maret  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  
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Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Ny.  Juy ta  Agust i n i  (a .w .  Ab r am 

Tumengko l )  kepa da  p i h a k  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

37 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  15  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH.,MH dar i  pihak  Per tama 

atas  nama Surya  kepada  p ihak  Kedua PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  16  

t angga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i h a k  

Pe r t ama  a t a s  nama  Sur y a  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

38 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  

Bangunan  dan  Penye r ahan  Hak  No.  21 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  Nota r i s  

Rr .  Y.  Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  22  

t a ngga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Sanus i  Set i awan  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

39 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  

Bangunan  dan  Penye rahan  Hak  No.  33 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  Nota r i s  

Rr .  Y.  Tu t i e k  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama 

Nur lae la  /  Rohaya  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n an  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  34  

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Nur lae la  /  Rohaya  kepada  p ihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;
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40 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  

Bangunan  dan  Penye r ahan  Hak  No.  27 

tangga l  08 Maret  2007 pada Notar i s  Rr .  

Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  

p ihak  Per tama  atas  nama Prawoko  Aska 

kepada  p i h ak  Kedua  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  28  

t a ngga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Prawoko  Aska  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

41. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  25  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i ha k  

Per t ama  a tas  nama  Surya t i  kepada  

p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  26 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per t ama  a tas  nama Surya t i  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

42. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penyerahan  Hak  No.  29  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama  Warmin  /  Sukaes ih  kepada  

pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  30 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Warmin  /  Sukaes ih  kepada  p ihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

43. -  Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  
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dan  Penyerahan  Hak  No.  23  tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH.,MH dar i  pihak  Per tama 

atas  nama  Johar i  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;  

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  24 

tangga l  08 Maret  2007 pada Notar i s  Rr .  Y.  Tut iek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama atas  nama 

Johar i  kepada  pihak  Kedua PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

44. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  

dan  Penye rahan  Hak  No.  31 tangga l  08 

Maret  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i ha k  

Per t ama  a ta s  nama  Sarwo  Edi  kepada  

pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  32 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Sarwo  Edi  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya;

45. Memo Kesepakatan  anta ra  PD.  PSJ  dan  

PT.  Bin tang  Leras  Sejahtera  tanggal  16 

Maret  2007 ;

46 . Perubahan  Memo Kesepaka t an  an ta r a  

PD.  PSJ  dan  PT.  Bin tang  Leras  

Sejah te ra  tangga l  26 Maret  2007 ;

47 . Kesepaka t an  beke r j a s ama  an ta r a  A l  

Hidayah  I n vesmen t  Bank dengan  PD.  PSJ 

untuk  inves tas i  di  DKI  Jakar ta  

Indones ia  tangga l  24 Mei  2006 ;

48 . Per j an j i a n  Konsors i um  an ta r a  PD.  

PSJ dengan  PT.  B in t ang  Leras  Sentosa  

No.  23 tangga l  28 Maret  2007 ;

49. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  

Invesment  Bank  (Labuan)  Ltd  Nomor  :  
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PSJM /  TAM1 /  001  tanggal  9  November  

2006 ;

50. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  

Invesment  Bank  (Labuan)  Ltd  Nomor  :  

PSJM /  TAM1 /  002  tanggal  9  November  

2006 ;

51. Bank  Guarantee  dar i  Al- Hidayah  

Invesment  Bank  (Labuan)  Ltd  Nomor  :  

PSJM /  TAM1 /  003  tangga l  9  November  

2006 ;

52. Bank  Guarantee  dar i  Al- Hidayah  

Invesment  Bank  (Labuan)  Ltd  Nomor  :  

PSJM /  TAM1 /  004  tanggal  9  November  

2006 ;

53. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  

Invesment  Bank (Labuan)  Ltd  Nomor:  PSJM 

/  TAM1 /  005 tanggal  9 November  2006 ;

54 . Buku  Tabungan  Br i t ama  No.  Rek .  

0018- 01- 026359 - 50- 1  atas  nama  Rudy 

Yuwono,  SH di  BRI  Cabang Jakar ta  Tanah  

Abang ;

55. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU) 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana 

ta l angan  Proyek  SPTA  sebesar  Rp.  

3.678.300.000, - ( t i ga  milyar  enam ratus  

tu juh  puluh  delapan  ju ta  t i ga  ra tus  

r i bu  rup iah )  tangga l  12 Januar i  2007 ;

56 . Kwi t ans i  pembaya ran  dana  t a l a ngan  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  sebesar  

Rp.  3.678 .300 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  enam 

ra tus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  t i ga  

ra tus  r ibu  rup iah )  ;

57. Memo In te rn  Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  

Keuangan  PD.  PSJ  t a ngga l  12  Janua r i  

2007  pe r i h a l  Dana  Ta l angan  un t u k  

Proyek  SPTA ;

58. Copy Laporan  Transaksi  Bank Niaga  tanggal  
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31 Januar i  2007 ;

59. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU) 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana 

ta l angan  Proyek  SPTA  sebesar  Rp.  

4.100 .000 .000 , -  (empat  mi lya r  sera tus  

ju ta  rup iah )  tangga l  13  Februar i  

2007 ;

60. Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  

untuk  proyek  SPTA  sebesa r  Rp.  

4 .100 . 000 . 0 0 0 , -  (empa t  mi l y a r  

se ra t u s  j u t a  rup iah )  dar i  PD.  PSJ 

kepada  DR.  Endang  SW Sig i t  tangga l  13 

Februar i  2007 ;

61 . Memo In t e r n  Di r ek t u r  Adm & Keuangan  

(Endang  S ig i t )  kepada  Manager  

Keuangan  &  Akuntans i  tangga l  13 

Februar i  2007  per iha l  Dana Talangan  I I  

untuk  Proyek  SPTA ;

62. Copy  Memo  In te rn  Pimpro  SPTA  I r .  

Sulaksono  kepada  Di ru t  PD.  PSJ tangga l  

05  Februar i  2007  per iha l  Permohonan  

Persetu juan  Pengeluaran  Dana ;

6 3 . B u k t i  A p l i k a s i  t r a n s f e r  B a n k  

Mand i r i  s e n i l a i  Rp .  

1.500 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  l ima  

ra tus  ju ta  rup iah )  ke  Konsors ium  

Sarana  Jaya  tangga l  13 Februar i  2007 ;

64. Copy  Laporan  Transaks i  Bank  Niaga  

tangga l  28 Februar i  2007 ;

65. Copy  Memo In te rn  Manager  Keuangan  dan  

Akutans i  tangga l  17  Januar i  2007 

per iha l  Dana Talangan  Proyek  SPTA ;

66. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU) 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana 

ta l angan  Proyek  SPTA  sebesar  Rp.  

5.300 .000 .000 , -  ( l ima  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  tangga l  07  Maret  
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2007 ;

67. Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  

untuk  proyek  SPTA  sebesa r  Rp.  

5 .300 . 0 00 . 0 0 0 , -  ( l i m a  mi l y a r  t i g a  

ra t u s  j u t a  rup iah )  dar i  PD.  PSJ 

kepada  DR. Endang SW Sig i t  ;

68 . Sura t  Ke tua  Konso r s i um  SPTA- I  

kepada  D i r u t  PD.  PSJ  Nomor  :  003  /  

Keu- SPTA-1  /  I  /  2007  tanggal  7  Maret  

2007  per iha l  Permohonan  Dana 

Talangan  ;

69 . Memo  In t e r n  D i r e k t u r  Adm  & 

Keuangan  (Endang  S ig i t )  kepada  

Manager  Keuangan  & Akun tans i  tangga l  

7  Mare t  2007  per iha l  Dana  Talangan  

I I I  untuk  Proyek  SPTA ;

70. Bukt i  ap l i kas i  t rans fe r  Bank  Mandi r i  

tangga l  7  Maret  2007  sen i l a i  Rp.  

5.300 .000 .000 , -  ( l ima  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  kepada  Konsors ium  

Sarana  Jaya  ;

71. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU) 

PD.  Pembangunan  Sara na  Jaya  untuk  

Dana ta langan  Proyek  SPTA sebesar  Rp.  

3.300 .000 .000 , -  ( t i g a  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  tangga l  23  Apr i l  

2007 ;

72. Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  

untuk  proyek  SPTA  sebesar  Rp.  

3.300 .000 .000 , -  ( t i g a  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  dar i  PD.  PSJ kepada  

DR.  Endang  SW Sig i t  tangga l  24  Apr i l  

2007 ;

73. Memo In te rn  Di rek tu r  Adm & Keuangan  

(Endang  Sig i t )  kepada  Manager  Keuangan  

&  Akuntans i  tangga l  23  Apr i l  2007  

per iha l  Dana  Talangan  untuk  Proyek  
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SPTA ;

74 . Sura t  Ketua  Konsors i um  SPTA (Endang  

SW  Sig i t )  kepada  Di ru t  PD.  PSJ 

Nomor  :  007  /  Keu- SPTA-1  /  IV  /  07 

tangga l  23  Apr i l  2007  per iha l  

Permohonan Dana Talangan  ;

75. Bukt i  ap l i kas i  t rans fe r  Bank  Mandi r i  

tangga l  24  Apr i l  2007  sen i l a i  Rp.  

3.300 .000 .000 , -  ( t i g a  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  kepada  Konsors ium  

Sarana  Jaya  ;

76. Daf ta r  nama  pembebasan  tahap  5 

(usu lan )  Tangga l  23  Apri l  2007  yang  

di tandatangani  oleh  Ir .  Sulaksono  (Pimpro  

Spta)  ;

77. Copy  Rekening  Koran  No.  103- 00-

0100747- 1  atas  nama  PD.  Pembangunan 

Sarana  Jaya  ;

78. Sura t  Ketua  Konsors ium  SPTA tahap  I  

No.  004 /  Keu- SPTA- 1 /  I I I  /  07 tanggal  

12  Maret  2007  per iha l  Penje lasan  

Pengembal ian  Dana Talangan ;

79. 1  (sa tu )  ordner  Bukt i  Pengeluaran  

Konsors ium  Sent ra  Pr imer  Tanah Abang I  

;

80. Sura t  Badan  Pengawas  PD.  PSJ Nomor  :  

002 /  BP-SRT /  VI I  /  06 tan ggal  5 Jul i  

2006  per iha l  Laporan  Perkembangan  

Perusahaan  Tahun 2005 ;

81. Pera t u ran  Gubernu r  Nomor  :  126  

Tahun  2005  t angga l  21  November  2005 

ten tang  Pedoman Pembangunan SPTA ;

82. SK  Direks i  PD.  PSJ  DKI  Jakar ta  

Nomor  :  042 /  2004 tangga l  26 November  

2004 ten tang  Pembentukan  Tim Pelaksana  

Pembangunan  SPTA  Kotamadya  Jakar ta  

Pusat  ;
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83 . Sura t  Di rek t u r  Utama PD.  PSJ Nomor  :  

1246  /  082 .85  tangga l  17  November  

2006 per iha l  Penun jukan  Person i l  Dewan 

Di reks i  pada Konsors ium  SPTA I  ;

84 . SK  D i r e k s i  PD.  PSJ  DKI  Jaka r t a  

Nomor  :  080  /  Tahun  2005  t a n g g a l  

20  Ok t o be r  2005  t e n t a n g  Pene t a p a n  

besa r n y a  k ew a j i b a n  m i t r a  

i n v e s t o r  d a l a m  r a n g k a  k e r j a s a m a 

pembangunan  SPTA d i  Jakar t a  Pusat  ;

85 . SK Di r eks i  PD.  PSJ  Nomor  :  035  /  

2006  tangga l  6  Sep tember  2006 

ten tang  Pedoman  Pelaksanaan  

Pengembangan  SPTA  berdasarkan  

Ins t r uks i  Gubernur  Nomor  161  Tahun  

2004 ;

86. Sura t  Tugas  Di ru t  PD.  PSJ  Nomor  :  

1203 /  082.74  tangga l  6 November  2006 ;

87. Surat  Dirut  PD.  PSJ Nomor  :  226  /  - 1.712  

tanggal  15  Maret  2007  per iha l  Hasi l  

Keputusan  Rapat  ;

88 . Sura t  Di ru t  PD.  PSJ  Nomor  :  077  /  

- 1 .712  tangga l  5  Februa r i  2007 

pe r i h a l  pa r t i s i p a s i  PT.  SPI  da l am 

Konso r s i um  SPTA Tahap 1 ;

89 . Copy  SK  Gubernu r  No.  87  /  2006  

t angga l  20  Janua r i  2006  ten tang  

Pembentukan  Tim  Pengarah  dan 

Pelaksanaan  Pengembangan  Pembangunan  

SPTA ;

90 . Sura t  Undangan  Di ru t  PD.  PSJ 

Nomor  :  221  /  073 .55  tangga l  23 

November  2006  kepada  PT .  Ses i  

Prope r t i  I n dones i a ,  Ke tua  

Konso r s i um ,  D i r e k t u r  Umum  & 

keuangan  PD.  PSJ ,  D i r e k tu r  

Pengembangan PD.  PSJ,  Ka.  Uni t  Stud io ,  
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Pimpro  SPTA ;

91. Buku  Rencana  Umum Pengembangan  dan 

Pembangunan SPTA ;

92 . No t u l e n  Rapa t  ( Kon s o r s i um  SPTA 

t a h a p  I )  t a n g g a l  28  Desembe r  2006  

;

93 . SK  D i r e k s i  PD .  PSJ  No .  084  /  

Tahun  2006  t a n g g a l  29  Desember  

2006 ten tang  Penunjukkan  I r .  Sja f rud i n  

Kanani  untuk  d iangka t  sebaga i  Manaje r  

Uni t  Perencanaan  dan  Pengembangan  PD.  

PSJ Prov ins i  DKI  Jakar ta  ;

94. SK Direks i  PD.  PSJ  No.  085  /  Tahun  

2006  tangga l  29  Desember  2006  tentang  

Penunjukkan  I r .  Sulaksono  untuk  diangkat  

sebagai  Pimpro  SPTA;

95 . Sura t  Undangan  Ketua  Konsors i um  

Pengembangan  SPTA I  Nomor  :  007  /  K-

SPTA  /  l  /  07  tangga l  25  Januar i  

2007 ;

96. Copy  SK  Gubernur  No.  2434  /  2005  

tangga l  28  Desember  2005  ten tang  

Penetapan  Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  (RKAP)  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  DKI  

Jakar ta  Tahun 2006 ;

97. Copy  SK  Gubernur  No.  2080  /  2006  

tangga l  29  Desember  2006  ten tang  

Penetapan  Rencana  Ker ja  dan  Anggaran  

Perusahaan  (RKAP)  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  DKI  

Jakarta  Tahun 2007 ;

98 . Copy  SK  Gubernu r  No.  1826  /  2007  

tangga l  28  Desember  2007  t en t a ng  

Rencana  Ker j a  dan  Anggaran  

Perusahaan  (RKAP)  Tahun  2008 

Perusahaan  Daerah  Pembangunan  
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Sarana  Jaya  ;

99. 1  (sa tu )  odner  bukt i - bukt i  

penge lua ran  operas iona l  Pembangunan 

SPTA Tahap- I  ;

100. Buku  Kas  Konsors ium  bulan  Februar i  

2007 s/d  bulan  Juni  2007 ;

101. Buku  Kendal i  Bank  Tahun  2007 

Konsors ium SPTA I  ;

102. Sura t  Di rek tu r  Adm dan  Keuangan  PD.  

PSJ No.  0443 /  - 1.711.85  tanggal  29 Mei  

2008  Periha l  Permohonan  Berkas  AJB  di  

SPTA Tahap I ;

103. Pernyataan  Direks i  PT.  Sesi  Propert i  

Indonesia  tanggal  12 Januar i  2007 ;

104. Sura t  Pernya taan  Pelan t i k an  Nomor  :  

2393  /  083.111  tangga l  14 Oktober  2004 

tentang  pelant ikan  Ir .  Boy Syamsir  Hakim 

sebagai  Dirut  PD. PSJ  ;

105 . No tu l e n  Rapa t  Lapo r an  P imp i nan  

Proyek  SPTA  kepada  Di rek tu r  Utama 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  15  

Janua r i  2007  pe r i h a l  Pe lak sanaan  

Pembaya ran  Tanah  /  Tanah  Bangun a n 

Tanah  Abang  J a k a r t a  Pusa t  o l e h  

Konsors ium SPTA ;

106. Notu len  Rapat  Laporan  Pimpinan  Proyek  

SPTA  kepada  Direk tu r  Utama  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  29 

Januar i  2 0 0 7  p e r i h a l  Pe l a k s a n a a n  

Pemba y a r a n  Ta h a p  I I  Tanah  /  Tanah 

Bangunan  Tanah  Abang  Jakar ta  Pusat  

o leh  Konsors ium  SPTA I  ;

107 . Notu l e n  Rapa t  Lapo ran  P imp inan  

Proyek  SPTA  kepada  Di rek tu r  Utama 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  14  

Februar i  2007  per iha l  Pelaksanaan  

Pembayaran  Tahap  I I I  Tanah  /  Tanah  
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Bangunan  Tanah  Abang  Jakar ta  Pusat  

o leh  Konsors ium  SPTA I  ;

108. Notu len  Rapat  Laporan  Pimpinan  

Proyek  SPTA kepada  Di rek tu r  Utama PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  08 

Maret  2007  per iha l  Pelaksanaan  

Pembayaran  Tahap  IV  Tanah  /  Tanah  

Bangunan  Tanah  Abang  Jakar ta  Pusat  

o leh  Konsors ium  SPTA I ;

109. Foto  Copy  Sura t  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  kepada  

Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

Nomor  :  67.11 /TS/NOT/2006  tangga l  21 

November  2006  per iha l  Perh i t ungan  

Perk i r aan  Besarnya  Honorar i um  Jasa  

Notar i s  dan  PPAT  da lam  Program 

Pengembangan Sent ra  Pr imer  Tanah Abang 

Tahap I  (±  2,1  Ha)  ;  

110. Foto  Copy  Sura t  Di ru t  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Boy  S.  Hakim 

kepada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  

Murn i ,  SH,  MH  Nomor  :  016  /  - 1.878  

tangga l  12  Januar i  2007  per iha l  

Penunjukan  Notar i s  dan  PPAT  untuk  

Pengembangan Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang 

Tahap I  ;

- Nomor  urut  1  s/d  4  dan  nomor  urut  45  s/d  110  

sebagaimana  te rsebut  da lam  daf t a r  barang  bukt i  

te t ap  te r l ampi r  da lam berkas  perkara  ;  

- Nomor uru t  5  s /d  44  sebaga imana  te r sebu t  da lam 

daf t a r  barang  bukt i  dikembal ikan  ke  PD.  

Pembangunan Sarana Jaya ;

6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.  5.000, -  ( l ima  r ibu  rup iah )  ;  

Membaca  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  

No.  1071/P id .B /  2009/PN.Jk t .Ps t . ,  tangga l  15  September  

2009 yang  amar  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t  :  
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1 . Menya t a k an  Te rdakwa  ENDANG  SRI  WIDYASTUTI  

dengan  Iden t i t a s  sebaga imana  te rsebu t  d i  atas  

te lah  te rbuk t i  secara  sah  dan  meyakinkan  bersa lah  

melakukan  Tindak  Pidana  "  KORUPSI  “  yang  di l akukan  

secara  bersama- sama dan ber lan ju t  ;

2. Menja t uh kan  Pidana  o leh  ka renanya  dengan  Pidana  

Pen ja r a  se lama  1  (sa tu )  Tahun  6  (enam)  bu lan  

denda  sebesar  Rp.  150. 000.000, -  (sera tus  l ima  puluh  

ju ta  rup iah) ,  apabi la  t idak  dibayar  maka  digan t i  

dengan Pidana  Kurungan  se lama 3 ( t i ga )  bu lan  ;

3. Menyatakan  Pidana  yang  d i j a t uhkan  diku rangkan  

se lu ruhnya  dar i  lamanya  Terdakwa  te rsebu t  berada  

dalam Tahanan ;

4. Memer in tahkan  agar  Terdakwa  te tap  berada  da lam 

tahanan  ;

5. Memer in tahkan  barang  bukt i  berupa  :

1. Pet i kan  Keputusan  Gubernur  Prop ins i  DKI  

Jakar ta  Nomor  :  2266  /  2004  tangga l  6 Oktober  

2004  ten tang  Pengangkatan ,  Pemindahan  dan  

Pemberhent i an  Dalam dan  Dar i  Jabatan  Pegawa i  

d i  L i ngkungan  BUMD Prop i n s i  DKI  Jaka r t a  

a tas  nama I r .  Rusdi  Yusuf  Msi  dkk  sebanyak  42 

orang  ;

2 . Kepu tusan  Di re k s i  PD.  PSJ  DKI  Jaka r t a  

Nomor  :  028  /  2006  t a n g g a l  2  Agus t u s  2006  

t e n t a n g  Pene t a p an  Besa r n y a  Kewaj iban  Mi t ra  

Pengembang (Deve loper )  da lam Rangka  Ker jasama 

Pembangunan SPTA d i  Jakar t a  Pusat  ;

3 . SK D i r e k s i  PD.  PSJ  Nomor  :  040  /  Tahun  

2006  t a ngga l  19  September  2006  ten tang  

Pedoman  Pembentukan  dan  Keanggotaan  

Konsors ium  Dalam  Pelaksanaan  Pengembangan  

SPTA ;

4 . I n s t r u k s i  Gube r n u r  No .  161  Tahun  2004  

t a n g g a l  27  Oktober  2004  Tentang  Pembangunan  

Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang  a t a s  t a n a h  

b i d a n g  t a n a h  se l u a s  ±  27 , 2 6  Ha  d i  
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Kawasan  Tanah  Abang,  Kelurahan  Kampung  Bal i  

Kecamatan  Tanah Abang Kotamadya Jakar ta  Pusat  ;

5 . Sa l i n a n  Ak t e  No ta r i s  No .  01  t a n gga l  9 

November  2006  ten tang  Kesepakatan  Pengatu ran  

Fas i l i t a s  Pembiayaan  dan  Pembangunan  untuk  

Pengembangan  SPTA tahap  1 (se l uas  ± 2 ,10  Ha)  

d i  Kawasan  Tanah  Abang ,  Ke lu rahan  Kampung 

Bal i  Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  Jakar ta  

Pusat  ;

6 . Sa l i n a n  Ak t e  No t a r i s  No .  13  /  LEG /  X I  /  

2006  t a n g ga l  01  November  2006  ten tang  

Daf ta r  Sura t  d i  Bawah  Tangan  yang  disahkan  

(Lega l i s as i )  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  

Murn i ,  SH.,MH.  ;

7. - Sal inan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan Penyerahan  

Hak  No.1  tang gal   15  Januar i  2007  pada  Notar i s  

Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH da r i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama Mur i ah  k ep a d a  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  2 

tangga l  15  Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH.,MH  dar i  pihak  Per tama 

atas  nama  Muriah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Ses i  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakarta  ;  

8. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  3  tangga l  15  Januar i  2007  

pada Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i h a k  Per t ama  a ta s  nama  Margono  B.  

Atmosunar to  kepada  pihak  Kedua PT.  Sesi  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  4 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Margono  B.  Atmosuna r t o  kepada  p i h ak  

Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;
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9. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  Penyerahan  

Hak  No.  7  tangga l  15  Januar i  2007  pada  Notar i s  

Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama Saleh  Haryan to  kepada  p ihak  

Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  8 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Saleh  Haryan to  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  b erkedudukan  di  

Jakar ta  ;

10. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  15  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Abu  Chai r i  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  16 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Abu Chai r i  kepada  pihak  Kedua PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

11.  - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  9  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama atas  nama Wawan Suanto  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  10 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Wawan  Suanto  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

12. - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan dan Penyerahan  Hak 

No.  5  tangga l  15  Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  
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Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  

atas  nama Margono  B.  A tmosuna r t o  kepada  p i h a k  

Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;

- Sa l i n an  Ak ta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  6 

tangga l  15  Ja nua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. , MH  da r i  p i h a k  

Pe r t ama  a t a s  nama  Margono  B .  A t mosuna r t o  

kepada  p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  Prope r t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

13.  - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  11  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama M.  Sukr ie  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  12 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama M.  Sukr ie  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

14 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  13  tangga l  15  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  Munda rman  /  

Nur j o n d i  kepada  p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  14 

tangga l  15  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  S H . , M H  d a r i  p i h a k  

P e r t a m a  a t a s  n a m a  Munda rman  /  Nur j o n d i  

kepada  p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  Proper t i  

Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

15. - Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  Penyerahan  

Hak  No.  17  tangga l  15 Januar i  2007  pada  Notar i s  

Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama Rohanah  /  Onah  kepada  p ihak  
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Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  

di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  18 

tangga l  15  Ja nua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Rohanah  /  Onah  kepada  p i h a k  Kedua 

PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

16. - Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  30  tangga l  29  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p i hak  Per t ama  a tas  nama  Hurs i j ah  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  31 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Hurs i j ah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

17. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  Penyerahan  

Hak No.  36  tangga l  29  Januar i  2007  pada  Notar i s  

Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama Jumenah kepada  pihak  Kedua PT.  

Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  37 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Jumenah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

18. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  Penyerahan  

Hak No.  34  tangga l  29  Januar i  2007  pada  Notar i s  

Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama M.  Rusdi  kepada  pihak  Kedua  

PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  35 
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tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama M.  Rusdi  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  Jakar ta  ;

19. - Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  26  tangga l  29  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek .  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  At i ka  kepa da  

p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

- Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  27 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i hak  

Per t ama  a ta s  nama  At i k a  kepada  pihak  Kedua 

PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

20 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  28  tangga l  29  Januar i  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  At i ka  kepa da  

p i h a k  Kedua  PT .  Ses i  P r o p e r t i  I n d o n e s i a  

berkedudukan  di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  29 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i hak  

Per t ama  a ta s  nama  At i k a  kepada  pihak  Kedua 

PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

21. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  38  tangga l  29  Januar i  2007  

pada Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i h a k  Per t ama  a ta s  nama Bad r i a h  kepada  

pihak  Kedua  PT.  Ses i  Proper t i  Indones ia  

berke dudukan di  Jakar ta  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  39 

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 
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atas  nama Badr iah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Ses i  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

22. - Sal inan  Akta  Jual  Bel i  Bangunan dan Penyerahan  Hak 

No.  32  tangga l  29  Januar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  

Y.  Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i ha k  

Per t ama  a ta s  nama  Mur iah  kepada  pihak  Kedua 

PT.  Sesi  Proper t i  Indones ia  berkedudukan  di  

Jakar ta  ;

-  Sa l i n an  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  33  

tangga l  29  Janua r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per t ama 

a tas  nama Mur i ah  kepada  pihak  Kedua  PT.  Sesi  

Proper t i  Indones ia  berkedudukan  d i  Jakar ta  ;

23 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  10  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Neneng  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  11 

tangga l  14  Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Neneng  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

24 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  16  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  Muhammad kepada  

p i h a k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  17 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH da r i  p i h a k  Per t ama 

a t a s  nama  Muhammad  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

25 . - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  04  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Su l i o n o  
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A l i d j u r n a w a n  k e p a d a  p i h a k  Ke d u a  PD .  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  05 

tangga l  14  Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH . , MH  d a r i  p i h a k  

Pe r t am a  a t a s  n ama  Su l i o n o  A l i d j u r n awan  

kepada  p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

26. - Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  08  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  Ma imunah  kepada  

p i h a k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  09 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Maimunah  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

27. - Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  Penyerahan  

Hak No.  06  tangga l  14 Februar i  2007 pada  Notar i s  

Rr.  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per tama  atas  nama  At j a ng  Suwi t o  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;  

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  07 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH . , MH  d a r i  p i h a k  

Pe r t a m a  a t a s  n ama  A t j a n g  Suwi to  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

28. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  02  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Jaenud i n ,  SH 

kepada  p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  03 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p i hak  Per t ama 
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a tas  nama Jaenud i n ,  SH kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

29 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  14  tangga l  14  Februar i  2007  

pada  Notar i s  Rr.  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Tjong  Miauw  H in  

kepada  p i h a k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;  

-  Sal inan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  15  

tangga l  14

Februa r i  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  Tut i e k  

Set i a  Murn i ,

SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Tjong  Miauw 

Hin

kepada  p ihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

30 . -  Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak

No.  12 tangga l  14 Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr.  

Y.  Tut iek  Set ia  Murni ,  SH.,MH dar i  pihak  Per tama 

atas  nama Lim la  Iana wat i  kepada  pihak  Kedua PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  13 

tangga l  14  Februar i  2007  pada  Notar i s  Rr .  Y.  

Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Lim la  lanawat i  kepada  pihak  Kedua PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

31 . -  Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  07  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Sar ta  kepada  pihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  08 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Sar t a  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

32 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  
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Penye rahan  Hak  No.  19  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Syopiah  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  20 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Syop iah  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

33 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  11  tangga l  08  Mare t  2007  

pada  Nota r i s  Rr .  Y.  Tut i e k  Se t i a  Murn i ,  

SH. ,MH da r i  p i hak  Per t ama  a ta s  nama  Jun iba r  

Jami l  kepada  pihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  12 

tangga l  08  Maret  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Jun iba r  Jami l  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

34 . -  Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  13  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Aja  Sanjaya  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  14 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i h a k  

Per t ama  a t a s  nama  A ja  San j a y a  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

35 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  09  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama  Rochim  Syah id  

kepada  pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n an  Akta  Per j an j i a n  Pengosongan  No.  10  
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tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Rochim  Syah id  kepada  p ihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

36 . -  Sa l i n an  Akta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak  No.  17  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama atas  nama Ny.  Juy t a  Agus t i n i  

(a .w .  Abram  Tumengko l )  kepada  p i hak  K e d u a 

P D .  P e m b a n g u n a n  S a r a n a  J a y a  ;   

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  18 

tangga l  10  Maret  2007  pada  Nota r i s  Rr .  Y.  

Tu t i e k  Set i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Ny.  Juy ta  Agust i n i  (a .w .  Ab r am 

Tumengko l )  kepa da  p i h a k  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

37 . -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  15  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH.,MH 

dar i  pihak  Per tama  atas  nama Surya  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  16  

t angga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  da r i  p i h a k  

Pe r t ama  a t a s  nama  Sur y a  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

38 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye r ahan  Hak  No.  21  tangga l  08  Mare t  2007  

pada  Nota r i s  Rr .  Y.  Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  

SH. ,MH PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  22  

t a ngga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Sanus i  Set i awan  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

39 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  33  tangga l  08  Mare t  2007  
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pada  Nota r i s  Rr .  Y.  Tu t i e k  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Nur lae la  /  Rohaya  

kepada  p ihak  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sa l i n an  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  34  

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Nur lae la  /  Rohaya  kepada  p ihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

40 . -  Sa l i n a n  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye r ahan  Hak  No .  27  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama  Prawoko  Aska 

kepada  p i ha k  Kedua  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

-  Sa l i n a n  Ak ta  Per j a n j i a n  Pengosongan  No.  28  

t a ngga l  08  Mare t  2007  pada  No t a r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p i hak  

Per t ama  a tas  nama  Prawoko  Aska  kepada  p ihak  

Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

41. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  25  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i hak  Per t ama  a ta s  nama  Surya t i  kepada  

p ihak  Kedua PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  26 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH  dar i  p ihak  

Per t ama  a tas  nama Surya t i  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

42. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  29  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  SH. ,MH 

dar i  p ihak  Per tama  atas  nama Warmin  /  Sukaes ih  

kepada  pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  30 
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tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama Warmin  /  Sukaes ih  kepada  p ihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

43. -  Sal i nan  Akta  Jua l  Bel i  Bangunan  dan  

Penyerahan  Hak No.  23 tangga l  08 Maret  2007 pada  

Notar i s  Rr .  Y.  Tut iek  Set ia  Murn i ,  SH.,MH dar i  

pihak  Per tama atas  nama Johar i  kepada  pihak  Kedua 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;  

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  24 

tangga l  08 Maret  2007 pada Notar i s  Rr .  Y.  Tut iek  

Set ia  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama atas  nama 

Johar i  kepada  pihak  Kedua PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ;

44. -  Sa l i n an  Ak ta  Jua l  Be l i  Bangunan  dan  

Penye rahan  Hak  No.  31  tangga l  08  Maret  2007  

pada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH 

da r i  p i ha k  Per t ama  a tas  nama Sarwo Edi  kepada  

pihak  Kedua PD.  Pembangunan Sarana  Jaya ;

-  Sal i nan  Akta  Per jan j i a n  Pengosongan  No.  32 

tangga l  08  Mare t  2007  pada  No ta r i s  Rr .  Y .  

Tu t i e k  Se t i a  Murn i ,  SH. ,MH dar i  p ihak  Per tama 

atas  nama  Sarwo  Edi  kepada  pihak  Kedua  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya;

45.Memo Kesepakatan  anta ra  PD.  PSJ  dan  PT.  Bin tang  

Leras  Sejahtera  tanggal  16 Maret  2007 ;

46. Perubahan  Memo Kesepaka t an  an ta r a  PD.  PSJ  dan  

PT.  Bin tang  Leras  Sejah te ra  tangga l  26 Maret  2007 ;

47. Kesepaka t an  beke r j a s ama  an ta r a  A l  Hidayah  

I n vesmen t  Bank  dengan  PD.  PSJ untuk  inves tas i  di  

DKI  Jakar ta  Indones ia  tangga l  24 Mei  2006 ;

48. Per j an j i a n  Konsors i um  an ta r a  PD.  PSJ dengan  PT.  

B in t ang  Leras  Sentosa  No.  23 tangga l  28 Maret  2007  

;

49. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  Invesment  Bank  

(Labuan)  Ltd  Nomor  :  PSJM /  TAM1 /  001  tanggal  9 

November  2006 ;
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50. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  Invesment  Bank  

(Labuan)  Ltd  Nomor  :  PSJM /  TAM1 /  002  tanggal  9 

November  2006 ;

51.Bank  Guarantee  dar i  Al- Hidayah  Invesment  Bank  

(Labuan)  Ltd  Nomor  :  PSJM /  TAM1 /  003  tangga l  9 

November  2006 ;

52. Bank  Guarantee  dar i  Al- Hidayah  Invesment  Bank  

(Labuan)  Ltd  Nomor  :  PSJM /  TAM1 /  004  tanggal  9 

November  2006 ;

53. Bank  Guarantee  dar i  AI- Hidayah  Invesment  Bank  

(Labuan)  Ltd  Nomor:  PSJM /  TAM1 /  005  tanggal  9 

November  2006 ;

54. Buku  Tabungan  Br i t ama  No.  Rek .  0018- 01- 026359 -

50- 1  atas  nama  Rudy  Yuwono,  SH di  BRI  Cabang  

Jakar ta  Tanah Abang ;

55. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU)  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana ta l angan  Proyek  

SPTA sebesar  Rp.  3.678.300.000, - ( t i ga  milyar  enam 

ra tus  tu juh  puluh  delapan  ju ta  t i ga  ra tus  r i bu  

rup iah )  tangga l  12 Januar i  2007 ;

56. Kwi t an s i  pembaya ran  dana  t a l a n gan  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebesar  Rp.  

3.678 .300 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  enam ra tus  tu juh  puluh  

delapan  ju ta  t i ga  ra tus  r ibu  rup iah )  ;

57. Memo In te rn  Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan Keuangan  PD.  

PSJ  t a ngga l  12  Janua r i  2007  pe r i h a l  Dana 

Ta l angan  un tu k  Proyek  SPTA ;

58. Copy  Laporan  Transaksi  Bank  Niaga  tanggal  31  Januari  

2007 ;

59. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU)  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana ta l angan  Proyek  

SPTA  sebesar  Rp.  4.100 .000 .000 , -  (empat  mi lya r  

sera tus  ju t a  rup iah )  tangga l  13 Februar i  2007 ;

60. Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  untuk  proyek  

SPTA sebesa r  Rp.  4 .100 . 0 00 . 0 00 , -  (empa t  mi l y a r  

se ra t u s  j u t a  rup iah )  dar i  PD.  PSJ  kepada  DR.  

Endang SW Sig i t  tangga l  13 Februar i  2007 ;
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61. Memo In t e r n  Di r ek t u r  Adm &  Keuangan  (Endang  

S ig i t )  kepada  Manager  Keuangan  & Akuntans i  tangga l  

13  Februar i  2007  per iha l  Dana  Talangan  I I  untuk  

Proyek  SPTA ;

62. Copy  Memo In te rn  Pimpro  SPTA I r .  Sulaksono  kepada  

Di ru t  PD.  PSJ  tangga l  05  Februar i  2007  per iha l  

Permohonan Persetu juan  Pengeluaran  Dana ;

63. B u k t i  A p l i k a s i  t r a n s f e r  B a n k  Mand i r i  

s e n i l a i  Rp .  1.500 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  l ima  

ra tus  ju ta  rup iah )  ke Konsors ium Sarana  Jaya  tangga l  

13 Februar i  2007 ;

64. Copy  Laporan  Transaks i  Bank  Niaga  tangga l  28 

Februar i  2007 ;

65.Copy  Memo In te rn  Manager  Keuangan  dan  Akutans i  

tangga l  17  Januar i  2007  per iha l  Dana  Talangan  

Proyek  SPTA ;

66. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU)  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  untuk  Dana ta l angan  Proyek  

SPTA sebesar  Rp.  5.300 .000 .000 , -  ( l ima  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  tangga l  07 Maret  2007 ;

67.Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  untuk  proyek  

SPTA  sebesa r  Rp .  5 .300 . 0 00 . 0 0 0 , -  ( l i m a  mi l y a r  

t i g a  ra t u s  j u t a  rup iah )  dar i  PD.  PSJ kepada  DR.  

Endang SW Sig i t  ;

68. Sura t  Ke tua  Konso r s i um  SPTA- I  kepada  D i r u t  

PD.  PSJ Nomor:  003 /  Keu- SPTA-1 /  I  /  2007 tanggal  7 

Maret  2007 per iha l  Permohonan Dana Talangan  ;

69. Memo In t e r n  D i r e k t u r  Adm &  Keuangan  (Endang  

S ig i t )  kepada  Manager  Keuangan  &  Akun tans i  

t angga l  7  Mare t  2007  per iha l  Dana  Talangan  I I I  

untuk  Proyek  SPTA ;

70.Buk t i  ap l i kas i  t rans fe r  Bank  Mandi r i  tangga l  7 

Maret  2007  sen i l a i  Rp.  5.300 .000 .000 , -  ( l ima  

mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  kepada  Konsors i um  

Sarana  Jaya  ;

71. Sura t  Per in t ah  Membayar  Uang  (SPMU)  PD.  

Pembangunan  Sara na Jaya  untuk  Dana ta langan  Proyek  
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SPTA sebesar  Rp.  3.300 .000 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  tangga l  23 Apr i l  2007 ;

72.Kwi tans i  Pembayaran  Dana  Talangan  untuk  proyek  

SPTA sebesar  Rp.  3.300 .000 .000 , -  ( t i ga  mi lya r  t i ga  

ra tus  ju ta  rup iah )  dar i  PD.  PSJ kepada  DR.  Endang  

SW Sig i t  tangga l  24 Apr i l  2007 ;

73. Memo In te rn  Di rek tu r  Adm & Keuangan  (Endang  Sig i t )  

kepada  Manager  Keuangan  &  Akuntans i  tangga l  23  

Apr i l  2007  per iha l  Dana  Talangan  untuk  Proyek  

SPTA ;

74. Sura t  Ketua  Konsors i um  SPTA (Endang  SW Sig i t )  

kepada  Di ru t  PD.  PSJ Nomor  :  007 /  Keu- SPTA-1 /  IV  

/  07  tangga l  23  Apr i l  2007  per iha l  Permohonan  Dana 

Talangan  ;

75. Bukt i  ap l i kas i  t rans fe r  Bank  Mandi r i  tangga l  24  

Apr i l  2007  sen i l a i  Rp.  3.300 .000 .000 , -  ( t i ga  

mi lya r  t i ga  ra tus  ju ta  rup iah )  kepada  Konsors ium  

Sarana  Jaya  ;

76. Daf ta r  nama pembebasan  tahap  5 (usu lan )  Tangga l  23 

Apri l  2007  yang  di tandatangani  oleh  Ir .  Sulaksono  

(Pimpro  Spta)  ;

77. Copy Rekening  Koran  No.  103- 00- 0100747- 1 atas  nama 

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

78. Sura t  Ketua  Konsors ium  SPTA tahap  I  No.  004 /  Keu-

SPTA-1  /  I I I  /  07  tanggal  12  Maret  2007  per iha l  

Penje lasan  Pengembal ian  Dana Talangan ;

79. 1  (sa tu )  ordner  Bukt i  Pengeluaran  Konsors ium  

Sent ra  Pr imer  Tanah Abang I  ;

80. Sura t  Badan  Pengawas  PD.  PSJ  Nomor  :  002  /  BP-

SRT /  VI I  /  06  tan ggal  5 Jul i  2006  per iha l  Laporan  

Perkembangan Perusahaan  Tahun 2005 ;

81. Pera t u ran  Gubernu r  Nomor  :  126  Tahun  2005  

t angga l  21  November  2005  ten tang  Pedoman 

Pembangunan SPTA ;

82. SK Direks i  PD.  PSJ DKI  Jakar ta  Nomor  :  042 /  2004  

tangga l  26  November  2004  ten tang  Pembentukan  Tim 

Pelaksana  Pembangunan  SPTA  Kotamadya  Jakar ta  
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Pusat  ;

83. Sura t  Di rek t u r  Utama  PD.  PSJ  Nomor  :  1246  /  

082 .85  tangga l  17 November  2006 per iha l  Penunjukan  

Person i l  Dewan Di reks i  pada Konsors ium  SPTA I  ;

84. SK D i r e k s i  PD.  PSJ  DKI  Jaka r t a  Nomor  :  080  /  

Tahun  2005  t a n g g a l  20  Ok t o be r  2005  t e n t a n g  

Pene t a p a n  besa r n y a  k ew a j i b a n  m i t r a  

i n v e s t o r  d a l a m  r a n g k a  k e r j a s a m a  pembangunan  

SPTA di  Jakar ta  Pusat  ;

85. SK Di r eks i  PD.  PSJ Nomor  :  035  /  2006  tangga l  6  

Sep tember  2006  ten tang  Pedoman  Pelaksanaan  

Pengembangan  SPTA berdasarkan  Ins t r uks i  Gubernur  

Nomor  161 Tahun 2004 ;

86.Sura t  Tugas  Di ru t  PD.  PSJ Nomor  :  1203  /  082.74  

tangga l  6 November  2006 ;

87.Surat  Dirut  PD. PSJ Nomor :  226 /  - 1.712  tanggal  15 Maret  

2007 per iha l  Hasi l  Keputusan  Rapat  ;

88. Sura t  Di ru t  PD.  PSJ  Nomor  :  077  /  - 1 .712  

tangga l  5 Februa r i  2007  pe r i h a l  pa r t i s i p a s i  PT.  

SPI  da l am Konso r s i um  SPTA Tahap 1 ;

89. Copy  SK  Gubernu r  No.  87  /  2006  t angga l  20 

Janua r i  2006  ten tang  Pembentukan  Tim Pengarah  dan  

Pelaksanaan  Pengembangan Pembangunan SPTA ;

90. Sura t  Undangan  Di ru t  PD.  PSJ  Nomor  :  221  /  

073 .55  tangga l  23  November  2006  kepada  PT.  

Ses i  Prope r t i  I ndones i a ,  Ke tua  Konso r s i um ,  

D i r e k t u r  Umum &  keuangan  PD.  PSJ ,  D i r e k tu r  

Pengembangan  PD.  PSJ,  Ka.  Uni t  Stud io ,  Pimpro  SPTA 

;

91.Buku  Rencana  Umum Pengembangan  dan  Pembangunan  

SPTA ;

92. No t u l e n  Rapa t  (K on s o r s i um  SPTA  t a h a p  I )  

t a n g g a l  28  Desembe r  2006  ;

93 . SK  D i r e k s i  PD .  PSJ  No .  084  /  Tahun  2006  

t a n g g a l  29  Desember  2006  ten tang  Penunjukkan  I r .  

Sja f rud i n  Kanani  untuk  diangka t  sebaga i  Manaje r  

Uni t  Perencanaan  dan  Pengembangan  PD.  PSJ Prov ins i  
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DKI  Jakar ta  ;

94. SK Direks i  PD.  PSJ No.  085 /  Tahun 2006  tangga l  29  

Desember  2006 tentang  Penunjukkan  I r .  Sulaksono  untuk  

diangkat  sebagai  Pimpro  SPTA;

95. Sura t  Undangan  Ketua  Konsors i um  Pengembangan  

SPTA I  Nomor  :  007  /  K- SPTA /  l  /  07  tangga l  25  

Januar i  2007 ;

96. Copy  SK  Gubernur  No.  2434  /  2005  tangga l  28  

Desember  2005  ten tang  Penetapan  Rencana  Ker ja  dan  

Anggaran  Perusahaan  (RKAP)  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  DKI  Jakar ta  Tahun 

2006 ;

97. Copy  SK  Gubernur  No.  2080  /  2006  tangga l  29 

Desember  2006  ten tang  Penetapan  Rencana  Ker ja  dan  

Anggaran  Perusahaan  (RKAP)  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  DKI  Jakarta  Tahun 

2007 ;

98. Copy  SK Gubernu r  No.  1826  /  2007  tangga l  28 

Desember  2007  t en t a ng  Rencana  Ker j a  dan  

Anggaran  Perusahaan  (RKAP)  Tahun  2008  

Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Sarana  Jaya  ;

99. 1 (sa tu )  odner  bukt i - bukt i  penge luaran  operas iona l  

Pembangunan SPTA Tahap- I  ;

 100. Buku  Kas  Konsors ium  bulan  Februar i  2007  s/d  bulan  

Juni  2007 ;

 101. Buku Kendal i  Bank Tahun 2007 Konsors ium SPTA I  ;

 102. Sura t  Di rek tu r  Adm dan  Keuangan  PD.  PSJ  No.  

0443  /  - 1.711.85  tanggal  29  Mei  2008  Per iha l  

Permohonan Berkas  AJB di  SPTA Tahap I ;

 103. Pernyataan  Direks i  PT.  Sesi  Propert i  Indonesia  tanggal  

12 Januari  2007 ;

 104.Sura t  Pernya taan  Pelan t i k an  Nomor  :  2393  /  

083.111  tangga l  14 Oktober  2004 tentang  pelant ikan  Ir .  

Boy Syamsir  Hakim sebagai  Dirut  PD. PSJ  ;

  105. No tu l e n  Rapa t  Lapo r an  P imp i n an  Proyek  SPTA 

kepada  Di rek tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

tangga l  15  Janua r i  2007  pe r i h a l  Pe laksanaan  
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Pembayaran  Tanah  /  Tanah  Bangun a n  Tanah 

Abang  J a k a r t a  Pusa t  o l e h  Konsors ium SPTA ;

 106. Notu len  Rapat  Laporan  Pimpinan  Proyek  SPTA kepada  

Direk tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  

29  Januar i  2 0 0 7  p e r i h a l  Pe l a k s a n a a n  

Pemba y a r a n  Ta h a p  I I  Tanah  /  Tanah  Bangunan  

Tanah Abang Jakar ta  Pusat  o leh  Konsors ium  SPTA I  ;

 107. Notu l e n  Rapa t  Lapo ran  P imp inan  Proyek  SPTA 

kepada  Di rek tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

tangga l  14  Februar i  2007  per iha l  Pelaksanaan  

Pembayaran  Tahap  I I I  Tanah  /  Tanah  Bangunan  Tanah  

Abang Jakar t a  Pusat  o leh  Konsors ium SPTA I  ;

 108.Notu len  Rapat  Laporan  Pimpinan  Proyek  SPTA kepada  

Di rek tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  tangga l  

08  Maret  2007  per iha l  Pelaksanaan  Pembayaran  Tahap  

IV  Tanah  /  Tanah  Bangunan  Tanah  Abang  Jakar t a  

Pusat  o leh  Konsors ium  SPTA I ;

109.Fo to  Copy Sura t  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  Set ia  Murn i ,  

SH. ,MH  kepada  Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

Nomor  :  67.11 /TS/NOT/2006  tangga l  21 November  2006  

per iha l  Perh i t ungan  Perk i r aan  Besarnya  Honorar i um  

Jasa  Notar i s  dan  PPAT dalam  Program  Pengembangan  

Sent ra  Pr imer  Tanah Abang Tahap I  (±  2,1  Ha)  ;  

 110. Foto  Copy  Sura t  Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  Boy  S.  Hakim  kepada  Notar i s  Rr .  Y.  Tut i ek  

Set ia  Murn i ,  SH,  MH Nomor  :  016 /  - 1.878  tangga l  12 

Januar i  2007  per iha l  Penunjukan  Notar i s  dan  PPAT 

untuk  Pengembangan  Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang Tahap 

I  ;

Nomor  Urut  1  s/d  No.  110  sebaga imana  te rsebu t  dalam 

daf ta r  barang  bukt i  dikembal i kan  kepada  Jaksa  Penuntu t  

Umum untuk  digunakan  dalam perkara  la i n  ;  

6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.  5.000 , -  ( l ima  r i bu  rup iah )  ;   

Membaca  putusan  Pengad i l an  Tingg i  Jakar t a  No.  

344  /  PID  /  2009  /  PT.DKI . ,  tangga l  17  Desember  2009  

yang  amar  lengkapnya  sebaga i  ber i ku t :
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- Mener ima  permin taan  band ing  dar i  Terdakwa  dan  

Penuntu t  Umum ;

- Menguatkan  putusan  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  

Pusat  Nomor  :  1071  /  Pid .B  /  2009  /  

PN.JKT.PST  tangga l  15  September  2009,  yang  

dimohonkan  band ing  te rsebu t  ;

- Memer in tahkan  Terdakwa te tap  di tahan  ;

- Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa 

dalam  dua  t i ngka t  Pengad i l an  yang  da lam 

t i ngka t  band ing  se jumlah  Rp.  2.500 , -  (dua  

r i bu  l ima  ra tus  rup iah )  ;

Menginga t  akan  akta  ten tang  permohonan  kasas i  

masing- masing  No.  04  /  Akta .P id  /  2010  /  PN.Jk t .Ps t . ,  

yang  dibua t  o leh  Pani te ra  pada   Pengadi l an  Neger i  

Jakar ta  Pusat  yang  menerangkan ,  bahwa  pada  tangga l  18  

Januar i  2010  dan tangga l  19 Januar i  2010  Jaksa/Penun tu t  

Umum dan  Terdakwa  te l ah  mengajukan  permohonan  kasas i  

te rhadap  putusan  Pengad i l an  Tingg i  te r sebu t  ;

Memperhat i kan  memor i  kasas i  masing- masing  tangga l  

20  Januar i  2010  dar i  Jaksa/Penun tu t  Umum sebaga i  

Pemohon  Kasas i  I  yang  di te r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  pada  tangga l  21 Januar i  

2010  dan tangga l  02 Februar i  2010  dar i  Terdakwa sebaga i  

Pemohon  Kasas i  I I  yang  te lah  di t e r ima  di  Kepani te raan  

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  pada  tangga l  02 

Februar i  2010 ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  putusan  Pengadi l an  Tingg i  

te rsebu t  te l ah   d ibe r i t a hukan  kepada  Jaksa /Penun tu t  

Umum pada  tangga l  06  Januar i  2010   dan  Terdakwa  pada  

tangga l  05  Januar i  2010  dan  Jaksa/Penun tu t  Umum ser ta  

Terdakwa  mengajukan  permohonan  kasas i  masing- masing  

pada  tangga l  18  Januar i  2010  dan  tangga l  19  Januar i  

2010  ser ta  memor i  kasas inya  te lah  di te r ima  di  

Kepani te r aan  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  masing-

masing  pada  tangga l  21  Januar i  2010  dan  tangga l  02  

Februar i  2010  dengan  demik ian  permohonan  kasas i  beser ta  
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dengan  alasan- alasannya  te l ah  dia j ukan  da lam  tenggang  

waktu  dan  dengan  cara  menuru t  undang- undang,  oleh  

karena  i t u  permohonan  kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  

d i t e r ima   ;

Menimbang,  bahwa alasan- a lasan  yang  d ia j ukan  oleh  

para  Pemohon  Kasas i  pada  pokoknya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

I . ALASAN-ALASAN  KASASI  JAKSA/PENUNTUT  UMUM 

SELAKU PEMOHON KASASI  I  :

Bahwa Judex  Fact i  Pengadi l an  Tingg i  Jakar ta  da lam 

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  te rsebu t  te l ah  

melakukan  kesa lahan  dalam  menerapkan  pera tu ran  hukum 

atau  menerapkan  pera tu ran  hukum  t i dak  sebaga imana  

mest inya ,  ya i t u  :

 Bahwa  perkara  t i ndak  pidana  korups i  atas  nama 

Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  adalah  perkara  

Tindak  Pidana  Korups i  yang  t i dak  te rp i sah  dar i  

perka ra  Tindak  Pidana  Korups i  atas  nama Terdakwa 

Boy Syamsi r  Hakim yang  dipe r i k sa  dan diad i l i  da lam 

berkas  perkara  te rsend i r i  /  te rp i sah ,  Maje l i s  

Hakim  t i ngka t  Pengadi l an  Neger i  dan  t i ngka t  

Banding  te lah  ke l i r u  menafs i r kan  /  menerapkan  

hukum,  ya i t u  keten tuan  Pasa l  15  Undang- Undang  

Nomor  31  Tahun  1999  sebaga imana  diubah  dan  

di t ambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20 Tahun  2001,  

yang  menyatakan  “ Set iap  orang  yang  melakukan 

percobaan,  pembantuan,  atau  permufakatan  jahat  

untuk  melakukan  t indak  pidana  korupsi ,  dip idana  

dengan pidana  yang sama sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  2,  Pasal  3,  Pasal  5 sampai  dengan  Pasa l  14” ,  

seh ingga  putusan  Pengad i l an  Tingg i  DKI  Jakar t a  

t i dak  mencerminkan  rasa  kead i l an  karena  Terdakwa  

Boy  Syamsi r  Hakim  dalam  putusan  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  dengan  nomor  :  

60/P id .B /2009 /PN.Jk t .Ps t .  d ipu tus  bersa lah  karena  

melakukan  perbua tan  Tindak  Pidana  Korups i  
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sebaga imana  dia tu r  dan  diancam pidana  dalam  Pasa l  

3  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebaga imana  

diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  Nomor  20 

Tahun  2001  dengan  p idana  pen ja ra  se lama  2  (dua)  

tahun  6 (enam)  bu lan  ;

 Dengan  memperhat i kan  hal - ha l  sebaga imana  kami  

ura i kan  d i  atas ,  seharusnya lah ,  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  yang  memer iksa  

perkara  in i ,  menafs i r kan  /  menerapkan  hukum,  ya i t u  

keten tuan  Pasal  15  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  

1999  sebaga imana  diubah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  karena  Pasal  

tersebut  sudah  sesuai  dengan  kesadaran  hukum dan 

perasaan  hukum dalam masyarakat ,  kebutuhan  hukum 

warga  masyarakat ,  ni la i - ni la i  hukum  dan  rasa  

keadi lan  yang hidup dalam masyarakat  ;           

I I . ALASAN-ALASAN  KASASI  TERDAKWA  SELAKU 

PEMOHON KASASI  I I  :

ALASAN PERTAMA

JUDEX FACTI  NYATA-NYATA SALAH MENERAPKAN HUKUM IN  

CASU KETENTUAN PASAL 32  UNDANG-UNDANG NO.  31  TAHUN 

1999  JO  UNDANG-UNDANG NO.  20  TAHUN 2001  TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  TAHUN 1999 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1. Pada  al i nea  ket i ga  halaman  84  h ingga  al i nea  kedua  

halaman  85 Putusan  Pengad i l an  Neger i  yang  kemudian  

diambi l  a l i h  o leh  Maje l i s  Hak im  Pengad i l a n  

T i n gg i ,  Ma je l i s  Hak im  Pengad i l a n  T i ng g i  

member ikan  per t imbangan  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa di  da lam pen je lasan  Undang- Undang  

Nomor  31  Tahun  1999  menyatakan  :  Keuangan  negara  

merupakan  se lu ruh  kekayaan  negara  dalam  bentuk  

apapun,  ba ik  yang  d i p i s a h k an  a tau  yang  t i d a k  

d i p i s a h k a n ,  t e rmasuk  sega l a  bag ian  kekayaan  

negara  dan  sega la  hak  dan  kewaj i ban  yang  t imbu l  

karena  :
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- Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  

per tanggung  j awaban  pe j a ba t  l embaga  

nega ra ,  ba i k  d i  t i n g k a t  pusa t  maupun  

daerah  ;

- Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan  dan  

per tanggung  j awaban  Badan  Usaha  Mi l i k  

Negara  /  Badan  Usaha  Mi l i k  Daerah ,  

Yayasan,  Badan Hukum dan  perusahaan  yang  

menye r t a k a n  moda l  nega r a  a t a u  

Pe r u s a h a a n  y a n g  menyer takan  modal  

p ihak  ket i ga  berdasarkan  per j an j i a n  

dengan Negara  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  Undang- Undang  Nomor  :  17  

Tahun  2003  t e n t a n g  Keuangan  Nega r a  da l am  

Pasa l  1  angka  1  dika takan  bahwa Keuangan  Negara  

ada lah  semua hak  dan  kewaj i ban  Negara  yang  dapat  

d in i l a i  dengan  uang  ser ta  sega la  sesua t u  ba i k  

be r upa  uang  maupun  ba rang  yang  dapa t  d i  

j ad i k an  menjad i  mi l i k  Negara  berhubung  dengan  

pe laksanaan  Hak dan Kewaj iban  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  berdasa rkan  fak ta  hukum  yang  

te rungkap  d i  pers i dangan  perbua tan  BOY SYAMSIR 

HAKIM  se laku  Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

(PD.  PSJ)  yang  memer in tahkan  Di rek tu r  Admin is t r a s i  

dan  Keuangan  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  ya i t u  

Terdakwa  ENDANG  SRI  WIDYASTUTI  se laku  Ketua  

Konsors ium  Proyek  Sent ra  Proyek  Tanah  Abang  I  

untuk  mengeluarkan  Dana  dar i  Kas  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  sebaga i  Dana  Ta langan  guna  

kepen t i n gan  Konsors i um  ya i t u  untuk  pembebasan  

lahan  sebesar  Rp.  16.378 .300 .000 , -  (enam  belas  

mi lya r  t i ga  ra tus  tu juh  pu luh  de lapan  ju ta  t i ga  

ra tus  r i bu  rup iah )  yang  d ike lua rkan  secara  

ber tahap  :

1. Tangga l  12  Januar i  2007  sebesar  Rp.  

3.678 .300 .000 , -

2. Tangga l  13  Januar i  2007  sebesar  Rp.  
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4.100 .000 .000 , -  

3. Tangga l  07  Maret  2007  sebesar  Rp.  

5.300 .000 .000 , -

4. Tangga l  23  Maret  2007  sebesar  Rp.  

3.300 .000 .000 , -

Menimbang,  bahwa uang  te rsebu t  merupakan  uang  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  yang  penge lua r annya  

t i d a k  ada  i j i n  dar i  Gubernur  DKI  Jakar ta ,  bahkan  

ada  dana  yang  sebesar  Rp.  3 .500 . 0 00 . 0 0 0 , -  yang  

seha ru sn ya  d i baya r k an  kepada  saks i  Drs .  H.  

Budihar j o  sebaga i  sa lah  satu  pemi l i k  lahan  yang  

di b e b a s k a n ,  t e r n y a t a  m e s k i p u n  B u d i h a r j o  

s u d a h  menandatangan i  pener imaan  uang  sebesar  Rp.  

3.500 .000 .000 , -  te tap i  yang  bersangku tan  hanya  

mener ima  Rp.  500.000 .000 , -  ka r e n a  yang  Rp .  

3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  d i b a y a r k a n  me l a l u i  reken ing ,  

te tap i  sampai  saat  in i  t i dak  pernah  dik i r im  ke  

Rekening  Bud i ha r j o ,  bahkan  t e l a h  t e r b u k t i  uang  

Rp.  3 .000 . 0 00 . 0 0 0 , t e r s e bu t  se t e l a h  d i c a i r k a n  

o l eh  Sdr .  Rudy  Yuwono  dan  Sr i  Les t a r i  

d i s e r a h k a n  kepada  BOY SYAMSIR  HAKIM  me la l u i  

Sop i r n y a  ya ng  be r n ama  He r i a n s y a h ,  dan  ha l  

t e r s e b u t  sepengetahuan  Terdakwa ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  

d i  atas ,  maka  unsu r  merug i k a n  Keuangan  Nega ra  

t e l a h  t e r p e nuh i  karena  uang  se jumlah  Rp.  

3.000 .000 .000 , -  te rsebu t  ada lah  merupakan  dana  

ta langan  se jumlah  Rp.  16.378 .300 .000 , -  yang  

dike lua r kan  Terdakwa  untuk  kepent i ngan  pembebasan  

tanah  yang  akan  d i gunakan  sebaga i  l a han  

Pembangunan  Sen t r a  Pr imer  Tanah  Abang,  Dana  

Talangan  te rsebu t  d i  ke lua rkan  dar i  Kas  PD  .  

Pembangunan  Sarana  Jaya  mi l i k  Pemer in tah  Daerah  

Khusus  ibu  Kota  Jakar ta  yang  bera r t i  sebaga i  

Keuangan mi l i k  Negara  ;

2. Bahwa  Per t imbangan  hukum  Judex  Fact i  a  quo  

diu ra i kan  di  atas  ber ten tangan  dengan  Sura t  
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Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  I b u k o t a  

Jaka r t a  Nomor  1287  Tahun  2008  t e n t a n g  

Pengesahan  Laporan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Tahun  2007  yang  menunjukkan  t i dak  

adanya  kerug ian  yang  dider i t a  oleh  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya,  in  casu  dalam  but i r  KEDUA yang  

menyatakan  :

"Membebaskan  tanggung jawab  Di reks i  dan  Badan  

Pengawas  Pe ru sahaan  Dae rah  Pembangunan  

Sa rana  Jaya  Prov i n s i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  te rhadap  Laporan  Hasi l  Audi t  Kepatuhan  

dan  Pengenda l i an  In te ren  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  Tahun  Buku  2007  sepan jang  yang  

d i l a po r kan  Di reks i  dan  men j a d i  mate r i  

l a p o r a n  pemer i k s a a n  sebaga imana  Laporan  

Hasi l  Audi t  Audi to r  Independen  Kanto r  Akuntan  

Publ i k  Hador i  &  Rekan  (Reg is t e r ed  Publ i c  

Accountan t )  d imaksud ,  ser ta  t i dak  ber ten tangan  

dengan keten tuan  pera tu ran  perundang undangan.  "

3. Bahwa  untuk  perkara  t i ndak  pidana  korups i  atas  

nama  Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  sampa i  

dengan  saa t  i n i  be lum  ada  has i l  aud i t  da r i  BPK 

maupun  BPKP yang  menya takan  p royek  SPTA  dapat  

merug ikan  negara  atau  perekonomian  negara .  In  casu  

dipe r t anyakan ,  "Dar imana  sumbernya  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  dapat  mengatakan  

bahwa proyek  SPTA dapat  merug i kan  keuangan  negara  

a tau  perekonomian  negara? "  Oleh  karena  keten tuan  

ten tang  dapat  merug ikan  keuangan  negara  atau  

perekonomian  negara  harus  benar - benar  dapat  

d ibuk t i k an  dengan  has i l  pemer i ksaan  yang  di l akukan  

oleh  BPK  maupun  BPKP  sebaga i  dasa r  un t u k  

menya t a k an  bahwa  pe r bua t a n  Te rda kwa  dapa t  

merug ikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  Negara  

;
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4 . Bahwa  sebaga i  re f e r e n s i  mengena i  penger t i a n  

ke rug i a n  negara ,  maka  perkenankan lah  kami  

menyampaikan  per t imbangan  Maje l i s  Ha k i m  d a l a m 

p u t u s a n  p e r k a r a  B a n k  Man d i r i  Nomo r  :  2068 

/  Pid .B  /  2005  /  PN.JKT.SEL  mengenai  kerug ian  

negara  ya i t u  :

"Untuk  mengana l i sa  apakah  te lah  te r j ad i  kerug ian  

negara  atau  t i d a k ,  ha r u s  d i l i h a t  

de f i n i s i n y a  yang  sa y a ng n y a  t i d a k  

d i j e l a s k a n  da l am  Undang - Undang  Nomor  31  

Tahun  1999 .  Untuk  i t u ,  Maje l i s  menggunakan  

de f i n i s i  " ke r ug i a n  nega ra "  da lam Pasa l  1 but i r  

22  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  t e n t a n g  

P e r b e n d a h a r a a n  Ne g a r a ,  y a i t u  :  

" K e r u g i a n  Negara  /  Daerah  ada lah  kekurangan  

uang,  sura t  berharga ,  dan  ba r ang ,  yang  nya t a  

dan  pas t i  j um l a h n y a  sebaga i  ak i b a t  perbua tan  

melawan hukum baik  senga ja  maupun la l a i . "  ;

Ma j e l i s  j u g a  men i l a i  ka t a  " d a p a t "  da l am  

unsu r  " d a p a t  merug ikan  keuangan  negara"  sudah  

saatnya  dihapuskan .  Pasa l n y a ,  me la l u i  

ke r j a s ama  l i n t a s  d i s i p l i n  i l m u  sepe r t i  

Akun tans i ,  Kompute r  a tau  A la t  Komun ikas i  

l a i n n y a ,  sudah  t i dak  su l i t  lag i  untuk  

membukt i kan  adanya  kerug ian  Negara  ;

Maka ,  Maje l i s  be r pendapa t  kerug i an  negara  

harus l ah  kerugian  yang benar- benar  nyata ,  sudah  

ter j ad i  dan je las  berapa  jumlahnya ;

5. Bahwa  di  da lam  pen je lasan  Pasal  32  UU  PTPK 

dinya takan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kerugian  

keuangan negara  adalah  kerug ian  yang  sudah dapat  

d ih i t ung  jumlahnya  berdasarkan  has i l  t emuan 

ins t ans i  yang  berwenang  a tau  akuntan  pub l i k  

yang di tun juk  ;

6 . Bahwa  menuru t  seo rang  Guru  Besar  d i  B idang  

Hukum,  Prof .  Dr .  Eddy  Mulyadi  Soepardi ,  M.M. ,  

S.E.  Ak,  dalam  ceramahnya  yang  mengetengahkan  
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judu l  "Memahami  Kerug ian  Negara  Sebaga i  Salah  Satu  

Unsur  T indak  P idana  Korups i "  d i  Un ive r s i t a s  

Pakuan  Bogor  t a n g g a l  24  J a n u a r i  200 9 ,  bahwa 

i n s t a n s i  be r w e n a n g  y a n g  d i m a k s u d k a n  h a r u s  

meng a c u  p a d a  b e b e r a p a  k e t e n t u a n  perundang -

undangan  yang  ber l a k u ,  maka  sekurang- kurangnya 

t i ga  ins t ans i  mempunyai  kewenangan  d imaksud ,  

yakn i  BPK,  BPKP,  dan  Inspektora t  baik  di t ingkat  

pusat  maupun daerah  ;

ALASAN KEDUA  

JUDEX FACTI  TELAH NYATA-NYATA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 

37  AYAT (1)  UNDANG-UNDANG NO.  31  TAHUN 1999  JO 

UNDANG-UNDANG NO.  20  TAHUN 2001  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN 

TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1 . Bahwa  PEMOHON KASASI  t i d a k  sependapa t  dan  

ka r e nan ya  kebera tan  pen i l a i a n  Judex  Fact i  

menyatakan  :

"Bahwa  pember ian  dana  ta l angan  o leh  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  kepada  Konso r s i um  

t i d a k  t e rma su k  da l am  RAKP  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  dan  Pember i an  dana  Ta langan  o leh  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  kepada  Konsors i um  

ber ten tangan  dengan  Kepu t u s a n  Gube r n u r  DKI  

Ja ka r t a  No .  2080  /  2006  te r t a ngga l  29  

Desember  2006  ten t ang  pene tapan  Rencana  Ker j a  

dan  Anggaran  Perusahaan  tahun  2007,  yang  mana  

untuk  melaksanakan  Ins t r uks i  Gubernur  No.  161  

Tahun  2004  tangga l  27  Oktober  2004  di rencanakan  

Ins t r u ks i  b iaya  pembangunan  proyek  sebesa r  Rp.  

341 .540 .000 , -  dan  tanpa  i j i n  Gubernu r  DKI  

Jaka r t a  dan  tanpa  perse tu j uan  Badan  Pengawas  PD.  

PSJ"  ;

2. Bahwa  sesungguhnya  konsta tas i  Judex  Fact i  yang  

demik ian  t i dak  sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum 

yang  dipe ro leh  dar i  kete rangan  saks i  Boy.  S.  Hakim 
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(mantan  Di rek tu r  Utama  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya)  maupun  bukt i - bukt i  yang  dia j ukan  PEMOHON 

KASASI  bersamaan  dengan  Pledo i  yang  dia j ukan  oleh  

Kuasa  Hukum  untuk  membukt i kan  dal i l - da l i l  

pembelaannya ,  ya i t u  :

a. Ins t r u ks i  Gubernur  Nomor  161  Tahun  2004  

ten tang  Pembangunan  Sen t r a  Pr ime r  

Tanah  Abang  Ke l u r a h a n  Kampung  Bal i ,  

Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  Jakar ta  

Pusat  ;

b . Pera t u r a n  Gubernu r  Prov i n s i  Dae rah  

Khusus  I b u k o t a  J a k a r t a  Nomo r  12 6 

Tahu n  20 0 5  t e n t a n g  Pedoman 

Pembangunan Sent ra  Pr imer  Tanah Abang ;

c . Kepu tu san  Gubernu r  Prov i n s i  Daerah  

Khusus  I bu ko t a  J a k a r t a  t e n t a n g  

Pemben t u k a n  T im  Pen g a r a h  d a n 

Pelaksanaan  Pengembangan  Pembangunan  

Sent ra  Pr imer  Tanah Abang ;

d. Ins t r u ks i  Wal iko tamadya  Jakar ta  Pusat  

Nomor  211  Tahun  2006  t en t a ng  

Pe lak sanaan  Sos i a l i s a s i  dan 

I n ven t a r i s a s i  Lahan  dan  Bangunan  Yang 

Terkena  Pengembangan  Sent ra  Pr imer  Tanah  

Abang Seluas  2,1  Ha d i  Kelu rahan  Kampung 

Bal i  Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  

Jakar ta  Pusat  ;

e . Kepu t u san  D i r e k s i  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sa r ana  Jaya  Dae r ah  

Khusus  I b u k o t a  Jaka r t a  Nomor  0 3 5  /  

Ta h u n  2 0 0 6  t e n t a n g  Pe d oman 

Pe l a k s a n a a n  Pengembangan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  Berdasarkan  Ins t r u ks i  

Gubernur  No.  161 Tahun 2004 ;

f . Bukt i  Penge lua ran  Konsors i um  Sent ra  

Pr imer  Tanah  Abang 1  Nomor  52  Tahun 

Anggaran  2007 ber tangga l  30 Apr i l  2007 ;
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g . Kw i t a n s i  /  t a n da  t e r i m a  pembaya r a n  

yang  d i t e r b i t k a n  Konsors i um  Sen t r a  

Pr imer  Tanah  Abang- 1  ber t a ngga l  30  

Apr i l  2007  untuk  pembayaran  uang  muka 

pembebasan  6  pe r s i l  t a n a h  /  ban g u n a n  

s e l u a s  1 . 0 6 1  M²  a t a s  nama 

Budhyard jo  sen i l a i  Rp.  3.000 .000 .000 , -  

(T iga  Mi lya r  Rupiah)  ;

h . Memo  I n t e r e n  Nomor  Dokumen  :  

PDPSJ /FM /MRI / 2 0  ber tangga l  11  Januar i  

2007  dar i  Pimpinan  Proyek  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  ( I r .  Sulaksono)  kepada  

Di rek tu r  Utama  PD.  PSJ  (Boy  S.  Hak im)  

per i h a l  Permohonan  Perse t u j u an  Dana ;

i . Memo In te ren  ber tangga l  05  Februar i  2007  

dar i  Pimpinan  Proyek  Sent ra  Pr imer  Tanah  

Abang  ( I r .  Sulaksono)  kepada  Di rek tu r  

Utama  PD.  PSJ  (Boy  S.  Hakim)  per iha l  

Permohonan Perse tu j uan  Dana ;

j . Sura t  Di rek tu r  Utama  PD.  Pembangun 

Sarana  Jaya  Boy  S.  Hakim  Nomor  429  /  

- 1.922 .2  ber tangga l  14  Mei  2007  kepada  

Ke tua  Badan  Pengawas  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  per i ha l  Penje lasan  Atas  

Sura t  Teguran  Badan  Pengawas  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

k . Laporan  Audi to r  Independen  atas  Laporan  

Keuangan  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  dan 

Anak  Perusahaan  untuk  tahun- tahun  yang  

berakh i r  pada  tangga l  31  Desember  2007  

dan  2006 ,  yang  d ibua t  o l eh  Kan to r  

Akun tan  Pub l i k  HLB  Hadon i  &  Rekan,  

Nomor  021  /  LA- PD  PSJ  /  I I I  /  08 ,  

ber t angga l  25 Maret  2008 ;

l . Sura t  Nomor  0338  /  078.6  ber tangga l  28 

Apr i l  2008  dar i  Pl t .  D i r e k t u r  U tama 

PD .  Pembangunan  Sa r a n a  Ja y a  I r .  
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Ind r i y an to ,  MM per iha l  Laporan  Audi to r  

Independen  atas  Laporan  Keuangan  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

m. Sura t  Badan  Pengawas  PD.  Pembangunan  

Sarana  Jaya  Nomor  011  /  BP- SRT /  IV  /  

2008  ber t angga l  Apr i l  2008  kepada  P l t .  

D i r e k t u r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ha l  Has i l  Aud i t  Laporan  Keuangan  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  Tahun  Buku 

2007 ;

n . Lemba r  D i s p o s i s i  /  Ca t a t a n  Bada n 

Peng awas  PD .  Pembangunan  Sa rana  

Jaya  be r t a n g g a l  29  Ap r i l  2008  

mengenai  Hasi l  Audi t  Laporan  Keuangan  

PD.  Sarana  Jaya  Tahun Buku 2007 ;

o . Kepu tu san  Gubernu r  Prov i n s i  Daerah  

Khusus  I bu ko t a  Jakar ta  Nomor  1287  /  

2008  ten tang  Pengesahan  Laporan  Keuangan  

Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Sarana  

Jaya  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  Tahun  2007,  yang  te l ah  je l as  

menyatakan  bahwa :

a. Dana  ta langan  te rsebu t  merupakan  pin j aman  

yang  d ibe r i k a n  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

t e r hadap  pihak  Konsors ium  berdasarkan  

Keputusan  Di reks i  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Daerah  Khusus  

I b u k o t a  Jaka r t a  Nomor  035  /  Tahun  2006  

ten tang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengembangan  

Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang  berdasa rkan  

Ins t r u k s i  Gubernu r  No.  161  Tahun  2004  yang  

akan  dikembal i kan  sete lah  proyek  te rsebu t  

ber ja l an  ;

b. Proyek  SPTA  merupakan  proyek  khusus  

berdasarkan  Ins t r uks i  Gubernur  No.  161  Tahun  

2004  tangga l  27  Oktober  2004,  seh ingga  

mengenai  anggaran  yang  dipe rgunakan  te rhadap  
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proyek  te rsebu t  t i dak  te rmasuk  di  da lam RAKP 

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  yang  men g a t u r  

t e n t a n g  A n g g a r a n  K e u a n g a n  PD .  

Pembangunan  Sarana  Jaya  seca r a  umum 

seh i ngga  dana  ta langan  yang  diber i kan  kepada  

Konsors ium  t i dak  memer lukan  perse tu j uan  dar i  

Badan Pengawas PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

c . Ruan g  l i n g k u p  k e g i a t a n  Pembang u n a n  

SPTA  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam  Pasal  5 

Pera tu ran  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar t a  N omo r  1 2 6  T a h u n  2 0 0 5 

t e n t a n g  P e d om a n  Pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah Abang ada lah  :

1) Pengadaan  Tanah ;

2) Perencanaan  dan Per i j i n an  ;

3) Inves tas i  dan Ker jasama ;

3. Bahwa  dengan  demik ian  untuk  dapat  merea l i sas i k an  

Ins t r u ks i  Gubernur  Nomor  161  Tahun  2004  ten tang  

Pembangunan  Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang  Kelu rahan  

Kampung  Bal i ,  Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  

Jakar ta  Pusat  yang  di tu j ukan  kepada  Di rek tu r  U t ama 

Pe r u s a h a a n  Dae r a h  Pembanguna n  Sa r a n a  J a y a ,  

d i k e l u a r k a n l a h  keb i j a k a n  penggunaan  dana  

t a l a n gan  be rupa  pin jaman  yang  berasa l  dar i  dana  

mi l i k  PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  ;

4 . Bahwa  Berdasa r kan  ura i a n - ura i a n  PEMOHON KASASI  

d i  a tas ,  te l ah  je l as  bahwa Judex Fact i  sama seka l i  

t i dak  pernah  mempert imbangkan  bukt i - bukt i  PEMOHON 

KASASI ,  seh ingga  member ikan  putusan  yang  ke l i r u  

dan  je l as - je l as  te l ah  merug ikan  PEMOHON KASASI .  

Bahkan  d ian ta ra  bukt i - bukt i  yang  dia jukan  PEMOHON 

KASASI  dalam pers idangan  te rdapa t  bukt i - bukt i  yang  

membuk t i k a n  da l i l - da l i l  PEMOHON  KASASI  

t e n t a n g  t i d a k  ter j ad inya  kerugian  pada  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  ket i ka  pembebasan  t a nah  

Proyek  SPTA Tahap  I  d i l a k s a n a k an  o l e h  PEMOHON 

KASASI .  Adapun  bukt i - bukt i  d imaksud  adalah  temasuk  
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namun t i dak  te rba tas  pada :

a. Laporan  Audi to r  Independen  atas  Laporan  Keuangan  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  dan  Anak  Perusahaan  

untuk  tahun - tahun  yang  berakh i r  pada  tangga l  

31  Desember  2007  dan  2006 ,  yang  d i bua t  o l eh  

Kan to r  Akun t an  Pub l i k  HLB  Hadoni  &  Rekan,  

Nomor  021  /  LA- PD PSJ /  I I I  /  08,  ber tangga l  25  

Maret  2008,  dan ;

b. Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  1287  /  2008  ten tang  

Pengesahan  Laporan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov i n s i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Tahun 2007 ;

5.  Padaha l ,  per iha l  penga juan  bukt i  ada lah  hak  

Terdakwa  in  casu  PEMOHON KASASI ,  t i dak  hanya  

kewaj i ban  Jaksa  Penuntu t  Umum untuk  membukt i kan  

dal i l - da l i l  dakwaannya  sebaga imana  d ia tu r  da lam 

keten tuan  Pasal  37  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  31  

Tahun  1999  Jo  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  

Tentang  Perubahan  A t a s  Und a n g - Und a n g  Nomo r  

3 1  T a h u n  1 9 9 9  T e n t a n g  Pembe r a n t a s a n  T i n d a k  

P i d a n a  Ko r u p s i ,  yang  be r b u n y i  :  " Terdakwa 

mempunyai  hak  untuk  membukt ikan  bahwa ia  t idak  

melakukan t indak  pidana korupsi"  ;

ALASAN KETIGA  

JUDEX  FACTI  TELAH  NYATA-NYATA  MELANGGAR HUKUM 

PEMBUKTIAN,  IN  CASU KETENTUAN PASAL 183 KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA ;

1. Bahwa  PEMOHON  KASASI  t i dak  sependapat  dan 

kebera tan  dengan  pen i l a i a n  Judex  Fact i  yang  

menyatakan  :

"Bahwa  uang  Rp .  3 .000 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  t e r s e b u t  

t e r n y a t a  pada  tangga l  30  Apr i l  2007  pada  saat  

saks i  Rudi  Yuwono,  SH menandatangan i  penca i ran  

langsung  kemudian  memasukan  ke  dalam  reken ing  

saks i  Rudi  Yuwono,  SH send i r i  atas  per in t ah  
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Terdakwa Endang Sr i  Widastu t i ,  dan bersama saks i  

Sr i  Lesta r i ,  RUDY YUWONO,  SH mencai r kan  dana  

te rsebu t  dan  langsung  menyerahkannya  kepada  

saks i  Boy  S.  Hakim  mela lu i  Sopi rnya  ya i t u  

Her iansyah  yang  dipe r i n t ahkan  BOY SYAMSIR HAKIM 

me la l u i  t e l e p h o ne  menyu ruh  Her i a n s y a h  

membawa  uang  te rsebu t  ke  Hote l  Karya  di  J l .  

Jaksa"  ;

2. Bahwa  sesungguhnya  konsta tas i  Judex  Fact i  yang  

demik ian  t i dak  sesua i  dengan  ke te r angan  saks i  Sr i  

Les ta r i  mengena i  k rono l og i s  r i nc i  penca i ran  dan 

al i r an  uang  Rp.  3.000 .000 .000 ,00  ( t i g a  mi lya r  

rup iah )  te rsebu t  sebaga imana  te rdapa t  d i  da lam 

halaman  30  a l i nea  kedua  but i r  per tama  Putusan  

Judex  Fact i  yang  menyatakan  :

"Pada  tangga l  30  Apr i l  2007 ,  sek i t a r  puku l  

09 .00  WIB  saks i  d i a j a k  o l e h  Pak  Rud i  

Yuwono  un t u k  menca i r k a n  dana  konsors ium  d i  

BRI  Cabang  Tanah  Abang  dan  pada  saat  i t u  Pak  

Rud i  menga takan  :  'S r i  t o l o ng  bukakan  cek  

sebesa r  3  mi l y a r  untuk  pembayaran  uang  muka 6  

pers i l  atas  nama  Budihard j o ,  yang  akan  

dibayarkan  langsung  oleh  Pak  Boy ’ ,  kemudian  

saks i  be r t a n ya  kepada  Pak  Rud i  Yuwono "be r apa  

nomor  reken i ng  Pak  Bud iha r d j o " ,  l a l u  Pak  

Rud i  Yuwono  menga takan  ' t i d a k  usah,  paka i  

nomor  reken ing  saya  sa ja '  ;

3. Bahwa kemudian  berdasa rkan  ke te rangan  saks i  Sr i  

Les ta r i  yang  juga  menguatkan  kete rangan  Terdakwa 

yang  menyatakan  :

"Bahwa  Terdakwa  t i dak  pernah  memer in tahkan  

kepada  Rudi  Yuwono  un tuk  menca i r k a n  cek  

sebesa r  Rp.  3  Mi l y a r ,  yang  benar ,  bahwa 

Terdakwa  memer in t a h kan  un tuk  pembayaran  uang  

sebesar  Rp.  3  mi lya rd  kepada  Pak  Budhyard jo  

karena  Terdakwa  sudah  mener ima  t anda  t e r ima  

sebe l umnya .  Saya  merasa  sesua i  dengan  g i r o -
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g i r o  yang  l a i n  supaya  d i p r o s e s  sesua i  dengan  

prosedur "  ;

4 . Bahwa akan  te t a p i ,  kesaks i a n  saks i  Rud i  Yuwono 

sepe r t i  yang  te rdapa t  juga  pada  halaman 56 a l i nea  

keempat  yang  menyatakan ,  "Bahwa  proses  penca i r a n  

dana  te r sebu t  ada lah  sebaga i  ber i k u t :  Sete l ah  

ada  per i n t a h  dar i  Terdakwa  Endang  Sr i  Widys tu t i  

se laku  Ke t u a  Kons o r s i u m ,  s a k s i  

d i p e r i n t a h k a n  un t u k  mengu r u s  penge lua r an  

uang  sen i l a i  Rp.  3  Mi l ya r  un tuk  kepen t i n gan  

proyek  dengan  pembayaran  mela lu i  Pak Boy S.  Hakim.  

Sete lah  gi ro  d i t anda t angan i  o leh  saks i  dan  

Terdakwa  Endang  Sr i  Widys tu t i  d i  ho te l  Mi l i n i um  

ka rena  saa t  i t u  Terdakwa  sedang  ada  t amu  da r i  

Pemda DKI  Jakar t a ,  kemudian  untuk  mencai r kan  uang  

Rp.  3  Mi lya r  dalam  bentuk  gi ro  harus lah  te r l eb i h  

dahu lu  ada  ala t  bantu  berupa  pembukaan  reken i ng  

tabungan  yang  a tas  se i j i n  Terdakwa  Endang  Sr i  

Widystu t i  d ibuka  oleh  Bendahara  atas  nama  saks i  

pada  har i  penca i r a n  i t u  j u ga ,  dan  se te l a h  Gi r o  

d i c a i r k a n  masuk  ke  buku  tabungan  te rsebut ”  ;

5 . Bahwa baga imanak ah  mungk i n  sak s i  Rud i  Yuwono 

dapa t  member i k an  nomor  reken i n g  kepada  saks i  

Sr i  Les t a r i  un tu k  keper l uan  penca i ran  gi ro  

sebesar  Rp.  3.000 .000 .000 , -  (T iga  Mi lya r  Rupiah) ,  

sementa ra  menuru t  saks i  Rudi  Yuwono  reken ing  

te rsebu t  be lum  ada  te tap i  baru  akan  d ibuka  untuk  

keper l uan  penca i ran  gi ro  sebesar  Rp.  

3.000 .000 .000 , -  sesua i  kete rangan  saks i  Rudi  

Yuwono  send i r i  da lam  kesaks iannya  sebaga imana  

te rsebu t  d i  atas  ? ;

6. Bahwa oleh  karenanya  keterangan  saksi  Rudi  Yuwono 

yang t idak  masuk akal  tersebut  sangat  bertentangan  

dengan  keterangan  saksi  Sri  Lestar i  (Bendahara)  

dan  t idak  ada  keterangan  saksi  yang  la in ,  sela in  

i tu  juga  t idak  ada  satu  bukt i  pun  yang 

mendukungnya  se r t a  be r t e n t a n g a n  dengan 
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p r o s e du r  pembayaran  uang  penggant i an  kepada  

warga  yang  tanahnya  te r kena  Proyek  SPTA 

sebaga imana  penje lasan  saks i  Sr i  Lesta r i  yang ada 

pada  halaman 29  al inea  kesepuluh  yang  menyatakan ,  

"Bahwa sepenge t ahuan  saks i ,  se t i a p  pembayaran  

uang  k e p a d a  w a r g a  t a n a h n y a  t e r k e n a  

P r o y e k  S P TA ,  pendist r ibus iannya  secara  

langsung kepada pemil ik  tanah,  t idak  pernah  secara  

tunai  (masuk  rekening  pemil ik  tanah) ,  …”,  o leh  

sebab  i t u  ke te r angan  saks i  Rud i  Yuwono  sama 

seka l i  harus  di to lak  ;

7. Bahwa  PEMOHON  KASASI  t i dak  sependapat  dan 

kebera tan  dengan  fak ta  hukum  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  d idasarkan  pada  

kesaks ian  Rudi  Yuwono,  SH.  pada  halaman  56  a l i n ea  

ke t i ga  yang  menyatakan  :  "Bahwa  Benar  ada  uang  

sebesa r  Rp.  3 .160 .000 .000 , -  masuk  ke  reken i ng  

tabungan  a tas  nama  saks i  yang  be ra s a l  da r i  

r e k en i n g  konso r s i um ,  yang  kemud i an  uang  

te rsebu t  d ica i r k an  Rp.  3  Mi lya r  sesua i  per in t ah  

Terdakwa  Endang  Sr i  Widystu t i  dan  s isanya  masih  

ada di  da lam reken ing  te rsebu t "  ;

8 . Gi r o  yang  d i c a i r k a n  un tu k  kepe r l u a n  membaya r  

uang  muka  kepada  saks i  Budhya rd j o  ada l ah  

sebesa r  Rp.  3 .000 . 0 00 . 0 00 , -  seper t i  kete rangan  

saks i  Sr i  Lesta r i  pada  halaman  30  al i nea  kedua  

but i r  per tama  Putusan  Pengad i l an  Neger i  yang  

menyatakan  :

"Pada  tangga l  30 Apr i l  2007,  sek i t a r  puku l  09.00  

WIB  saks i  d ia jak  oleh  Pak  Rudi  Yuwono  untuk  

mencai r kan  dana  konsors i um  di  BRI  Cabang  Tanah  

Abang  dan  pada  saa t  i t u  Pak  Rud i  mengatakan  :  

"Sr i  to long  bukakan  cek  sebesar  3  mi lya r  untuk  

pembayaran  uang  muka  6  pe r s i l  a ta s  nama 

Bud i ha r d j o ,  yang  akan  d i ba ya r k a n  l angsung  

o leh  Pak Boy" ,  kemud ian  saks i  be r t a n ya  kepada  

Pak  Rud i  Yuwono  "be r a p a  nomor  r e k en i n g  Pak  
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Bud i h a r d j o ” ,  l a l u  Pak  Rudi  Yuwono  mengatakan  

“ t i d ak  usah,  paka i  nomor  reken ing  saya  sa ja "  ;

yang  kemudian  juga  dikua tkan  oleh  kete rangan  

Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas t u t i  yang  t e r d apa t  

pada  ha l aman  66  a l i n e a  pe r t ama  Putusan  Judex  

Fact i  yang  menyatakan  :  

"Bahwa  Terdakwa  t i d a k  pe rnah  memer i n t a h k an  

kepada  Rud i  Yuwono untuk  mencai r kan  cek  sebesar  

Rp.  3  Mi lya rd ,  yang  benar ,  bahwa  Terdakwa  

memer in tahkan  untuk  pembayaran  uang  sebesar  Rp.  

3  mi lya rd  kepada  Pak  Budhyard jo  karena  Terdakwa  

sudah  mener ima  tanda  te r ima  sebe lumnya.  Saya  

merasa  sesua i  dengan  gi ro - gi ro  yang  la i n  supaya  

dip roses  sesua i  dengan prosedur "  ;

9. Bahwa  baga imanakah  mungk in  pada  reken ing  saks i  

Rudy  Yuwono  mas ih  t e r s i s a  dana  sebesa r  Rp .  

160 . 000 . 0 0 0 , -  yang  menuru t  kete rangan  saks i  Rudy 

Yuwono  merupakan  s isa  dar i  pembayaran  uang  muka 

tanah  mi l i k  saks i  Budhyard jo ,  padaha l  cek  gi ro  

yang  dibuka  untuk  pembayaran  uang  muka  te rsebu t  

hanya  sen i l a i  Rp.  3 .000 . 000 . 0 00 , -  sesua i  dengan  

yang  harus  d ibaya r k an  kepada  saks i  Budhyard jo  ? ;

10. Bahwa dengan  demik ian  kete rangan  saks i  Rudi  Yuwono 

yang  t i dak  masuk  aka l  te rsebu t  sangat  ber ten tangan  

dengan  kete rangan  saks i  Sr i  Les ta r i  (Bendahara )  

dan  t i dak  ada  ke te rangan  saks i  yang  la i n  dan 

t i dak  ada  satu  bukt i  pun  yang  mendukungnya,  dan  

oleh  sebab  i t u  kete rangan  saks i  Rudi  Yuwono 

seharusnya  t i dak  dapat  d i te r ima  sesua i  dengan  

adag ium  unus  test i s  nul lus  test i s  yang  ar t i n ya  

kesaks ian  dar i  1  orang  saks i  t i dak  dapat  d ianggap  

sebaga i  suatu  kesaks ian  yang  dapat  d ipe r t imbangkan  

oleh  fak ta  hukum ;

11. Bahwa  PEMOHON  KASASI  t i dak  sependapat  dan  

kebera tan  dengan  f a k t a  hukum  Maje l i s  Hak im 

Pengad i l a n  Nege r i  Jaka r t a  Pusa t  ha laman  77 

al i nea  per tama  yang  menyatakan  :  "Bahwa  sete lah  
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melaksanakan  per i n t ah  BOY SYAMSIR HAKIM pada  har i  

i t u  juga  RUDI  YUWONO, SH l a n g s u n g  me l a po r k a n  

kepada  Te r d a kwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  dan  BOY 

SYAMSIR HAKIM"  ;

12. Bahwa  sesungguhnya  fak ta  hukum  te rsebu t  t i dak  

sesua i  dengan  ke t e r a n g a n  PEMOHON  KASASI  

sebaga imana  t e r d a p a t  pada  halaman  66  a l i nea  

ket i ga  Putusan  Judex  Fact i  yang menyatakan  :

“Bahwa  Terdakwa  t i d a k  mendapatkan  l apo r an  

dar i  sauda r a  Rud i  Yuwono  bahwa  uang 

t e r s e bu t  t e l a h  d i s e r a h k a n  kepada  Pak  Boy 

S .  Hak im ,  seh i n gg a  pemik i r an  Terdakwa 

semuanya  sudah  ber ja l an  normal  dan  ba r u  

menge t a h u i  s e t e l a h  Pak  Budhya r d j o  

menanyakan dananya yang belum sampai"  ;

13. Bahwa dar i  12 saks i  yang  te lah  dipe r i k sa  dan te l ah  

member i  kete rangan ,  hanya  saks i  Rudi  Yuwono 

sendir i  yang  menerangkan  te lah  melaporkan  kepada  

Terdakwa,  sedangkan  11  saks i  yang  l a i n n y a  t i d a k  

ada  membe r i  k e t e r a n g a n  yan g  mendukun g  

ke te rangan  saks i  Rudi  Yuwono  te r sebu t ,  seh ingga  

sesua i  dengan  asas  hukum  p idana  yang  berbuny i  

"unus  tes t i s  nul lus  tes t i s "  yang  ar t i n ya  

kesaks ian  dar i  1  orang  saks i  t i dak  dapat  d ianggap  

sebaga i  sua tu  kesaks i an  yang  dapa t  

d ipe r t i mbangkan  menjad i  fak ta  hukum,  maka  1 

kesaks ian  te rsebu t  harus  di to l a k  ;

14. Bahwa  PEMOHON  KASASI  t i dak  sependapat  dan  

kebera tan  dengan  pen i l a i a n  Judex  Fact i  berdasarkan  

kesaks ian  Rudi  Yuwono,  SH.  pada  ha l aman  56 - 57 

a l i n e a  kede l a pan  Pu tusan  Judex  Fac t i  mengenai  

krono log i s  pembayaran  dana  ta l angan  untuk  uang  

muka  pembebasan  l ahan  sebesa r  Rp.  

3 .500 . 0 00 . 0 00 , -  yang  mela l u i  reken ing  saks i  Rudi  

Yuwono,  SH  yang  menyatakan  :  “. . .  la lu  saksi  

bersama  dengan  bu  SRI  dan  Syafrudin  ser ta  

Sulaksono ke BRI  cabang tanah abang,  . . . "  ;
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15 . Bahwa menuru t  ke te r angan  saks i  Sr i  Les ta r i  pada  

ha laman  30  al i nea  kedua  but i r  kedua  yang  

menyatakan  :

"Kemudian  saks i  bersama  Pak  Rudi  Yuwono  dengan  

menggunakan  mobi l  Honda  St ream  warna  merah  No.  

Pol .  B- 8331- QN menuju  BRI  Cabang  Tanah  Abang  

dengan  membawa cek  yang  sudah  ada  tanda tangan  

Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  dan  Rudi  Yuwono.  

Ke t i k a  saks i  sedang  menunggu  d i  BRI  Cabang  

Tanah  Abang  da tang  I nd r a  Sukmono  (Bag i an  

Perencanaan  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya) .  Atas  

permin taan  Rudi  Yuwono"  ;

16. Bahwa ha l  te rsebu t  juga  dikua tkan  oleh  kete rangan  

saks i  I r .  Ind ra  Sukmono  Arhar r ys  pada  halaman  31  

al i nea  kesembi l an  yang  menyatakan  :

"Bahwa saks i  pernah  mencai r kan  dana  untuk  proyek  

SPTA pada  tangga l  30  Apr i l  2007  sek i t a r  jam  

12.00  WIB,  saks i  d i t e l e pon  o leh  Pak  RUDI  YUWONO 

un tuk  da tang  ke  Kanto r  BRI  Cabang  Tanah  Abang  

dan  sesampa i  d i  l obby  Kanto r  BRI  saks i  mel i ha t  

ada  Pak  RUD I  YUWONO d a n  I b u  SR I  LESTAR I .  

Kemud i a n  s a k s i  d i pe r i n t a h k a n  Pak  RUDI  

YUWONO un tu k  memindahkan  mob i l  Honda  St r eam 

warna  merah  No.  Po l .  B- 8331 - QN dar i  pa r k i r a n  

depan  Kan to r  BRI  ke  par k i r a n  be l a kang  kan t o r  

BRI .  Sek i t a r  5  ( l ima)  meni t  kemudian ,  saks i  

mel iha t  Pak  RUDI  YUWONO,  Ibu  SRI  LESTARI ,  

beberapa  orang  pegawai  BRI  dan  seorang  po l i s i  

da tang  kearah  park i r a n  be lakang  kan to r  BRI  

dengan  membawa  1  (sa tu )  pet i  a lumunium  dan  1  

(sa tu )  tas  warna  Cokla t "  ;

17. Bahwa dengan  demik ian  kete rangan  saks i  Rudi  Yuwono 

sangat l ah  ber ten tangan  dengan  kete rangan  saks i  Sr i  

Lesta r i  (Bendahara )  yang  d i k u a t k a n  j u g a  dengan  

ke t e r a n gan  saks i  I r .  I n d r a  Sukmono Arhar r ys  dan 

dalam  kete rangan  saks i  I r .  Syaf rud in  Kanani  ser ta  

I r .  Sulaksono  t i dak  menyatakan  bahwa mereka  berada  
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bersama saks i  Rudy  Yuwono  dan  saks i  Sr i  Les ta r i  

pada  saa t  penca i r a n  dana  te rsebu t  sebaga imana  

te rdapa t  pada kesaks ian  mereka  ;

18. Oleh  sebab  i t u ,  kete rangan  saks i  Rudi  Yuwono 

seharusnya  t i dak  dapat  d i te r ima  dan  t idak  dapat  

diper t imbangkan  sebagai  sebuah  fakta  hukum,  

dikarenakan  hal  tersebut  sesuai  dengan  adagium 

unus  test i s  nul lus  test i s  yang  ar t i n ya  kesaks ian  

dar i  1  orang  saks i  t i d a k  dapa t  d ianggap  sebaga i  

sua tu  kesaks i an  yang  dapat  d ipe r t imbangkan  

menjad i  sebuah  fak ta  hukum ;

19. Berdasarkan  ura ian - ura ian  PEMOHON KASASI  di  atas  

mengenai  kebera tan  PEMOHON KASASI  te rhadap  fak ta -

fak ta  hukum  yang  te rdapa t  d i  da lam  Pengad i l an  

Neger i  Jakar t a  Pusat  No.  1071  /   Pid .B  /  2009  /  

PN.  JKT.PST tangga l  15 September  2009,  te lah  je l as  

bahwa  s ikap  Judex  Fact i  Pengadi l an  Neger i  da lam 

putusan  te rsebu t  t i dak  memper t imbangkan  bukt i -

bukt i  dan  per ten tangan  kete rangan  para  saks i  yang  

mengua tkan  ke te rangan  PEMOHON KASASI  seh ingga  

je l as - je l as  te lah  merug ikan  PEMOHON KASASI .  Apa 

lag i  d ian ta ra  bukt i - bukt i  yang  dia j ukan  PEMOHON 

KASASI  dalam  pers idangan  te rsebu t ,  d ian ta ranya  

ada lah  bukt i - bukt i  pers i dangan  untuk  membuk t i k a n  

da l i l - da l i l  PEMOHON KASASI  t e n t a n g  t i d a k  

te r j ad i nya  kerug ian  pada  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ket i ka  pembebasan  t a na h  Proyek  SPTA Tahap  

I  d i l a k s a n a k an  o l e h  PEMOHON KASASI.  Adapun 

bukt i - bukt i  d imaksud  ada lah  te rmasuk  namun  t i dak  

te rba tas  pada :

a. Laporan  Audi to r  Independen  atas  Laporan  

Keuangan  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  dan 

Anak  Perusahaan  untuk  tahun tahun  yang  

berakh i r  pada  tangga l  31  Desember  2007  

dan  2006,  yang  dibua t  o leh  Kanto r  

Akuntan  Publ i k  HLB Hadoni  & Rekan,  Nomor  

021  /  LA- PD PSJ /  I I I  /  08,  ber tangga l  
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25 Maret  2008 ;

b. Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  1287  /  2008  

ten tang  Pengesahan  Laporan  Keuangan  

Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Sarana  

Jaya  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  

Jakar ta  Tahun 2007 ;

c . Kesaks i a n  da r i  Saks i  Rud i  Yuwono ,  SH 

yang  d i p a ka i  o l e h  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Neger i  Jakar t a  Pusat  yang  

memutus  perkara  in i  juga  sangat  t i dak  

re levan  karena  kesaks ian  saks i  te r sebu t  

t i dak  d idukung  oleh  kete rangan  11  saks i  

la i nnya  ser ta  t i d a k  ad a n y a  a l a t  

bu k t i  l a i n  y a n g  dap a t  mendu k u n g  

kesaks iannya  ;

20. Bahwa PEMOHON KASASI  t i dak  sependapat  dan kebera tan  

dengan  pen i l a i a n  Jude x  Fac t i  bahwa  pada  

t a n g g a l  30  Ap r i l  2007  PEMOHON KASASI  mengetahu i  

perbua tan  Rudi  Yuwono  yang  se te l a h  menca i r k a n  

dana  sebesa r  Rp.  3 .000 . 000 . 0 00 , -  t e r s ebu t ,  

be r s ama sd r i .  Sr i  Les t a r i  l a ng sung  menye rah kan  

kepada  Boy  Syamsi r  Hakim  mela lu i  sop i rnya  ya i t u  

Her iansyah  yang  te lah  dipe r i n t ahkan  o leh  Boy 

Syamsi r  Hakim ;

21 . Bahwa  kons t a t a s i  f a k t a  hukum yang  d i l a k u k a n  

Judex  Fac t i  t e r s e b u t  t i d a k  memperha t i k a n  

ke t e r a n g a n  sak s i - sak s i  yang  d ihad i r k a n  da l am 

pers i d angan  dengan  ce rma t .  Se la i n  i t u  Judex  

Fac t i  j uga  t i d a k  menerapkan  asas  hukum 

pembuk t i a n  dengan  benar  dika renakan  se lama 

pemer iksaan  perkara  ber langsung  di  Pengad i l a n  

Nege r i  Jaka r t a  Pusa t ,  da r i  kesebe l a s  sak s i  

yang  dia j ukan  Jaksa  Penuntu t  Umum  untuk  

membukt i kan  dakwaannya  ya i t u  :  ( i )  saks i  Sr i  

Les ta r i ,  ( i i )  saks i  Ind ra  Sukmono  Arha r r y s ,  

( i i i )  saks i  Her iansyah ,  ( i v )  saks i  Ismy  Lat i f a h ,  
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(v )  saks i  Budhyard jo ,  (v i )  saks i  I r .  Su l a k s ono ,  

( v i i )  saks i  Sya f r u d i n  Kanan i ,  ( v i i i )  saks i  

Wi t j a k s o no  Muward i ,  ( i x )  saks i  R.  Mursu l i s t y o ,  

( x )  saks i  Boy  Syamsi r  Hakim,  dan  (x i )  saks i  Rudi  

Yuwono,  hanya  saksi  Rudi  Yuwono yang  menerangkan 

bahwa PEMOHON KASASI  te lah  mengetahui  per iha l  Rudi  

Yuwono dan  saksi  Sr i  Lestar i  sete lah  mencairkan  

dana  tersebut  langsung  menyerahkan  kepada  Boy 

Syamsir  Hakim  melalu i  sopirnya  yai tu  Heriansyah  

yang  te l ah  dipe r i n t ahkan  oleh  Boy  Syamsi r  Hakim.  

Demik ian  pula  dar i  110  ( se r a t u s  sepu l u h )  ba rang  

buk t i  yang  d i a j u k a n  o l eh  Jaksa  Penun tu t  Umum, 

t i d a k  satupun  yang  menunjukkan  bahwa PEMOHON KASASI  

mengetahu i  perbua tan  Rudi  Yuwono te rsebu t  ;

22 . Bahwa dengan  berdasa r kan  ura i an - ura i an  d i  a tas  

demik i an  t i d a k  j e l a s  da r i  mana  asa l n y a  

keyak i n a n  Judex  Fac t i  men ja t u h k an  hukuman 

dengan  menyatakan  PEMOHON KASASI  te rbuk t i  secara  

sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  Tindak  

Pidana  Korups i  yang  di l akukan  secara  bersama- sama 

dan ber l an j u t .  Oleh  sebab  i t u  dengan  pe r t i mbangan  

hukumnya  yang  demik i a n  maka  Judex  Fact i  nyata -

nyata  te l ah  melanggar  keten tuan  Pasal  183  Kitab  

Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  menyebutkan  

bahwa :

"Hak im  t i d ak  boleh  menja tuhkan  p idana  

seorang  kecual i  apabi la  dengan  sekurang-

kurangnya  dua  alat  bukt i  yang  sah  i a  

mempero leh  keyak inan  bahwa  suatu  t indak  

pidana  benar- benar  ter jad i  dan bahwa Terdakwalah  

yang bersa lah  melakukannya"  ;

ALASAN KEEMPAT

JUDEX FACTI  SALAH MENERAPKAN KETENTUAN PASAL 3  JO 

PASAL 18  UU NOMOR 31  TAHUN 1999  JO UU NOMOR 20 

TAHUN 2001  TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31  TAHUN 

1999  TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  JO 
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PASAL 55 AYAT (1)  KE-1 JO PASAL 64 AYAT (1)  KUHP ;

23 . Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  be r k e b e r a t a n  

den g a n

per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  te rbuk t i n ya  

dakwaan  Jaksa  mengena i  unsur  "Set i ap  Orang” ,  

dengan per t imbangannya  sebagai  ber i ku t  :

" Men imbang ,  bahwa  yang  d imak sud  sebaga i  

se t i a p  o r an g  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  1  

ayat  (3 )  Undang- Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  

Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang  

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  ada lah  

perseorangan  atau  te rmasuk  Korporas i  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  Teor i  Hukum pidana  yang  

dimaksud  dengan  barang  s iapa  ada lah  subyek  hukum 

pendukung  Hak  dan  Kewa j i b a n  y a n g  d a p a t  

d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n  a t a s  perbua tannya  ;

Menimbang,  bahwa mengenai  per tanggung jawaban  dapat  

d iku t i p  pendapa t  P ro f .  Sa t o c h i d  Ka r t a n e g a r a ,  

SH da l am  bukun y a  Kumpu lan  Ku l i a h  Hukum P idana  

Bag i an  I  yang  menga ta k an  bahwa  ada  2  sya r a t  

un tu k  menen tu kan  adanya  pe r t a n ggung  jawaban  i t u  

a.  l .  :

1 . Keadaan  j i w a  dan  ps i k o l o g i s  a r t i n y a  bahwa  

keadaan  j i w a  orang  i t u  ada lah  sedemik i an  rupa  

seh ingga  ia  dapa t  menger t i  a t a u  t a h u  a k a n  

n i l a i  da n  pe r b u a t a n n y a  s e r t a  a k i b a t  

perbua tannya  ;

2. Harus  dapat  menentukan  kehendaknya  ar t i n ya  

keadaan  j iwa  o r a n g  i t u  h a r u s  s e d em i k i a n  

r u p a  s e h i n g g a  i a  d a p a t  menen t u k a n  

k e h e n d a k n y a  t e r h a d a p  pe r b u a t a n  y a n g  

d i l a k u k an ,  se r t a  o rang  i t u  ha rus  sada r  dan  

i n s y a f  bahwa  pe r b u a t a n  yang  d i l a k u k a n  i t u  

ada l a h  pe r b u a t a n  yang  te r l a r ang  atau  t i dak  

dapat  d ibenarkan  baik  dar i  sudut  hukum,  

masyaraka t  maupun dar i  sudut  ta ta  sus i l a  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  in i  te lah  
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dihadapkan  ke  depan  pers idangan  seorang  Terdakwa  

yang  bernama ENDANG SRI  WIDYASTUT I  yan g  be r umu r  

54  Tahun ,  yan g  i d e n t i t a s n y a  te rcan tum  dalam  

sura t  dakwaan  dan  dibenarkan  oleh  Terdakwa  ser ta  

dapat  menjawab  secara  baik  dan  benar  per tanyaan  

yang  d i a j u k a n  kepadanya  se r t a  mampu 

menanggap i  ke t e r a n g an ke t e r a n g a n  pa r a  sa k s i ,  

maka  Ma j e l i s  Hak im  be r p e n d a p a t  Te r d a kwa  

ada l a h  sub ye k  hukum  yang  seha t  aka l  maupun  

pik i r annya  dan  dapat  ber tanggung jawab,  maka unsur  

ke 1 set i ap  orang  te l ah  te rpenuh i  ;

24. Bahwa menuru t  hukum "se t i a p  o rang "  sebaga imana  

d imaksud  dalam  Pasa l  3  jo  Pasal  18  UU Nomor  31 

Tahun  1999  jo  UU Nomor  20  Tahun  2001  ten t a ng  

Perubahan  a tas  UU Nomor  31  Tahun  1999  ten tang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo  Pasa l  55  

ayat  (1 )  ke  1  j o  Pasa l  64  aya t  (1 )  KUHP baru  

dapa t  d i bahas  a tau  d iu r a i k a n  sete lah  unsur - unsur  

dar i  perbuatan  yang  didakwakan  te lah  dibahas  dan  

dinya takan  te rbuk t i  secara  sah dan meyak inkan  ;

25.Bahwa  dengan  te rbuk t i n ya  se lu ruh  unsur  dar i  

perbua tan  yang  didakwakan,  baru lah  unsur  "se t i ap  

orang"  dapat  d i tu j u kan  kepada  Terdakwa  sebaga i  

subyek  hukum yang  didakwa  melakukan  t i ndak  pidana .  

Akan  te tap i  apab i l a  unsur - unsur  da lam  Pasa l  3  jo  

Pasa l  18  UU Nomor  31  Tahun  1999  jo  UU Nomor  20  

Tahun  2001  ten tang  Perubahan  atas  UU Nomor  31  

Tahun  1999  ten tang  Pemberan tasan  Tindak  Pidana  

Korups i  jo  Pasal  55 ayat  (1 )  ke- 1 jo  Pasal  64 ayat  

(1 )  KUHP yang  merupakan  del i k  in t i  atau  bestandde l  

de l i c t  dar i  suatu  t i ndak  pidana  yang  didakwakan  

oleh  Jaksa  Penuntu t  Umum t i dak  te rbuk t i ,  maka 

"Set i ap  Orang"  sebaga i  subyek  hukum t i dak  dapat  

d imin ta  per tanggung jawaban  ;

26. Bahwa  menuru t  Pro f .  Dr .  Ju r .  And i  Hamzah,  

seorang  guru  besa r  i lmu  hukum  (p i d ana )  dan 

mantan  j a k sa ,  d i  da l am ha l aman  203  bukunya  yang  
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ber j u du l  "Pemberan t asan  Korups i  Mela l u i  Hukum 

Pidana  Nasiona l  dan  In te rnas iona l " ,  cetakan  

ket i ga ,  Penerb i t  PT.  RajaGra f i ndo  Persada,  

Jakar ta ,  bahwa yang  menjad i  in t i  Pasa l  13  Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang  Nomor  

20  Tahun  2001  ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  

Korups i  adalah  :

(1 ) . dengan  tu juan  menguntungkan  d i r i  send i r i  atau  

orang  la i n  atau  suatu  korporas i  ;

(2 ) .menya lahgunakan  kewenangan,  kesempatan ,  atau  

sarana  yang  ada  padanya  karena  jaba tan  atau  

kedudukan  ;

(3 ) . yang  dapa t  merug i k an  keuangan  nega ra  a tau  

perekonomian  Negara  ;

27.Bahwa elemen  del i k  "Set i ap  Orang"  in i  t i dak  dapat  

berd i r i  send i r i  dan  t i d a k  dapa t  d i t empa t k a n  

sebaga i  unsu r  pe r t ama  yang  ha r u s  dibuk t i k an .  

Dengan  te rbuk t i n ya  se lu ruh  unsur  dar i  perbua tan  

yang  didakwakan ,  baru lah  unsur  "Set i ap  Orang"  

dapat  d i tu j u kan  kepada  Terdakwa  sebaga i  subyek  

hukum yang  didakwa melakukan  t i ndak  p idana ,  te t a p i  

apab i l a  unsu r - unsu r  da lam  Pasa l  3  UU Nomor  31  

Tahun  1999  yang  merupakan  del i k  in t i  atau  

bestandde l  de l i c t  dar i  suatu  t i ndak  pidana  t i dak  

te rbuk t i ,  maka "Set i ap  Orang"  sebaga i  subyek  hukum 

t i dak  dapat  d imin ta i  per tanggung jawaban  ;

28.Bahwa  leb ih  lan ju t  pada  ha laman  205,  Andi  Hamzah 

menerangkan  bahwa  dengan  adanya  kata - kata  

"menya lahgunakan  kewenangan,  kesempatan ,  atau  

sarana  yang  ada  padanya  karena  jaba tan  atau  

kedudukan"  menunjukan  bahwa  Subjek  Del i k  pada  

Pasa l  3  harus  memenuhi  kua l i t a s  sebaga i  pe jaba t  

atau  mempunyai  kedudukan  ;

29. Bahwa da r i  f a k t a  pe r s i d a n g a n  dan  a l a t  bu k t i  

yang  ada  d i  pers i dangan  je l as  seka l i  menunjukkan  

bahwa t i dak  ada  satu  bukt i  pun  yang  mengarah  pada  

di r i  PEMOHON KASASI  yang  te l ah  melakukan  perbua tan  
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sebaga imana  yang  te rdapa t  d i  da lam  Pasa l  3  jo  

Pasa l  18  UU Nomor  31  Tahun  1999  jo  UU Nomor  20  

Tahun  2001  t e n t a n g  Pe r ubahan  A ta s  UU Nomor  31 

Tahun  1999  t e n t a n g  Pemberan tasan  T indak  Pidana  

Korups i  j o  Pasa l  55  aya t  (1 )  ke - 1  j o  Pasal  64 

ayat  (1)  KUHP ;

30. Bahwa dengan  demik ian  “Unsur  set i ap  orang”  da lam 

hal  perkara  a  quo  t i dak  dapat  d i te rapkan  kepada  

PEMOHON KASASI  ;

31. Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  b e r k e b e r a t a n  

d e n g a n  per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  

te rbuk t i n ya  dakwaan  Jaksa  mengenai  unsur  “Dengan  

Tujuan  Menguntungkan  Di r i  Sendi r i  atau  Orang  Lain  

atau  Suatu  Korporas i ” ,  dengan  per t imbangannya  

sebaga i  ber iku t  :

Men i m b a n g ,  b a hw a  p e n g e r t i a n  Un s u r  d e n g a n  

t u j u a n  menguntungkan  d i r i  send i r i  a tau  orang  

la i n  atau  sua tu  Korpo ras i  t i d a k  d i j e l a s k a n  

da l am  Undang - Undang  t e n t a n g  Perbua t a n  T i n d a k  

P i dana  Ko rpo r a s i ,  akan  t e t a p i  da l am  

Yu r i s p r u d e n s i  Mahkamah Agung  Repub l i k  Indones ia  

tangga l  29 Jun i  1989  Nomor :  813  K.P i d / 1 987  da l am  

per t i mbangan  hukumnya  menga takan  bahwa  

mengun tungkan  d i r i  send i r i  a tau  o rang  l a i n  a tau  

sua tu  Badan  Hukum /  Korpo r a s i  cukup  d i n i l a i  

da r i  Kenya t a an  yang  t e r j a d i  a t au  d i h ubungkan  

dengan  pe r i l a k u  Te rdakwa  sesua i  dengan  

Kewenangan  yang  d imi l i k i n ya  Jabatan  atau  Kedudukan  

;

Menimbang,  bahwa  penger t i an  dengan  tu juan  

menguntungkan  sesungguhnya  te r kandung  adanya  

maksud  mempero leh  un tung  dan  maksud  i n i  t i d a k  

b i s a  d i l e p a s k an  da r i  penge r t i a n  opze t  

te r j emahan  dar i  kata  Met  Het  dogmerk  yang  

merupakan  bentuk  per tama  “senga ja ”  orang  yang  

melakukan  i t u  te l ah  dimaksudkan  te r j ad i nya  

ak iba t  ;
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Menimbang,  bahwa dengan  memperhat i kan  pendapat  R.  

Wiyono  da l am  bukunya  pembahasan  Undang - Undang  

T indak  P idana  Korups i ,  S ina r  Gra f i k a ,  Jaka r t a  

2005 ,  ha l  38  yang  d imaksud  dengan  unsu r  

mengun tungkan  d i r i  send i r i  a tau  orang  l a i n  a tau  

sua t u  Ko rpo r a s i  ada l a h  sama  a r t i n y a  dengan  

mendapa t k an  untung  untuk  di r i  send i r i  atau  orang  

la i n  atau  suatu  Korporas i  ;

Menimbang,  bahwa meskipun  dalam pembelaan  Terdakwa  

secara  pr ibad i  menyatakan  pembayaran  uang  muka  

kepada  Saudara  Budh y a r d j o  s eb e s a r  Rp .  

3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  da r i  t o t a l  Rp .  

15 .900 . 000 . 0 00 , -  yang  harus  d ibaya r k an  un tuk  6  

pers i l  t anah  mi l i k  Bud iha r j o  sesua i  kesepaka tan  

pada  tangga l  30  Apr i l  2007  sesua i  i n s t r u k s i  

Di rek t u r  Utama  Sarana  Jaya  Sdr .  Boy  Syams i r  

Hak im ,  aka n  t e t a p i  Sd r .  Bud i h a r j o  saa t  

da t a n g  ke  Kan t o r  PD.  Sarana  Jaya  guna  mener ima  

Bi l ye t  Giro  sebaga i  pembayaran  uang  muka  sama 

seper t i  yang  diber i kan  kepada  warga  la i n  harus  ada  

tanda tangan  Ketua  Konsors ium  (Terdakwa)  dan  Sdr .  

Rudi  Yuwono  sebaga i  Manager  Keuangan  merangkap  

Manager  Umum dan  Hukum d i  Konsors i um ,  ka rena  

Rud i  Yuwono  be lum  da tang ,  maka  kwi tans i  tanda  

pener imaan  sen i l a i  Rp.  3.000 .000 .000 , -  Sdr .  

Bud i h a r d j o  d i b e r i k a n  kepada  Te rda kwa  dan  

memin t a  aga r  pembayaran  dibayarkan  ke  reken ing  

Budihar j o  har i  i t u  juga ,  te tap i  sampai  1  minggu  

t i dak  ada  dalam  reken ingnya  menuru t  Terdakwa  

mereka  t i dak  mengetahu i  atau  t i dak  pernah  di  

konf i rmas i  o leh  Sdr .  Rudi  Yuwono  ka lau  uang  

te rsebu t  sete lah  di ta r i k  dar i  Bank  BRI  Cabang  

Tanah  Abang  d ibe r i k an  kepada  Sdr .  Boy  Syamsi r  

Hak im,  ha l  in i  menuru t  Maje l i s  Hakim  t i dak  

bera lasan  ;

Menimbang,  bahwa demik ian  juga  pembelaan  Penasehat  

Hukum  T e r d a k w a  y a n g  b e r k e s i m p u l a n  u n s u r  
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d e n g a n  t u j u a n  mengun tungkan  d i r i  send i r i  a tau  

orang  la i n  a tau  sua tu  Korpo ras i  t i d a k  dapa t  

d ibuk t i k a n  o leh  Jaksa  Penun tu t  Umum,  akan  

te t a p i  Jaksa  Penun tu t  Umum  da l am  ura i a n  

t un t u t a n n ya  menya takan  unsure  te rsebu t  te lah  

te rbuk t i  secara  sah menuru t  hukum ;

Menimbang  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  hak im  

berdasarkan  fak ta  hukum memper t imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  Keuangan  Perusahaan  

Daerah  Sarana  Jaya  (PSJ )  j uga  se l aku  Ketua  

Konso rs i um  Proyek  Sen t r a  Pr imer  Tanah  Abang  I  

(SPTA)  dibe r i k an  tugas  untuk  melaksanakan  

I n s t r u k s i  Gube rnu r  Nomor  161  Tahun  2004  

t a n g ga l  27  Oktobe r  2004  ten t ang  Pembangunan  

Sen t r a  Pr ime r  Tanah  Abang  (SPTA)  d i  a t a s  

b i dang  t anah  se l u a s  ±  27 , 26  Ha d i  Kawas a n  

Tan a h  Aban g ,  Ke l u r a h a n  Kampung  Ba l i ,  

Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  Jakar ta  Pusat  

dengan  keg i a t a n  pengadaan  t a n ah ,  

pe r e n c anaan ,  pe r i j i n a n  dan  ins t r u ks i  dan  

ker jasama,  kemudian  pada  tahun  2006  Boy  Syamsi r  

Hakim  membentuk  Konsors ium  untuk  membangun  

Sen t r a  Pr imer  Tanah  Abang  (SPTA)  d i  Ke lu r ahan  

Kampung Bal i ,  Tanah Abang,  Jakar ta  Pusat  ;

- Bahwa  pember i a n  dana  t a l a n g an  o l e h  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  kepada  Konsors ium  

t i dak  te rmasuk  da lam  RAKP  PD.  Pembangunan  

Sa r a n a  Ja y a  dan  pembe r i a n  dana  ta langan  

juga  tanpa  perse tu j uan  Badan  Pengawas  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

- Bahwa  da lam  pembayaran  pembebasan  tanah  

seharusnya  di l akukan  kepada  para  pemi l i k  tanah  

dengan  cara  cek  yang  t e l a h  d i t a n d a t a n g a n i  

o l e h  Te r d a k wa  s e l a k u  Ke t u a  Konsors ium  dan  

Sdr .  Rudi  Yuwono,  S.H.  sebaga i  Manager  
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Keuangan  /  merangkap  Manager  Umum,  la l u  

dica i r kan  dan  dimasukan  ke  da lam  buku  Tabungan  

yang  disaks i kan  oleh  Pimpro  dan  dihadapan  

Notar i s  ;

- Bahwa  bena r  da r i  j um l a h  dana  t a l a n g a n  

yang  t e l a h  dike lua r kan  sebesar  Rp.  

3.000 .000 .000 , -  yang  seharusnya  d i ba ya r k a n  

kepada  Drs .  H.  Bud i ha r j o  se l a k u  sa l a h  sa t u  

pemi l i k  tanah  yang  d ibebaskan  namun sampai  saat  

in i  dana  t e r s e b u t  t i d a k  pe r na h  masuk  ke  

r e k e n i n g n y a  dan  sd r .  Budihar j o  hanya  mener ima  

Rp.  500.000 .000 , -  sementara  sdr .  Bud iha r j o  

te l a h  menanda tangan i  pener imaan  uang  sebesa r  

Rp.  3.500 .000 .000 , -  untuk  d imasukkan  ke  

reken ingnya  yang  t e l a h  d i b e r i k a n  k e p a d a  

Te r d a k w a ,  d a n  Te r d a k w a  menyanggup i  untuk  

dimasukkan  ke  reken ing  sdr .  Budihar j o  pada  

t angga l  30  Apr i l  2007  dan  t e r n y a t a  pada  

t angga l  i t u  sdr .  Rudi  Yuwono sete lah  mencai r kan  

dana  te rsebu t  langsung  memasukkan  dana  te rsebu t  

ke  da lam  reken ingnya  yang  baru  sa ja  dibukanya  

la l u  sepengetahuan  Terdakwa  ENDANG  SRI  

WIDYASTUTI  pada  saa t  i t u  Rud i  Yuwono  dan  

sd r i .  SRI  LESTARI  ( bendaha r a )  se t e l a h  

menca i r k a n  dana  t e r s e b u t  langsung  menyerahkan  

kepada  BOY SYAMSIR HAKIM mela lu i  sop i rnya  ya i t u  

Her iansyah  yang  te lah  dipe r i n t ahkan  o leh  BOY 

SYAMSIR HAKIM ;

Menimbang,  bahwa  serah  te r ima  uang  sebesar  Rp.  

3.000 .000 .000 , dar i  Rudy  Yuwono  kepada  Her iansyah  

di l akukan  di  Basement  Gedung  Sarana  Jaya  J l .  Budi  

Kemul iaan  I  Nomor  :  1 Jakar ta  Pusat  pada  saat  i t u  

juga ,  pada  saat  i t u  Her iansyah  mengendara i  Toyota  

Camri  dengan  membawa  2  (dua)  tas  spor t  kosong  

masing- masing  berwarna  b i r u  dan  h i t am  yang  

kemud ian  dengan  membelakang i  mobi l  Honda  St ream 

warna  merah  yang  dibawa  Rudy  Yuwono,  Her iansyah  
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membuka  bagas i  be lakang  dan  menyerahkan  2  tas  

te r s ebu t  un tuk  memindahkan  uang  dar i  t as  ka l eng  

a lumun i um  mi l i k  Bank  ke  tas  te rsebu t  o leh  Sdr .  

Rudy  Yuwono  bersama- sama  Sdr i .  Sr i  Lesta r i  dan  

Her iansyah ,  bahwa  kemudian  uang  Rp.  

3 .000 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  t e r s e bu t  o l eh  Her i a n s yah  a tas  

su ruhan  BOY  SYAMSIR  HAKIM  d i b awa  ke  Ho t e l  

Ka r y a  d i  J l .  Jak s a  dan  kemudian  uang  te rsebu t  

d ise rahkan  kepada  anak  BOY SYAMSIR  HAKIM  yang  

bernama  Raras  Ayu  dan  Agus  Sa l im  yang  saa t  i t u  

da tang  mengendara i  mob i l  Toyo ta  I nova  warna  

h i t am ,  dengan  pe r i n t a h  BOY SYAMSIR HAKIM un tu k  

uang  yang  d i  da l am  t a s  te rpa l  warna  cok la t  

d ipe r i n t ahkan  untuk  dian ta r kan  ke  Apar temen  

Pavi l i u n  Kamar  1605  yang  di t empat i  o leh  lbu  Pajma  

Nurs iah  ;

Bahwa  se t e l a h  melaksanakan  pe r i n t a h  BOY 

SYAMSIR HAKIM  pada  ha r i  i t u  j u g a  Rudy  Yuwono  

l a n g s u ng  me lapo r  kepada  Terdakwa  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  dan  BOY SYAMSIR  HAKIM,  akan  te tap i  

t i dak  berbua t  apa- apa dan sampai  1 minggu  Terdakwa  

dida tang i  o leh  Budihar j o  untuk  menanyakan  per iha l  

uang muka sen i l a i  Rp.  3 .000 . 000 . 0 00 , -  yang  t i d a k  

masuk  ke  Reken ingnya  padaha l  Sdr .  Bud iha r d j o  

sudah  menyerahkan  kw i t a n s i  t anda  te r ima  

pener imaan  uang Rp.  3.000 .000 .000 , -  te rsebu t  ;

Men imbang ,  bahwa  be r d a s a r k a n  f a k t a - f a k t a  

hukum yang  diu ra i kan  di  atas ,  maka unsur  dengan  

tu juan  menguntungkan  di r i  send i r i  atau  orang  la i n  

te lah  te rpenuh i  ;

32 .Bahwa  kons ta t a s i  fak t a  hukum o leh  Judex  Fac t i  

Pengad i l a n  Neger i  a  quo  sama  seka l i  t i dak  benar  

sebab :

a. Faktanya ,  yang  d ibe r i kan  tugas  untuk  

melaksanakan  Ins t r uks i  Gubernu r  Nomor  161 

Tahun  2004  t angga l  27  Oktobe r  2004  ada lah  

Di rek tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  Boy 
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S.  Hakim ;

b. Faktanya ,  PEMOHON KASASI  baru  diangka t  dan  

dibe r i kan  tugas  se l a k u  Ke t ua  Konso r s i um  pada 

t a n g ga l  6  November  2006  berdasa r kan  Sura t  

Tugas  Di re k t u r  Utama  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  Boy Syamsi r  Hakim Nomor 12031082.74  ;

33. Seanda i n y a  bena r ,  quod - non  PEMOHON KASAS I  

l a h  yan g  mengemban  tugas  a  quo  dar i  Gubernur ,  

t i dak  mungkin  kemudian  Di rek tu r  Utama mengeluarkan  

Sura t  Tugas  a  quo  guna  menunjuk  dan  menugaskan  

PEMOHON KASASI  ;

34. Bahwa menuru t  Dr .  Nur  Basuk i  Minarno ,  S.H. ,  M.H. ,  

da lam  ha laman  26  bukunya  “Penya l a h gunaan  

Wewenang  dan  T indak  P idana  Korups i  Dalam 

Pengelo laan  Keuangan  Daerah” ,  ed is i  I ,  cetakan  ke-

2,  penerb i t  Laksbang  Media tama,  Surabaya ,  2009  

berpendapat  bahwa :

"Unsur  subyek t i f  yang  meleka t  pada  bat i n  s i  

pembuat  menuru t  Pasa l  3  UU PTPK in i  merupakan  

tu juan  si  pembuat  dalam  me la k u k a n  pe r b u a t a n  

menya l a h g u na k an  kewenangan ,  kesempatan ,  

a tau  sa rana  yang  ada  padanya  ka rena  j aba t an  

atau  kedudukan  yakn i  untuk  menguntungkan  d i r i  

send i r i  atau  orang  la i n  atau  kooperas i  "  ;

35. Bahwa pada  a l i n ea  te r akh i r  ha laman  81  Putusan ,  

Judex  Fac t i  Pengad i l an  Neger i  member ikan  

per t imbangan  ya i t u  :

" . . .  sete lah  melaksanakan  per in t ah  BOY SYAMSIR 

HAKIM pada  har i  i t u  juga  Rudy  Yuwono  langsung  

melapor  kepada  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  

dan  BOY  SYAMSIR  HAKIM,  akan  te tap i  t i dak  

berbua t  apa- apa  dan  sampai  1  minggu  Terdakwa  

d i da t a n g i  o l eh  Bud i ha r j o  un t u k  menanyakan  

pe r i h a l  uang  muka  sen i l a i  Rp .  

3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  yang  t i d a k  masuk  ke  

Rekeningnya  padaha l  Sdr .  Budihard j o  sudah  

menyerahkan  kwi tans i  tanda  te r ima  pener imaan  uang  
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Rp.  3.000 .000 .000 , -  te rsebu t  "  ;

36. Bahwa perbua tan  /  t i ndakan  PEMOHON KASASI  a 

quo  yang  d ikua l i f i k a s i k a n  o leh  Judex  Fact i  

Pengad i l an  Neger i  pada  a l i nea  te rakh i r  ha laman  81 

Putusan  sebaga i  " t i dak  berbua t  apa- apa"  je l as -

je l as  merupakan  suatu  ke la l a i an  (cu lpa )  ;

37. Bahwa menuru t  Pro f .  Dr .  Ju r .  And i  Hamzah,  

seo rang  guru  besa r  i lmu  hukum (p idana)  dan mantan  

jaksa ,  d i  da lam ha laman 146  bukunya  yang  ber j u du l  

"Pemberan t asan  Korups i  Mela l u i  Hukum  Pidana  

Nasiona l  dan  In te rnas i ona l " ,  cetakan  ket i ga ,  

Penerb i t  PT.  Raja  Graf i ndo  Persada ,  Jakar ta ,  bahwa 

perbua tan  menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan ,  

atau  sarana  yang  ada padanya  t i dak  dapat  d i l akukan  

dengan ke la l a i an  (cu lpa )  ;

38. Bahwa  leb ih  lan ju t  menuru t  Pro f .  Dr .  Jur .  

Andi  Hamzah,  adanya  ka ta - ka ta  "dengan  tu j u an  

mengun tungkan  d i r i  send i r i  a tau  orang  l a i n  a tau  

ko rpo r as i "  menun jukkan  bahwa  kesenga j aan  d i  

da lam  Pasa l  3  UU  PTPK  harus  merupakan  

kesenga j aan  dengan  maksud  (opze t  met  oogmerk)  ;

39. Bahwa dengan  demik i an  unsur  "Dengan  Tu juan  

Mengun tungkan  Di r i  Sendi r i  atau  Orang  La in  atau  

Suatu  Korporas i "  t i dak  dapat  d ibuk t i k an  ;

ALASAN KELIMA

JUDEX FACT I  SALAH MENERAPKAN HUKUM MENGENAI 

TERPENUHINYA  UNSUR  "MENYALAHGUNAKAN  KEWENANGAN, 

KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN 

ATAU KEDUDUKAN YANG ADA PADANYA" SEBAGAIMANA DIMAKSUD 

PASAL 3 UU NOMOR 31  TAHUN 1999  JO UU NOMOR 20  TAHUN 

2001  TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31  TAHUN 1999 

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ;

1 . Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  b e r k e b e r a t a n  

d e n g a n  per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  

te rbuk t i n ya  dakwaan  jaksa  mengena i  unsur  

"Menya lahgunakan  Kewenangan,  Kesempatan  Atau  
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Sarana  Yang  Ada  Padanya  Karena  Jaba t a n  A tau  

Kedudukan " ,  dengan per t imbangannya  sebaga i  ber i ku t  

:

"Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  

menyalahgunakan  Kewenangan  dapat  d ia r t i k an  bahwa  

orang  yang  dimaksud  adalah  s eo r a n g  Pe j a b a t  

y a n g  memi l i k i  s e s u a t u  k e k u a s a a n  a t a u  

Kewenangan,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  sarana  

ala t  atau  media  adalah  sega la  sesuatu  yang  

dipaka i  sebaga i  a la t  da lam  me n c a p a i  t u j u a n  

y a n g  d i m a k s u d ,  b a i k  k a t a - k a t a  

menyalahgunakan  Kewenangan  atau  sarana  ha l - ha l  

te rsebu t  semuanya  d i k a i t k a n  ka r ena  Jaba t a n  

a t au  Kedudukan  yang  di j aba tnya  atau  

dipe ro l ehnya  ;

Men imbang ,  bahwa  da l am  pembe l aan  Te rdakwa  

d i n y a t a k a n  Te r d a kwa  hanya l a h  men j a l a n k a n  

pe r i n t a h  da r i  p imp i n a n  Terdakwa  ya i t u  

D i r e k t u r  Utama  Sarana  Jaya  BOY SYAMSIR  HAKIM 

menuru t  l i ngkup  peker j aan  maupun  batas - batas  

tanggung j awab  Terdakwa ,  se r t a  un tuk  

kepen t i n g a n  Perusahaan  sesua i  dengan  Ins t r uks i  

/  Arahan  Di rek tu r  Utarna  Sarana  Jaya  sebaga i  

Pimpinan  te r t i n gg i  dan  penanggung jawab  Sarana  

Jaya,  seh ingga  menuru t  Terdakwa  perbua tan  

menyimpang  yang  di l akukan  pihak  l a i n  t i d a k  

dapa t  d i l i b a t k a n  kepada  Te rda kwa ,  ha l  

t e r s e b u t  menuru t  Maje l i s  t i dak  dapat  d i te r ima  

karena  Terdakwa  yang  mempero leh  Jabatan  sebaga i  

Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  Keuangan  Sa r ana  Jaya  

ha r u s  be r t a n g g u ng j a wab  a t a s  Jaba t a n  yang  

dipero lehnya  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  

berdasarkan  fak ta  hukum  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bahwa  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  Keuangan  Perusahaan  
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Daerah  Sarana  Jaya  (PSJ)  yang  diangka t  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Prop ins i  Gubernu r  

DKI  Jakar t a  Nomor  47 Tahun  2003  tangga l  19 Jun i  

2003  dengan  tugas  sebaga imana  diu ra i kan  di  atas  

dalam  Fakta  Hukum  harus  te t ap  berpedoman  

kepada  :  a .  Pera tu r an  Daerah ,  b .  Su r a t  

Kepu t u s a n  Gube r n u r  DKI  Jaka r t a ,  c .  

I n s t r u k s i  Gubernu r ,  d .  Dan  Keten t uan -

Keten t uan  l a i n  yang  berka i t a n  dengan  ha l - ha l  

te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  daerah ,  te rnya ta  Dana  Talangan  sebesar  

Rp.  3.000 .000 .000 ,00  yang  sed ianya  dibayarkan  

kepada  Drs .  H.  Budihar j o  te rnya ta  t i dak  dibayarkan  

dan  pada  tangga l  30  Apr i l  2007  sete lah  d ica i r k an  

oleh  Rud i  Yuwono  a t a s  sepenge t a h u a n  Te r d a kwa  

ENDANG  SRI  WIDYASTUTI  dana  te rsebu t  langsung  

dise rahkan  kepada  BOY  SYAMSIR  HAKIM  mela lu i  

sop i rnya  bernama Her iansyah  ;

Men imbang ,  bahwa  berdasa r k an  ura i a n  d i  a tas ,  

maka  menuru t  Maje l i s  Hakim  unsur  Menyalahgunakan  

Kewenangan,  Kesempatan  atau  Sarana  yang  ada  padanya  

karena  Jabatan  atau  Kedudukan  te l ah  te rpenuh i  o leh  

Terdakwa ;

2. Bahwa  dengan  memperha t i k a n  ke t e r a n g a n  pa r a  

sak s i  dan  kete rangan  Terdakwa  sebaga imana  yang  

te lah  dikemukakan  dalam  pers idangan  dihubungkan  

dengan  barang  bukt i  yang  dia jukan  di  pers idangan  

dapat  d i temukan  fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

a . Bahwa berdasa r kan  ke te r angan  para  saks i  Boy S.  

Hak im,  saks i  Rudi  Yuwono,  SH,  saks i  Ismi  

Lat i f a h ,  saks i  I r .  Ind ra  Sukmono,  sak s i  I r .  

Su l a k s o n o ,  sak s i  I r .  S j a f r u d i n  Kanan i ,  

sak s i  I r .  Wi t j a k s o n o  Muward i  dan  ke t e r a n gan  

Te rdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  proyek  SPTA 

di l aksanakan  berdasarkan  Proyek  SPTA 

di l aksanakan  berdasarkan  Ins t r u ks i  Gubernur  
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Nomor  161  Tahun  2004  dan  Pera tu ran  Gubernur  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jaka r t a  Nomor  

126  Tahun  2005  t e r s e bu t  d i  a t as ,  Gubernu r  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Gubernur  Prov ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a  Nomor  87  Tahun  

2006 ;

b. Bahwa  Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  menjabat  

sebaga i  Ketua  Kon s o r s i u m  SPTA  d i a n g k a t  

o l e h  D i r e k t u r  U t ama  PD .  PEMBANGUNAN 

SARANA  J AYA  B o y  S .  Ha k i m  u n t u k  

melaksanakan  Ins t r u ks i  Gubernur  Nomor  161  Tahun  

2004 ;

c . Bahwa  penge lua ran  dana  ta l angan  oleh  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  atas  keb i j akan  dan  

keputusan  ser ta  merupakan  tanggung jawab  Di rek tu r  

Utama  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya.  Hal  in i  

berdasarkan  kete rangan  saks i  Ismi  Lat i f ah ,  saks i  

I r .  Sulaksono ,  saks i  Rudi  Yuwono,  SH.  saks i  Boy  

S.  Hakim,  didukung  dengan  bukt i  Sura t  Keputusan  

Di reks i  Nomor  035 Tahun 2006 tepa tnya  pada but i r  

KEENAM ;

d. Bahwa  dana  ta l angan  dike lua rkan  oleh  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  dalam  4  (empat )  tahap  

masing- masing  :

1. Tahap  I  (12  Januar i  2007)  sebesar  Rp.  

3.678 .300 .000  ;

2. Tahap  I I  (13  Februar i  2007)  sebesar  Rp.  4,1  

Mi lya r  ;

3. Tahap  I I I  (7  Maret  2007)  sebesar  Rp.  5,3  

Mi lya r  ;

4. Tahap  IV  (24  Apr i l  2007)  sebesar  Rp.  3,3  

Mi lya r  ;

dan  penge l ua r an  t e r s ebu t  d i se t u j u i  Di r u t  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebaga imana  Dispos i s i  

Sura t  Perse tu j uan  Pember ian  Dana Talangan  ;

e. Bahwa  benar  laporan  keuangan  PD.  Pembangunan  
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Sarana  Jaya  Tahun  2007  te l a h  d iaud i t  o leh  

Akun tan  Independen  dan  te l a h  pula  mendapatkan  

pengesahan  dar i  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  sebaga imana  te r t uang  di  da lam 

Sura t  Keputusan  Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  1287  Tahun  2008  ten tang  

Pengesahan  Laporan  Keuangan  Perusahaan  Daerah  

Pembangunan  Sarana  Jaya  Prov ins i  Daerah  Khusus  

Ibuko ta  Jakar ta  Tahun 2007 ;

f . Bahwa t i dak  ada satu  saks ipun  yang  kete rangannya  

dapat  d i k u a l i f i k a s i k a n  sebaga i  a l a t  buk t i  

yang  sah  menya t a k a n  Te r da kwa  Endang  Sr i  

Widyas t u t i  t e l a h  menya l a h g unak an  kewenangan,  

kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  

j a b a t a n  a t au  kedudukan  da l am  hubungannya  

da l am  pe r an  Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  

bersama- sama  atau  tu ru t  ser ta  te l ah  melakukan  

perbua tan  korups i  yang  merug ikan  keuangan  Negara  

;

3. Bahwa menuru t  Dr .  Nur  Basuk i  Minarno ,  S.H. ,  

M.H.  da lam  halaman  75  bukunya  

“Penya l a h gunaan  Wewenang  dan  T i nda k  

P idana  Korups i  Dalam Pengelo laan  Keuangan  

Daerah” ,  ed is i  I ,  cetakan  ke- 2,  penerb i t  

Laksbang  Media tama,  Surabaya ,  2009  

berpendapat  bahwa untuk  mengkaj i  s iapa  yang  

harus  ber tanggung jawab  secara  yur id i s  a tas  

penya l ahgunaan  wewenang  harus  d i l i h a t  

da r i  sumber  a tau  lah i r nya  wewenang ;

4. Bahwa menuru t  R.  Wiyono  S.H.  da lam halaman  

49  bukunya  yang  be r j u d u l  “Pembahasan  

Undang - Undang  Pemberan t a s an  T indak  

P idana  Korups i ” ,  ed i s i  kedua ,  ce t a k an  

pe r t ama ,  pene rb i t  S ina r  Graf i ka  Offse t ,  

Jakar ta ,  2008,  bahwa  untuk  membedakan  

apakah  wewenang  d ipero l eh  dengan  cara  

delegas i  atau  mandat ,  per lu  dipe rha t i k an  
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pera tu ran  perundang- undangan  yang  menjad i  

dasar  hukum  da r i  wewenang  t e r s e bu t .  

Hanya  pe r a t u r a n  pe r undang - undangan  yang  

d i  da lamnya  te r dapa t  ke ten t uan  bahwa 

wewenang  dapat  d ide legas i kan  sa ja  yang  

dapat  menjad i  dasar  hukum  dar i  wewenang 

yang  dipe ro leh  dengan  de legas i .  Sedang  

pera tu ran  perundang - undangan  yang  d i  

da lamnya  t i d a k  te r dapa t  ke ten t uan  bahwa 

wewenang  dapat  d ide legas i kan  hanya  dapat  

menjad i  dasar  hukum  dar i  wewenang  yang  

dipe ro l eh  dengan cara  mandate  ;

5. Bahwa  berdasarkan  fak ta  yang  te rungkap  

dalam  pers idangan ,  Boy  Syams i r  Hak im 

se l a k u  D i r u t  PD.  Pembangunan  Sa rana  

Jaya  ber tanggung jawab  dan  kewenangan  

melaksanakan  Pembangunan  Sent ra  Pr imer  

Tanah  Abang  Kelu rahan  Kampung  Bal i ,  

Kecamatan  Tanah  Abang  Kotamadya  Jakar ta  

Pusat  sebaga imana  Ins t r uks i  Gube rnu r  

Nomor  161  Tahun  2004  t a n g ga l  27 

Ok tobe r  2004 .  Tanggung jawab  dan 

kewenangan  yang  ada pada Di rek tu r  Utama PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  a  quo  bers i f a t  

at r i bu t i f  karena  bersumber  pada  undang-

undang  da lam  ar t i  mater i i l  in  casu  

Ins t r u ks i  Gubernur  Pemer i n t a h  Daerah  

Khusus  Ibu  Kota  Jaka r t a  Nomor  161  Tahun  

2004 ;

6 . Bahwa  kemud i a n  be r d a s a r k a n  f a k t a  yang  

t e r u n g k a p  da l am  pe r s i d a n gan ,  i n  casu  :  

( i )  Boy  Syams i r  Hak im  mengangka t  dan  

menun j u k  PEMOHON KASAS I  s e l a k u  Ke t u a  

Kon s o r s i u m  berdasarkan  Sura t  Tugas  

Di rek tu r  Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

Boy  Syams i r  Hak im Nomor  12031082 .74  un tuk  

kepen t i n gan  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  
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melaksanakan  pembangunan  Proyek  Sent r a  

Pr imer  Tanah  Abang :  ( i i )  Ins t r u k s i  

Gubernu r  Nomor  161  Tahun  2004  tangga l  27 

Oktober  2004  t i dak  menje laskan  dapatnya  

wewenang  dar i  Gubernur  Prop ins i  Daerah  

Khusus  Ibu  Kota  Jakar ta  kepada  D i r e k t u r  

Utama PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  Boy  S.  

Hakim  d ide legas i kan  kepada  pihak  la i n .  

Dengan  demik ian  Kewenangan  /  tanggung jawab  

PEMOHON KASASI  bers i f a t  mandate  ;

7. Bahwa leb ih  lan ju t  menuru t  Dr .  Nur  Basuk i  

Minarno ,  S.H. ,  M.H. ,  da lam  hal  te r j ad i  

mandat  menuru t  hukum  pidana  yang  

ber tanggung  j a w a b  ad a l a h  manda t o r i s ,  

k a r e n a  da l am  hu k um  p i d a n a  

per tanggung jawaban  pidana  dikena l  dengan  

per tanggung jawaban  pr ibad i  (persona l  

respons ib i l i t y )  ;

8 . Bahwa  demik i an  j uga  menuru t  R.  Wiyono ,  

o leh  karena  wewenang  yang  dipe ro leh  secara  

mandat  t i dak  sampai  te r j ad i n ya  adanya  

pel impahan  atau  penyerahan  wewenang  dar i  

mandans  kepada  mandata r i s ,  seh ingga  

tanggung jawab  atas  pelaksanaan  wewenang 

te rsebu t  masih  te tap  menjad i  tanggung jawab  

dar i  mandans ;

9 . Bahwa  menuru t  seo rang  guru  besa r  i lmu  

hukum  Pro f .  Dr .  Sutan  Remy  Sjahde in i ,  

S.H. ,  pada  a l i n ea  per t ama  ha laman  186  

bukunya  yang  ber j udu l  "Per tanggung jawaban  

Pidana  Korporas i " ,  cetakan  I I  tahun  2007  

te rb i t a n  PT.  Graf i t i  Pers ,  bahwa  tanggung 

jawab  pe laksanaan  t i ndak  p idana  

d i t un t u t k an  kepada  pengambi l  keputusan 

atau  penentu  kebi jakan  ;

10. Bahwa  pend i r i a n  Pro f .  Dr .  Sutan  Remy 

Sjahde in i ,  S.H.  te rsebu t  sama  dengan 
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pend i r i a n  seo r a n g  gu r u  besa r  i l m u  

hukum  Be l a nd a ,  Remmel ink  yang  d is i t i r  

pada halaman 186 bukunya  te rsebu t ,  ya i t u  :

" . . . ,  pegawai  pe laksana  memang  juga  dapat  

d ip i dana  apab i l a  kapas i t a s  p r i b ad i n y a  ada l ah  

sebaga i  pe la ku  t i n d a k  p idana  yang  bersangku tan ,  

te tap i  ia  bukan  sebagai  sasaran  tembak  

(pemidanaan)  dar i  pembebanan  pertanggungjawaban  

pidana "

Dengan  dem i k i a n  un s u r  "Men y a l a h g u n a k a n  

Kewenangan ,  Kesempatan  Atau  Sarana  Yang  Ada 

Padanya  Karena  Jabatan  Atau  Kedudukan"   t i dak  

te rbuk t i  ;

1 1 . Bahwa  PEMOHON  KASAS I  s a n g a t  

b e r k e b e r a t a n  d e n g a n  per t imbangan  Judex  

Fact i  yang  meni la i  te rbuk t i n ya  dakwaan  

jaksa  mengenai  unsur  "  yang  dapat  merug ikan  

Keuangan  Negara  atau  Perekonomian  Negara  " ,  

dengan per t imbangannya  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum  yang  

te rungkap  di  pers idangan  perbua tan  BOY SYAMSIR 

HAKIM se laku  Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

(PD.  PSJ)  yang  memer in tahkan  Di rek tu r  

Admin is t r a s i  dan  Keuangan  PD.  Pembangunan  Sarana  

Jaya  ya i t u  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Ketua  Konsors ium  Proyek  Sent r a  Proyek  Tanah  

Abang  I  un tuk  menge lua r kan  Dana  dar i  Kas  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebaga i  Dana  Talangan  

guna  kepen t i n g an  Konso r s i um  ya i t u  un tuk  

pembebasan  l ahan  sebesar  Rp.  16.378 .300 .000 , -  

(enam belas  mi lya r  t i ga  ra tus  tu j uh  puluh  delapan  

ju t a  t i ga  ra tus  r i bu  rup iah )  yang  dike lua rkan  

secara  ber tahap  :

1. Tangga l  12  Januar i  2007  sebesar  Rp.  

3.678 .300 .000 , -  ;

2. Tangga l  13  Januar i  2007  sebesar  Rp.  

4.100 .000 .000 , -  ;
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3. Tangga l  07  Maret  2OO7  sebesar  Rp.  

5.300 .000 .000 , -  ;

4. Tangga l  23  Maret  2OO7  sebesar  Rp.  

3.300 .000 .000 , -  ;

Men imban g ,  ba hwa  uan g  t e r s e b u t  mer u p a k a n  

uan g  PD .  Pembangunan  Sarana  Jaya  yang  

penge lua r annya  t i d a k  ada  i j i n  dar i  Gubernur  DKI  

Jakar ta ,  bahkan  ada  dana  yang  sebesar  Rp.  

3.500 .000 .000 , -  yang  seharusnya  dibayarkan  kepada  

saks i  Drs .  H .  Bud i h a r j o  sebaga i  sa l a h  sa t u  

pem i l i k  l a h a n  yang  d i  bebaskan,  te rnya ta  

meskipun  Budihar j o  sudah  menandatangan i  

pene r i ma an  uang  sebesa r  Rp .  3 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  

t e t a p i  yang  bersangku t an  hanya  mener ima  Rp.  

500 .000 . 000 , -  ka rena  yang  Rp.  3 .000 . 000 . 0 00 , -  

d i baya r k an  mela l u i  reken i n g  t e t a p i  sampa i  saat  

in i  t i dak  pernah  dik i r im  ke  Rekening  Budihar j o ,  

bahkan  te l ah  te r buk t i  uang  Rp.  3 .000 .000 . 000 , -  

te r sebu t  se te l ah  d ica i r k an  o leh  Sdr .  Rudy  Yuwono  

dan  Sr i  Lesta r i  d ise rahkan  kepada  BOY SYAMSlR  

HAKIM  mela lu i  Sopi rnya  yang  bernama  Her iansyah ,  

dan hal  te rsebu t  sepengetahuan  Terdakwa ;

Menimbang ,  bahwa  berdasa r kan  per t imbangan  

te r s ebu t  d i  a tas ,  maka  unsur  merug ikan  Keuangan  

Negara  te l ah  te rpenuh i  karena  uang  se j um lah  Rp.  

3 .000 .000 . 000 , -  t e r s ebu t  ada lah  merupakan  dana  

ta langan  se jumlah  Rp.  16.378 .300 .000 , -  yang  

dike lua r kan  Te rdakwa  un tu k  kepen t i n g a n  

pembebasan  t a nah  yang  akan  d i gunakan  sebaga i  

l a han  Pembangunan  Sen t r a  Pr ime r  Tanah  Abang ,  

Dana  Ta l a n g a n  t e r s e b u t  d i k e l u a r k a n  da r i  Kas  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  mi l i k  Pemer in t ah  

Daerah  Khusus  lbu  Kota  Jakar ta  yang  bera r t i  

sebaga i  Keuangan mi l i k  Negara  ;

12 .Bahwa  pe r t i m bangan  hukum  Maje l i s  Hak im 

Pengad i l a n  Nege r i  Jakar t a  Pusat  da lam  perkara  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  Sura t  Kepu tusan  
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Gubernu r  Prov i n s i  Daerah  Khusus  I buko t a  Jaka r t a  

Nomor  1287  Tahun  2008  ten tang  Pengesahan  Laporan  

Keuangan  Perusahaan  Daerah  Pembangunan  Sarana  Jaya  

Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko t a  Jaka r t a  Tahun 

2007  yang  menun jukkan  t i d a k  adanya  kerug ian  pada 

keuangan  Negara  atau  perekonomian  Negara  ;

13. Bahwa  untuk  perkara  t i ndak  pidana  korups i  atas  

nama Terdakwa  Endang  Sr i  Widyas tu t i  sampai  dengan  

saat  in i  be lum  ada  has i l  audi t  dar i  BPK  maupun 

BPKP yang  menyatakan  proyek  SPTA dapat  merug ikan  

negara  atau  perekonomian  Negara  ;

14.Bahwa dalam penje lasan  Pasal  32 UU PTPK dinya takan  

bahwa  yang  d imaksud  dengan  kerug ian  keuangan  

Negara  ada lah  kerug ian  yang  sudah  dapat  d ih i t ung  

jumlahnya  berdasarkan  has i l  temuan  ins tans i  yang  

berwenang  atau  akuntan  publ i k  yang  di tun j uk  ;

15. Bahwa  menuru t  seo rang  Guru  Besa r  d i  B idang  

Hukum,  Pro f .  Dr .  Eddy  Mulyad i  Soepard i ,  M.M. ,  

S.E.  Ak,  da lam  ceramahnya  yang  mengetengahkan  

judu l  "Memahami  Kerug ian  Negara  Sebaga i  Salah  Satu  

Unsur  Tindak  Pidana  Korups i "  d i  Unive rs i t a s  Pakuan  

Bogor  tangga l  24  Januar i  2009,  ins tans i  berwenang  

yang  dimaksudkan,  mengacu  pada  bebe rapa  

ke t en t u a n  pe rundang - undangan  yang  be r l a k u ,  

maka  seku r a n g - ku r a ngnya  t i g a  i n s t a n s i  

mempunya i  kewenangan  d imaksud ,  yakn i  BPK,  

BPKP,  dan  I nspek t o r a t  ba i k  di t i ngka t  pusat  maupun 

daerah  ;

16. Bahwa  dengan  demi k i a n ,  pe r t i m b a ngan  hukum 

Judex  Fac t i  t i dak l ah  tepa t  mengenai  unsur  dapat  

merug ikan  keuangan  Negara  ;

ALASAN KEENAM 

JUDEX FACTI  SALAH MENERAPKAN HUKUM PENYERTAAN,  IN  

CASU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 55  AYAT (1)  KE-1 

KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA ;

1 . Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  b e r k e b e r a t a n  
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d e n g a n  per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  

te rbuk t i n ya  dakwaan Jaksa  mengenai  Pasal  55 (1)  ke  

1 KUHP, dengan per t imbangannya  sebaga i  ber iku t  :

"Men imbang ,  bahwa  pasa l  55  aya t  ( 1 )  ke  1  

KUHP menga tu r  ten t a ng  d ihukum  sebaga i  pe laku  

dar i  perbua t an  yang  dapa t  d i hukum,  orang  yang  

melakukan ,  yang  menyuruh  melakukan  atau  tu ru t  

ser t a  melakukan  perbua tan  i t u ,  jad i  da lam pasa l  

55 aya t  (1 )  ke 1 KUHP dapat  d ibedakan  anta ra  :

1. Orang yang melakukan  ;

2. Orang yang  menyuruh  melakukan  ;

3. Orang tu ru t  melakukan  perbua tan  ;

Men imbang ,  bahwa  be r d a s a r k a n  f a k t a - f a k t a  

hukum  yang  te rungkap  dipe rs i dangan  dan  te l ah  

te rbuk t i  da lam  pembukt i an  pasa l  3  Undang- Undang  

No.  31 Tahun 1999 Jo.  Undang- Undang No .  20  Tahun  

2001  sepe r t i  t e r s e b u t  d i  a t a s ,  bahwa  

pe r bua t a n  Terdakwa  ENDANG  SRI  WIDYASTUTI  

te r s ebu t  d i  l akukan  t i d a k  oleh  Terdakwa  send i r i  

te tap i  bersama- sama  dengan  saks i  BOY  SYAMSIR 

HAKIM se laku  Di ru t  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

dan  saks i  RUDY  YUWONO  sebaga i  Manage r  

Keuangan  seh i n gga  dengan  demik ian  pasa l  55 ayat  

(1 )  ke  1 KUHP te l ah  pula  te rbuk t i  secara  sah  dan  

meyak inkan  ;

2. Bahwa  fak ta  pers idangan  dan  anal i sa  yur id i s  

sebaga imana  diu ra i kan  di  da lam pembelaan  Penas iha t  

Hukum PEMOHON KASASI  te lah  mengungkapkan  bahwa 

t i d a k  ada  ke t e r l i b a t a n  Terdakwa  yang  menjad i  

t anggung j awab  Terdakwa  send i r i  ba i k  seca ra  

l angsung  ataupun  t i dak  langsung  da lam  proses  

penerb i t an  Ins t r uks i  Gubernur  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  Nomor  161  Tahun  2004,  

Keputusan  pember ian  dana  ta l angan  untuk  Konsors ium  

SPTA ;

3. Bahwa oleh  karenanya ,  sudah  sangat  je l as  peranan  

dan  tanggung  jawab  dar i  Terdakwa  se laku  Di rek tu r  
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Keuangan  dan  Admin is t r a s i  melaksanakan  Ins t r uks i  

Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  161 Tahun 2004 ;

4. Bahwa  Penuntu t  Umum  t i dak  dapat  membukt i kan  

peranan  Terdakwa  dalam  pember ian  dana  ta l angan  

apakah  sebaga i  yang  melakukan  (p l e dge r )  a tau  

tu r u t  se r t a  melakukan  (mede  p ledgen ) .  Penun tu t  

Umum dalam  dakwaannya  hanya  menyebutkan  mater i a l e  

fe i t  bahwa  " . . . Te rdakwa  se laku  Di rek tu r  Keuangan  

dan  Admin is t r a s i  ba ik  send i r i - send i r i  atau  

bersama- sama. . . "  ar t i n ya  apab i l a  d iasumsikan  

Terdakwa  berperan  sebaga i  p ledger  ataupun  mede 

pledgen- quad  non  maka  memer lukan  mater i a l e  fe i t  

sebaga i  karak te r i s t i k  yang  te rdapa t  d i  da l am 

p l edge r  a taupun  mede p ledgen .  Baga imana  mungk i n  

Maje l i s  Hakim  bisa  mengatakan  dalam 

per t imbangannya  bahwa  PEMOHON KASASI  melakukan  

perbua tan  yang  melangga r  sua tu  t i ndak  pindana  

yang  te lah  di rumuskan  di  da lam  Pasal  3  Undang- -

Undang  No.  31  Tahun  1999  Jo.  Undang- Undang  No.  20 

Tahun  2001  secara  bersama- sama  dengan  saks i  BOY 

SYAMSIR  HAKIM  dan  saks i  RUDI  YUWONO,  sementa ra  

Fakta  hukum  pers idangan ,  je l as  t i dak  mengai t kan  

sama seka l i  adanya  peran  dalam bentuk  apapun  dar i  

Terdakwa  da lam  melakukan  perbua tan  t i ndak  pidana  

sebaga imana dakwaan Penuntu t  Umum ;

ALASAN KETUJUH  

JUDEX FACT I  SALAH MENERAPKAN UNSUR MENGENAI 

"PERBUATAN  YANG  BERLANJUT" ,  I N  CASU 

SEBAGAIMANA  KETENTUAN PASAL  64  AYAT  (1)  KITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ;

5 . Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  b e r k e b e r a t a n  

d e n g a n  per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  

te rbuk t i n ya  dakwaan  Jaksa  mengenai  Pasal  64  ayat  

(1 )  KUHP, dengan per t imbangannya  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  pasa l  64  ayat  (1 )  KUH Pidana  
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berbuny i  "J i ka  anta ra  beberapa  perbua tan  

meskipun  masing- masing  merupakan  ke j a h a t a n  

a t au  pe l a ngga r a n  ada  hubungannya  

sedem i k i a n ,  seh i ngga  harus  d ipandang  sebaga i  

sa tu  perbua t an  ber l a n j u t ,  maka  hanya  

di t e rangkan  satu  atu ran  pidana ,  j i ka  berbeda-

beda  yang  di te rapkan  yang  memuat  ancaman pidana  

pokok  yang  pal i ng  berat "  ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  R.  Soes i l o  da lam  

bukunya  Ki tab  Undang - Undang  Hukum  P idana  

se r t a  komen ta r - komen ta r n y a  lengkap  pasa l  demi  

pasa l ,  cetakan  Pol i s i a  Bogor  1985  hal  81- 82  

menyebu tkan  perbua tan  yang  sa tu  sama l a i n  ada  

hubungannya  i t u  supaya  d ipandang  sebaga i  suatu  

perbua tan  yang  di te r uskan  menuru t  pengetahuan  

dan prak tek  harus  memenuhi  syara t - syara t  :

- Harus  t imbu l  dan satu  nia t  atau  kehendak  atau  

keputusan  ;

- Perbuatannya  i t u  harus  sama  atau  sama 

macamnya ;

- Waktu  anta ranya  t i dak  boleh  te r l a l u  lama ;

Men imbang ,  bahwa  da r i  f a k t a  huk um  yan g  

t e r u n g k a p  d i pers i dangan  te lah  te rbuk t i  

perbua tan  Terdakwa  ENDANG SRI  WIDYASTUTI  se laku  

Di rek tu r  Admin is t r a s i  dan  Keuangan  PD.  

Pembangunan  Sa r a n a  Ja y a  ya i t u  Te r d a kwa  

ENDANG SR I  WIDYASTUTI  se laku  Ketua  Konsors ium  

Proyek  Sent ra  Proyek  Tanah Abang I  atas  per in t ah  

saks i  BOY SYAMSIR HAKIM te l ah  mengeluarkan  Dana  

Talangan  dar i  Kas  PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  

sebaga i  Dana  Talangan  guna  kepent i ngan  

Konsors ium  ya i t u  un tuk  pembebasan  l ahan  

sebesa r  Rp.  16 .378 . 300 . 0 00 , -  (enam  be las  

mi l y a r  t i g a  ra t u s  tu j u h  pu luh  de lapan  j u t a  

t i g a  ra t u s  r i b u  rup iah )  yang  di  ke lua rkan  

secara  ber tahap  :

1. Tangga l  12  Januar i  2007  sebesar  
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Rp.  3.678 .300 .000 , -  ;

2. Tangga l  13  Januar i  2007  sebesar  

Rp.  4.100 .000 .000 , -  ;

3. Tangga l  07  Maret  2007  sebesar  

Rp.  5.300 .000 .000 , -  ;

4. Tanggal  23  Maret  2007  sebesar  

Rp.  3.300.000 .000 , -  ;

Menimbang,  bahwa penge lua ran  Dana  dar i  Kas  PD.  

Pembangunan  Sa r a n a  J a y a  s e b a g a i  Dana  

Ta l a n g a n  un t u k  k ep e n t i n g a n  Konso r s i um  

yang  akan  d i g unakan  un t u k  pembebasan  l a h an  

merupakan  pe r i n t a h  saks i  BOY SYAMSIR HAKIM 

yang  t e l a h  t e r b u k t i  d i  a t a s  t i d a k  t e r c a n t um  

da l am  RKAP dan  j u g a  t a npa  perse tu j uan  dar i  

Badan Pengawas ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  di  

atas ,  maka Pasa l  64 ayat  (1 )  KUHP te l ah  te rbuk t i  

juga  ;

6 . Bahwa  PEMOHON KASAS I  s a n g a t  b e r k e b e r a t a n  

d e n g a n  per t imbangan  Judex  Fact i  yang  meni la i  

te rbuk t i n ya  dakwaan  Jaksa  mengenai  unsur  “Dengan  

Tujuan  Menguntungkan  Di r i  Sendi r i  atau  Orang  Lain  

atau  Suatu  Korporas i ” ,  dengan  per t imbangannya  

sebaga i  ber iku t  ;

7 . Bahwa  apa  yang  d i l a k u kan  un tuk  melaksanakan  

pembangunan  proyek  Sent ra  Pr imer  Tanah  Abang 

ada lah  melaksanakan  Ins t r uks i  Gubernu r  Prov i n s i  

Daerah  Khusus  I buko t a  Jaka r t a  Nomor  161  Tahun 

2004 ;

8. Bahwa  dana  ta l angan  yang  dike lua rkan  secara  

ber tahap  dalam  4  (empat )  tahap  adalah  merupakan  

keb i j akan  dar i  Di rek tu r  Utama  PD.  Pembangunan 

Sarana  Jaya  sebaga imana  Sura t  Keputusan  Di reks i  

PD.  Pembangunan  Sarana  Jaya  Nomor  035  Tahun  2006  

pada dik tum KEENAM ;

9 . Bahwa be r da s a r k a n  f a k t a  pe r s i d a n gan ,  Te rda kwa  

Endang  Sr i  Widyas tu t i  t i dak  te r l i b a t  langsung  
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maupun  t i dak  langsung  dalam  pembuatan  Ins t r uks i  

Gubernur  Prov ins i  Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar ta  

Nomor  161  Tahun  2004  dan  Sura t  Keputusan  Di reks i  

PD.  Pembangunan Sarana  Jaya  Nomor  035 Tahun 2006 ;

10 . Bahwa  penge l u a r a n  dana  t a l a n g an  da r i  kas  PD.  

Pembangunan  Sarana  Jaya  sebaga i  dana  t a l a n g an  

o l eh  Te rdakwa  Endang  Sr i  W i d y a s t u t i  a d a l a h  

a t a s  p e r i n t a h  D i r e k t u r  U t a m a  PD .  

PEMBANGUNAN SARANA JAYA Boy  S.  Hakim  dan  Terdakwa  

melaksanakan  per i n t ah  te rsebu t  karena  Terdakwa  

se laku  Di rek tu r  Keuangan  dan  Admin is t r a s i  PD.  

Pembangunan Sarana  Jaya  ;

11 . Bahwa  dengan  dem i k i a n ,  pe r b u a t a n  be r l a n j u t  

sebaga imana  keten tuan  Pasal  64 ayat  (1 )  KUHP yang  

dimaksud  di  da lam  dakwaan  Penuntu t  Umum t i dak  

te rbuk t i  secara  sah  menuru t  hukum.  Oleh  karena  

i t u ,  seharusnya  per t imbangan  hukum Maje l i s  Hakim 

harus  menyatakan  bahwa hal  te r sebu t  t i dak  te rbuk t i  

;

Menimbang,  bahwa  atas  alasan- alasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapat  :

Bahwa alasan  –  alasan  kasas i  Pemohon  Kasas i  I  /  

Jaksa  Penuntu t  Umum dan  Pemohon  Kasas i  I I  /  Terdakwa  

te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  karena  Judex  Fact i  

t i dak  sa lah  menerapkan  hukum,  per t imbangan  hukum dan  

putusannya  sudah  tepa t  dan benar ,  ser ta  t i dak  melampaui  

batas  wewenangnya,  lag i  pu la  alasan- a lasan  te rsebu t  

mengenai  pen i l a i an  has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  

penghargaan  ten tang  suatu  kenyataan ,  a lasan- a lasan  

semacam  i t u  t i dak  dapat  d iper t imbangkan  dalam 

pemer iksaan  pada  t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  

dalam  t i ngka t  kasas i  hanya  berkenaan  dengan  t i dak  

di t e rapkan  suatu  pera tu ran  hukum atau  pera tu ran  hukum 

t i dak  d i t e r apkan  sebaga imana  mest inya ,  atau  apakah  cara  

mengadi l i  t i dak  di l aksanakan  menuru t  keten tuan  undang-

undang,  dan  apakah  Pengad i l an  te l ah  melampaui  batas  

wewenangnya,  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam Pasal  253  
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Ki tab  Undang- Undang  Hukum Acara  Pidana  (Undang- Undang  

No.  8 Tahun 1981)  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  

dipe r t imbangkan  di  atas ,  lag i  pu la  dar i  sebab  t i dak  

te rnya ta  bahwa  putusan  Judex  Fact i  da lam  perkara  in i  

ber ten tangan  dengan  hukum dan/a tau  undang- undang,  maka 

permohonan  kasas i  yang  dia j ukan  oleh  Para  Pemohon 

kasas i  te rsebu t  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  kasas i  

dar i  Pemohon Kasas i  I  /  Jaksa/Penun tu t  Umum dan Pemohon 

Kasas i  I I  /  Terdakwa  di to l ak  dan  Terdakwa  te tap  

dip i dana  maka  Terdakwa  harus  dibeban i  untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang- Undang 

No.  31 Tahun 1999  Jo  Undang- Undang No.  20 Tahun 2001 Jo  

Pasa l  55 ayat  (1 )  ke- 1 KUHP Jo  Pasal  64  ayat  (1 )  KUHP,  

Undang- Undang  No.  4  Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  8 

Tahun  1981  dan  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  

sebaga imana  yang  te l ah  diubah  dan  di tambah  dengan  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang  No.  3  Tahun  2009  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon Kasas i  I  :  

JAKSA /  PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI  JAKARTA 

PUSAT,  dan  Pemohon  Kasas i  I I  /  Terdakwa  :  ENDANG SRI  

WIDYASTUTI  te r sebu t  ;

Membebankan  kepada  Pemohon  Kasas i  I I  /  Terdakwa 

te rsebu t  untuk  membayar  biaya  perkara  da lam  t i ngka t  

kasas i  in i  sebesar  Rp.  2.500 , -  (dua  r i bu  l ima  ra tus  

rup iah )  ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  da lam rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung  pada  har i  Rabu,  tangga l  14  Apr i l  2010  

oleh  Djoko  Sarwoko,  S.H. ,  M.H.  Ketua  Muda  Mahkamah 

Agung yang  d i t e t apkan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung sebaga i  

Ketua  Maje l i s ,  Pro f .  Dr .  Komar iah  Emong  Sapard ja j a ,  

S.H.  dan  I  Made  Tara ,  S.H.  Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  
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Anggota ,  dan  diucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  i t u  juga  o leh  Ketua  Maje l i s  beser ta  Hakim-

Hakim  Anggota  te rsebu t ,  dan  d iban tu  o leh  Rudi  

Suparmono,  S.H. ,  M.H.  Pani te ra  Penggant i  dan  t i dak  

dihad i r i  o leh  Pemohon Kasas i  I  /  Jaksa  /  Penuntu t  Umum 

dan Pemohon Kasas i  I I  /  Terdakwa ;

Hakim  –  Hakim  Anggota  :  
Ketua  Maje l i s  :

     t t d .  
t t d .

Pro f .  Dr .  Komar iah  Emong Sapard ja j a ,  S.H.   Djoko  
Sarwoko,  S.H. ,  M.H.

     t t d .

I  Made Tara ,  S.H.

    Pani te ra  Penggant i  :

      t t d .

   Rudi  Suparmono,  S.H. ,  M.H.

       Untuk Sal inan ,
                                         MAHKAMAH AGUNG 
R. I .

            Pani tera
              Pani te ra  Muda Pidana Khusus,

      S U N A R Y O,  S.H. ,M.H.
                  NIP.  040.044 .338

130

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 130



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal .  131 dar i  89 hal .  Put .  No.  501 
K/P id .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 131


